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Menimbarng

BUPATI TULUNGAGUNG

bahwa dalam rangka pegveNg®earsan pemerintahan vang
baik perlu dilaksans lolaan keuangan pemerintah
daerah vang transg akuntabel;
penveragaman dan keterpaduan
an keuangan agar tersaji dokumen
Wuntabel, perlu menyusun kebijakan
akypignsN, ®ang menjadi  pedoman  penvusunan dan
pe aporan keuangan Pemerintah Daerah;

wpuntuk melakanakan ketentuan Pasal 173 Peraturan

penyusuna
keuangangyva

frtang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturari

E rah kabupaten Tulungagung Nomor & Tahun 2020

Mengmgat

Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kebijjakan Akuntansi
Pemerintah  Kabupaten Tulungagung perlu ditinjau
kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

d

2,

pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Dagrah;

Fasal 18 ayat [B) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur | Lembaran Negara Republil Indenesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

¢



N

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27304,

3. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedwa Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tang
Pemerintahan Daerah [Lembaran MNegara publik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam ®Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 567
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T 22019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah | Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nao
Negara Republik Indenema

Peraturan Menter

le

geri Nomor 77 Tahun 2020
efikasi Barang Milik Daerah

tentang Pengeolonggn
(Berita Negara @ ndonesia Tahun 2020 Nomor
1781}; @
fi. Peraturan Keuangan Nomor B85/PMK.05/2021
tenta vataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ber al Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara

Indonesia Tahun 2021 Nomor 766/
uran Daerah habupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun

6%21} tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 seri

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

Pa=al 1

Dalam peraturan Bupan ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah, ﬂ.-




X

.

10.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Reuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
Yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
Uang maupun berupa barang vang dapat dijadikan milik daerak
berhubung dengan pelaksanaan hak dan Kewdjiban tersebut,
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegatan
vang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaarn,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjavwaban, dan
pengawasan keuangan daerah,

Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, p-enmn,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transalksi d %ﬁ Hian
keuangan. penvajian laporan serta penginterpretaMan  atas
haslnva. ¢
Standar Akuntansi Pemerintahan. se[anju% ingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang pkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan k ' pernerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP gakui pendapatan.
beban, aset, utang, dan eluitfg pelaporan [linansial

. pendapatan, belanja dan
pembiayaan  dalam % ;
berdasarkan basis }'&n% v

pelaksanaan  anggaran

an dalam APBD.
Pernyataan Stand =1 Pemerintahan vang selanjutnya
disingkat PSAP vang diberi judul. nomor dan tanggal

efelatif.
Kerang "@mal Akuntansi Pemerintahan adalah konsep

dasar Mpunan dan pengembangan Standar Akuntansi
merupakan acuan bagi Komite Standar

ge’%
ntg i Pemerintahan, penyusun laporan  keuangan.

iksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari

&:ecahan atas sesuatu masalah vang belum diatur dalam

11.

12.

vataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah  untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laperan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar sntitas,

Sistem  Akuntansi Pemerintah Daerah, vang selanjutnyva
disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penvelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewljudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampal dengan

+



pelaporan  keuangan di bnghungan organisasi Pemerintah
Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjuy myva disinglat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah vang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

14, Basis Akrual adalah basis akuntansi vang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnva pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atnu setara
kas diterima atau dibavar,

15. Basis Kas adalah basis akuntansi vang mengalus

h
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas nta@

diterima atau dibavar.

6. Pengakuan adalah proses penelapan terpe ﬁ kriteria

pencatatan suatu  kejadian atau peris m- catatan
akuntansi schingga akan menjadi bagianea melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, an-LRA. belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dar ebagaimana akan

termuat pada laporan keua entitas  pelaporan  vang
bersangkutan.

17. Laporan Perubahan Sal aran Lebih yvang selanjutnya

18. Neraca adal

disingkat LPSAL adal
kenaikan dan penu
SAL awal, SiLPA y%§

yang menvajikan informasg;
AL tahun pelaporan vang terdiri dari
reksi dan SAL akhir,

ran yang menyvajikan informasi  posisi

keuanga@enﬂms pelaporan mengenai aset, kewajiban

dan ckyuit a tanggal tertentu,

19. La rasional vang selanjurnya disingkat LD adalah

Ny

rn{ vang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
Rsional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam

@nﬂﬂp&[ﬁﬂ—hﬂ. beban dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan vang penvajiannva disandingkan
dengan periode sebelumnya.

laporan  yang menvajikan informasi mengenal  sumber,

QQ 20. Laporan Arus Kas vang selanjutnya disingkat LAK adalah

21,

penggunaan. perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkar LPE
adalah [aporan vang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO),
koreksi dan ekuitas akhir,

42.Catatan atas Laporan Keuangan vang selanjutnva disingkat

Calk adalah laporan vang menvajikan informasi tentang

f



R

Ny

penjelasan atau daftar terinei atau analisis atas nilai suaty pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK
dalam rangka rengungkapan vang memadai.

23.Satuan Ketja Perangkat Daerah selanjutnyva disingkat SKPD
adalah unsur perangkat darrah pada Pemerintah Daerah yvang
melaksanakan Urusan Pemerintah Daerak.

24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdiri dar
satu atau lebith entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang
menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menvampaikan laporan pertanggungiawaban berup
keuangan,

25.Entitas  Akuntansi adalah  unit pemerints
anggaran/pengguna barang vang wajib
akuntansi  dan  menyusun laporan
digabungkan pada entitas pelaporan,

Pasal 2 Q
i grintah Daerah menetaplkan

Kebijakan Akuntansi Pe N raerah,
; ntansi Pemerintah Daerah

*

keuangan.
13} Tujuan d\ a4 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1A

seb imaksud pada avat (1) adalah :
a usunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
ug 151 Pemerintahan,
penvajian laporan  keuangan meningkatkan

%.kctcrbandm_gan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar perinde, maupun antar entitas akuntansi,

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan akuntansi berbasis
alkrual.

|2} Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud
ayat {1} digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban,
aset, kewajiban, dan eluitas.

(3) Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya
laporan keuangan berbasis kas, maka entitas wajib menvajikan

e En.,

laporan demiki @



(4] Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud
avat (1) berfaku untuk
a. Entitas Pelaporan, dan
b. Entitas Akuntansi,

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat
(1) tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan Bupati m vang terdiri atas:
A, lampiran | mengensi Kerangka Konseptuad nsi
Pemerintahan;

b. lampiran n mengengl  Kebijakan Mcunl@ Momor 01

Laporan Realizasi Anggaran,
lampiran Il mengenai Kebijakan Ak i MNomaor 02
*

Laporan Operasional;

d. lampiran IV mengenal  Kebij
Laporan Perubahan Saldo

€. lampiran V mengenai
Laporan Perubahan

. lampiran VI mes
MNeraca:

g lampiran VQ; ai Kebijakan Akuntansi Nemor 06
=&

h.  lampi I mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 07

arvitas Laporan Keuangan;
la n IX mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 08

i
Q’Tntﬂnﬂi Kas dan Setara Kas:
% piran X mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 09

Akuntansi Piutang;

m

niansi Nomor 03

n Akuntansi Nomor 04

yakan Alkuntansi Nomor 05

* k. lampiran XI mengenai kebijjakan Akuntansi Nomor 10

Akuntansi Persediaan;

L lampiran X1 mengenai Kebljakan Akuntansi Nomor 11
Akuntansi Investasi;

m. lampiran XllII mengenal Kehijakan Akuntansi Nomor 12
Akuntansi Aset Tetap,

n. lampiran XV mengenal Kebijakan Akuntansi Nomor 13
Akuntansi Dana Cadangan;

0. lampiran XV mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 14
Alcuntansi Kewajiban;

p. lampiran XV] mengenai Kebijakan Akuntansi Nomeor 15
Akunransi Pendapatan; g:



iq.

(1)

(1)

(2)

e

lampiran XVIl mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 16
Akuntansi Belanja dan Beban

lampiran XVIII mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 17
Akuntansi Transfor

lampiran XIX mengenai Kebijakan Akuntansi Nomor 18
Akuntansi Pembivaan :

lampiran XX mengenai Kebljakan Akuntansi Nomor 19
Akuntansi Koreksi Kesalahan 3

lampiran XXI mengenai Kebijakan Akuntansi or 20
Laporan heuangan Konsolidasi ; dan .

lampiran XXIl mengenai Kebijakan Akuntanaiw or 21

Praperti Investasi, o *
Pasal 5 Q
_ .

laksanaan APBD,
nyajikan Laporan

Entitas Pelaporan wajib menyu
Keuangan Tahunan vang tegdirNd

W Phahan Saldo Anggaran Lebih: dan
Laporan Keuangan.

myvajikan Laporan Keuangan Tahunan yvang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggarar;

b. Neraca;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas: dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan,

Pasal 6

Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) discrtai dengan pernvataan
tanggung jawab vang ditandatangani oleh Bupati.

Laporan Keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) disertai dengan pernyataan
tanggung jawab yang ditandatangani olch Kepala SKPD.

“ |




|3) Pernvataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2] memuat pernyataan bahwa pengelolaan
APBD  telah  disclenggarakan berdasarkan  Sistem
Pengendalian Intern vang memadai dan akuntansi keuangan
telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Pazal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraty Bupati
Tulungagung Nomor 78 Tahun 2022 tent:ang

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Be
Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor H@Ii ut dan

dinvatekan tidak berlaku
Pasal § N b
Peraturan Bupati ini mulai berlak al diundangkan.

Agar setiap OTRNg mlﬁ linya, memermtahkan
pengundangan Peraturan (M dengan menempatkannyva

dalam Berita Daerah Ka lungagung.

. TR 1ADDM, M. Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19700606 199101 1001
Berita Daersh Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 Nomor 6



LAMPIRAN T : FERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR ¢ 6 TAHUN 2025

TANGGAL i 10 MARET 20235

KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

FPENDAHULUAN
TUJUAN
1. Kerangka Konseptual i merumuskan konsep vang mendasari
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tuj ny adalah
sebagal acuan bagh 6

. penyvusun  kebpakan akuntansi akuntansi pe han dalam
*

ATl

melalkganaloan migasnya;
b. penyusun laporan keuangan dalam meéna Ymasalah akuntansi
vang belum diatur dalam Kebijakan akuntNgg

¢. pemeriksa dalam memberikan pe

mengensy apakah laporan

keuangan disusun sesual dengs akuntansi pemerintahan;

dan
d. para pengguna laporan
disajikan pada laporan gan yang disusun sesuai dengan Kebijakan
Qupaten Tulungagung.
W berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
ng belum dinyatakan dalam Kebjjakan Akuntansi

dalam menafsirkan milormas yang

Akuntans: Pemen
2. Kerangka konse
masalah akusglansi
Pemerintah Ka J_-?Lrn Tulungagung,.

3. Dalam @ach pertentangan antara kerangka kongeptual dan kebijakan

akun b maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif

ip kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, kontlik demikian

Nplan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan
akuntansi di masa depan.

RUANG LINGKUP
4. Kerangka konseptual ini membahas:
d. tujuan kerangka kKonseptual:
b lingkungan akuntans: pemerintah;
¢, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna,
d. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
peranan dan tjuan pelaporan Keuangan, serta dasar hukum;



{. asumsi dasar, karakteristik kualitatif vang menentukan manfaat
informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala
mnformasi akuntansi; dan

g, dehmis;, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk
faporan Keuangan

5. Kerangka konseptual ini berlalou bapi pelaporan keuangan Pemerintah

kabupaten Tulingaamang.

LINGEKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
*

&. Lingkungan operasional orgamsasi pemerintah  berpengaru adap

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Ciri-cirl penting lingkungan pemernintahan yang peri

4

dalam menetapkan (ujuan akuntansi dan pelaporan

schagal berilut: ¢
A Cirl utama strukiur pemerintahan dan pel ¢ diberikan:
1. bentuk umum pemenntahan dan pem kekuasaan;

2. sislem  pemeérintaiban  otonomj ransfer pendapatan antar

pemerintal;

3. adanya pengaruh prose
pajak dengan pelavanan pemerintah.

b, Cirl keuangan pemeri ng penting bagi pengendalian:
1. anggaran ﬁf\ rhyataan kebijakan publik, target fiskal, dan

=ebaga Kﬁ'l ndalian;
2. i:m'l:?ﬁi daMdn aset vang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
4

4. hubungan antara pe

can
gkinan penggunasn  akuntansi  dana  untuk ijuan

3. %,
%’n gendalian.

um Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan
5. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila,

kekuasaan ada di tangan rakvat, Rakvat mendelegasikan kekuasaan kepada
pejabat publik melalui proses pemilihan, Sejalan dengan pendelegasian

kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan
vudikatif, Sistem  ini  dimaksudkan unuk mengawasi dan menjaga

keseimbangan terhadap kemungkinan penyalabgunaan keltuasaan di antara

penyelenggara pemerintahan.
0. Sebagaimans berlaku dalam lingkungan keuangan pemernntahan, pihak

cksekutil menyusun anggaran dan menvampatkannya kepada pihak lcgislatl

2
&



untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak
ekaekutif melaksanakannyva dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan
perundang-undangan vang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pihak
ekseloutl bertangoung jawab atas penvelenggaraan keuangan tersebut

kepada pihak legisiatil dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah
10); Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem
pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintalh pusat, pesmh
propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah ymg uas
cakupannyva memberi arahan pada pemerintahan yvang @fﬂ lehih

sempit. Adanyva pemerintah vang menghasilkan pend pajak atau
bukan pajak vang lebih besar mengakibatkan diselenggar a sistem bagi
hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi an iths pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik QQ

eningkatkan Kesejahteraan
pemerintah  berupava untuk

11. Salah satu rajuan utama pemernintah

seluruh rakval. Schubungan den

mewujadkan keseimbangan 0% pan mempertahankan kemampuan

keuangan negara yang be ari pendapatan pajak dan sumber-

sumber lainnya guna e@ kemginan masyarakat. Salah satu cirl yang
penting dalam mewuj] escimbangan tersebut adalah berlangsungnya

proses politk w nvelaraskan berbagai kepentingan yang ada di
masyarakar.
Hub n pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah

wlalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung

j lavanan vang diberikan, pada dasarmnya sebagian besar pendapatan

Qy jtah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan

pelayanan Kepada masvarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak

berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada

wajib pajak. Pajak vang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan
dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai bertkut:

a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yvang sifatnya

suka rela.
b. Jumlah pajak vang dibayar ditentukan ecleh basis pengenaan pajak
sehagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, scpertl

3
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penghasilan vang diperoleh, kekavaan vang dimiliki, aktivitas bernilai
tambah ekonomis, atau nilal kenikmatan vang diperoleh,

¢, Efisienst pelayanan vang diberikan pemerintah dibandingkan dengan
pungutan vang digunakan untuk pelavanan dimaksud sering sukar
diukur sehubungan dengan monopoli pelavanan oleh pemerintah. Dengan
dibukanya kesempatan kepada pihak lan untuk menyelenggaralan
pelavanan  vang hiasanva dilakukan pemerintah, seperti lavanan
pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh

pemerintah menjadi lebih mudah,

*
d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yan 1kan
pernerintah adalah relatif sulit, O *
Anggaran sebagal pernyataan kebijakan publik, targe dan alat

pengendalian g{’
13, Anggaran pemerintah merupakan dokumen I'nrQa Whcesepakatan antara

kan untuk melaksanakan
% gvdiharapkan untuk menutup
rplus. Dengan demikian, anggaran
‘merintah dan memberi landasan bagi

ekselouatf dan legislatil tentang belanja vang

Kepgiatan pemerintah  dan pendapata

keperiuan  belanja  tersebut  ata aan yang diperlukan bila

diperkirakan akan terjad: dehsit
mengkoordinasikan alktivitas

upava perolehan pendap pembiayaan oleh pemernntah untuk suatu

periode tertentu van va mencakup periode tahunan, Namun, tidak

1 Pisiapkannva anggaran untuk jangka waktu lebih
atau kurang i EEO un. Dengan demikian, fungsi anggaran di hingkungan
pemerintah aé«m_vai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan
keuan a lain karena:
a. an merupakan pernyataan kebijakan publik.
& gparan merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan
W tara belania, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yvang memiliki konsekuensi

tertutup Kemun

hukum,
d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemenintah.

e, Hasil pclaksanaan anggaran  dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah  sebagai  pernyataan pertanggungjawaban  pemerintah

kepada publik,



Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan

14, Pemerintah menginvestasikan dana yvang besar dalam bentuk aset vang tidak
secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemenntah, seperti gedung
perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi, Sebagian besar
asel dimaksud mempunyal masa manfaat yvang lama sehingga program
pemeliharaan  dan  rchabilitasi  vang memadal  diperlukan  untuk
mempertahankan manfaat vang hendak dicapai. Dengan demilian, fungsi

aset dimaksud bagi pemenntah berbeda dengan lungsinya bagl orgamsas

komersial. Scbagian besar asel tersebut tidak menghasilkan pe tan
 J
sccara langsung bagl pemerintah, bahkan menimbulkan n
pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang. O *
Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan lian

@ ]'J"I akuntans: dan
gfin pemerintah vang

15, Akuntansi dana (fund accounting) merupakan
pelaporan keuangan yvang lazim diterapkan difn

memisahkan kelompok dana menurut tujugnige’, schingga masing-masing
merupakan entitas akuntansi yang nenunjukkan keseimbangan

antara belanja dan pendapalan atpufiogsTgAang diterima. Akuntansi dana

lian masing-masing kelompok dana

general fund) sehingga periu

dapat diterapkan untuk tujuan

£

selain  kelompok dana 1

dipertimbangkan dalw ngan pelaporan keuangan pemermtah.
PENGGUNA DA B AN INFORMASI PARA PENGGUNA
Pengguna Lapo ?l.angan
16. Terdapat pa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah,
nami Nyl terbatas pada:
:'1 pyarakat;

p wakil rakvat, lembags pengawas, dan lembaga pemeriksa;

pihak vang memberi atau berperan dalam proses donasgi, investasi, dan
pinjaman; dan
d. pemerintah.

Eebutuhan Informasi
17. Informasi vang disajikan dalam laperan keuangan bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesifik darl masing-masing kelompok pengguna.  Namun

5
i3



18}

demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan
pemerniah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan
informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informas: vang tercanium di dalam
laporan keuangan, pemerintah wajib  memperhatikan  informasi vang
disajikan dalam laporan kewangan untuk keperluan perencanaan,
pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnva, pemerintah dapat
menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendin
di luar jenis informasi vang diatur dalam kerangka l-:u:nns-ﬂptual 111 upun

kebjakan -kebyakan aluntans: vang dinvatalean lebih lanjut.

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

1§ A

.Dalam penetapan  enttas

Entitas Akuntansl adalah unit pada pemerintahan vang l:lla ARERATAN,

kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan E\% an menyajikan

laporan keuangan atas dasar akuntansi vang akannya. Entitas

$ ri satu atau lelnh entitas
perundang-undangan wajib

crupa laporan keuangan,

., periu  dipertimbangkan syarat
guasaan suatu entitas pelaporan

pelaporan adalah unit pemerintahan vang

akuntansi vang menurut ketentuan pe

menyampaikan laporan pertanggun

e,

pengelolaan, pengendalian,

terhadap asct, vunad:ksl as dan misi terteniu, dengan bentuk

I:rertanggunmauaha% venang yvang terpisah dari entitas pelaporan

lainnya.

PERANAN DAN AN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Heuangan

21, Lapo uangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
™ ai posisi keuangan dan seluruh transaksi vang dilakukan cleh suatu

22.%

ta® pelaporan selama satu  periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,

transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai

kondisi keuangan., mengevaluas: efektivitas dan efisiens! suatu entitas

pelaporan, dan membantu menentukan Ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan,
Setiap cntitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya vang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan

untull kepentingan:

8
&



(i)

(bl

Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebiakan vang dipercavakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
nyjuan vang telah ditetapkan secara perlodik.

Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan

ungst perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,

Rewajiban, dan ckuitas dana pemerintah untuk kepentingan ma a@at.
*

{e) Transparansi \
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan sigug " kepada
masyarakat berdasarkan periimbangan bahwa masva 'g{:milﬂ{i hak
Ll menge el SCCHATH terbuka dan atas
pertanggungiawaban pemenintah dalam penpgel ®umber daya vang
dipercavakan kepadanva dan l-:etaatann}a turan perundang-
undangan.

{d} Keseimbangan Anlargenerast {intergen Jeqmryj
Membantu para pengguna -::{ala hui kecukupan penerimaan

=]

k membiavai seluruh pengeluaran
rasi yang akan datang diasumsikan

pemerintah pada periode pela
vang dialokasikan dan ap

akan ikw menanggun pengeluaran tersebiat,

Evaluasi Kirerga

Mengevaluasi appentitas pelaporan, terutama dalam penggunaan

sumber datg ekoMemi vang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja
yang dw&%(gn

X

P



Tujuan Pelaporan Keuangan

23, Pelaporan  keuangan pemerintah seharusnyva menvajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a, Menvediskan informasi mengenal kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayvai seluruh pengeluaran.

b, Menvediakan mformasi mengena kesesualan cara memperoleh sumber
dayva ckonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditim dan

peraturan perundang-undangan.
o, Menyvediakan informasi mengenai jumlah sumber dayﬁmmi vang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta h vang telah
dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaima -Rtitas pelaporan

mendanail seluruh kegiatannva dan rnenr:ul@e han kasnya.
e. Menvediakan informasi mengenal posigl Angan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber: penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka pmuan vang berasal dari punguatan

pajak dan pinjaman.
. Menyediakan inf FJ]'IT]EIE-] perubahan posisi Keuangan entitas

pelaporan, apakah m% kenaikan atau penurunan, sebaga akibat
lama periode pelaporan.

kegiatan vang d]l
. Untuk memenuhx tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
oe

informasi o1 sumber dan penggunaan sumber dava
* ;

keuangan % i, transfer, pembiavaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan

anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LOY),

angeargn® £ )
ase gtban, ckuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

LAPORAN EKEEUANGAN

23. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran ([LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SALJ;

=3

Meraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Ao

1,

iy

o



26 5elain laporan keuangan pokok scperti disebut pada paragrafl 25, entitas
pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi
akuntansi vang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

istatutory reports).

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN
27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19435, anya
baman vang mengaur keuangan negara; ‘\

h. Undang-undang o adang keuangan negara; *

o. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan egara dan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan WglAia Dacrah;

d. Peraturan perundang-undangan vang men dtang pemerintah

daerah, khususnva vang mengatur keuang §

¢. Peraturan perundang-undangan vang JWtUr tentang perimbangan

keuvangan pusal dan daerah;

[. Peraturan perundang-undang pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negs

g. Peraturan perundang-upfag® lainnva  vang mengatur tentang

kKeuangan pusat dan\%
ASUMSI DASAR 0

28 Asumsi dasarNgalar laporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
’ -
berima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan

anggapan ya
agar kepi akuntansi dapal diterapkan, yang terdiri dari:
a. ernandirian entitas;

i) % msi kesinambungan entitas; dan
Qﬁ wmsi keterukuran dalam satuan uang (meongtary measurenent).

Hemandirian Entitas
29 Aeumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi,

herarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunval kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan schingga tidak
terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
Salah satu indikesi terpenuhinya asumst ini adalah adanya kewenangan

entitas untuk menyvusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung

E
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jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber
daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasul
atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber dava dimaksud, utang-
piutang vang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya

program vang telah ditetapkan,

Kesinambungan Entitas
30, Laporan keuangan disusun dengan asums bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsi tidak
&ﬁick.

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam ja
O

1M iperlukan agar

Heterukuran dalam Satuan Uang (Menetary Measurement)
31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyvajikan

diasumsikan dapat dinilar dengan satuan uang

memungkinkan dilakukannya analisis dan pen

lam akuntansi,

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPO GAN
A2, Karakreristik kualitatif laporan ke lah ukuran-ukuran normatif

vang perlu diwujudkan dalam 1451 akuntansi schingga dapat

memenuhi  tujuannyva. Kee -akteristik  bBerikut ini  merupakan

NuZan agar laporan  keuangan pemerintah

dikehendalki:

prasyarat normatf yang

dapat memenuhi ki]ﬂ]N
. Relevan; 0
. Andal: \

o

|
o
ol
ki
-
B

=
)
m
g
sﬂb

33.1In j vang relevan
iliki manfaat umpan balk (feedback value|
QI nformasi memungkinkan pengguna uniuk mencgaskan atau
mengoreksi ckspektast mereka di masa lal.
] Memililki manlaat prediktif (predictive vefue)
nformasi dapat membantu pengguna untuk mempredikst masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
(¢} Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna

dalam pengambilan keputusan,



d} Lengkap
Informas: akuntansi keuangan pemerintah disgjikan selengkap

mungkin, vaitu mencakup semua informasi  akuntansi vang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yvang melatarbelakangi
setiap butir informasi utama vang termuat dalam laporan keuangan
diungkapkan dengan jclas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi

tersebut dapat dicegah.

Andal

34, Informasi dalam laporan keuangan bebas darl pengertian vang me tkan
dan kecsalahan matenal., menvajikan sctiap fakta secara jujur.‘ apat
diverifikast  Informas: mungkin relevan, tetapi  jika ikat  atau

penvajlannva tidak dapat diandalkan maka penggun
secara potensial dapat menvesatkan. Informasi vang memenuhi
karakteristile
[a) Penvajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujureggr. fesi serta peristiwa lainnya

vang seharusnya disajikan atau vang ajar dapat diharapkan untuk

disajikan @
|b) Dapat Diverifikasi [verifiabilit
Informasi vang disajikan n keuangan dapat divgi, dan apabila

pengujian dilakukan leb 1 sekali oleh pthak vang berbeda; hasinya
1etap menun_juk\c%\ n vang tidalk berbeda jauh.

{c] Netralitas x
Informasi rah pada kebutuhan umum dan udak berpihak pada

.
kebutuh ke tertenti.

gkan
si vang termuat dalam laperan keuangan akan lebih berguna jika

at®dibandingkan dengan laporan keuwangan perode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan cksternal. Perbandingan secara internal

dapat dilakukan bila suat entitas menerapkan kebijjakan akuntans| vang

Dapat
35,

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan
bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi vang
sama, Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi
vang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sckarang diterapkan,
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.



Dapat Dipahami

36. Informasi vang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna  dan dinvatakan dalam bentuk serta stilah vang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan
memiliki pengetahuan vang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi
entitas pelaporan, serta adanva kemauan pengguna untuk mempelajan

informasi vang dimaksud.

PRINSIP AHUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

: . ; ®.
37. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebaga

vang dipahami dan ditaati oleh pembuat kebijakan ﬂlﬁl@ dalam
tan

penyusunan kehijakan alkuntansy, oleh penyelenggar si dan
pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, s eh pengguna
laporan keuangan dalam memahami laporan k ’ vang disajilkan.
Berikut ini adalah delapan prinsip yang digu m akuntansi dan

pelaporan keuangan pemenntah:

a. Basis alountansi; 0
b. Prinsip mila: historis; %

r. Prinsip realisasi;

Prinsip substansi mengung uk formal;
Prinsip periodisitas; 0
Prinsip konsistensig
Prinsip peng @ lengkap; dan
Prinsip pgj;&giar.
*

Basis Akunt
3%, Basis si vang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah

I @ rual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan
it8e Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan

I

k-:ﬁangun dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan
dermnikian.

30, Basis akrual untuk LO berart bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoieh pendapatan telah terpenuhi walaupun lkas belum diterima di
Rekening Kas Umum Negara/ Dacrah atau sleh entitas pelaporan dan beban
diaku pada saat kewajban vang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan
bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening kKas
Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan scperti bantuan
pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

12
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40. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka
LRA disusun herdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiavaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belana, transfer
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat  kas dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum MNegara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran
disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun

berdasarkan basis akrual.
41. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aszet, kewajiban, dan ckuit 1ak

*
dan dicaiat pads saat terjadinya transakst, atau pada saat kej tatt
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan  pemgsigtali’ tanpa
memperhatilkkan saat kas atau setara kas diterima atau di
Nilai Historis |Historical Cost) d

42, Amet dicatat sebesar pengeluaran kas dan MQ rang dibavar atau

sebesar nilai wajar dari imbalan 1:unﬂid$. untuk memperoleh aset
iMtat sebesar jumlah kas dan

tersebut pada saat perolchan. Kewaji
Phntuk memenuhi kewajiban di

sctara kas yvang diharapkan akan di!% :

masa vang akan datang dalam Ao kegiatan pemerintah.

aripada penilaian vang lain karena
<1, Dalam hal tidak terdapat nilai histeris,
t atau kewajiban terkait.

43. Milai historis lebih dapat di
lebih obyekuf dan dapart di
dapat digunakan nila: 2y

Realisasi | Realifg m

44. Bagn  peme @ ’pv:ndﬂpa_tan basis kas yang tersedia yang telah
djuLurisE- %m:iaim anggaran pemcrintah suatu periode akuntans: akan

digun untuk membavar utang dan belanja dalam periode tersebut.
M oat LRA masih merupakan laporan vang wajib disusun, maka

dWeatan atau belanja basis kas diakw setelah  diotorisasi melalui

anggaran dan telah menambah atau mengurang: kas.
45.Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost agamnst revenue
principle] dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan
sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.



Substansi Mengungguli Bentulk Formal (Substance over form)

4o Informast dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa lain vang schamusnyva disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
iersebut periu dicatat dan disapikan sesual dengan substansi dan realitas
elkonomi, dan bukan hanva aspek formalitasnyva. Apabila substansi transaksi
atau pertstwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnyva,
maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas

Laporan Keuangan

Periodisitas (Periodicity) \I
47, Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelapo dibagi

menjadi periode-penode pelaporan sehmgga Kinerja entit
posisi sumber daya vang dimilikinya dapat ditentukan.

digunakan adalah tabunan. Namun, FIEHC!EIE b ® triwulanan, dan

utarma yang

semesteran juga dianjurkan.

Honsistensi (Consistency)

48. Perlakuan akuntans) vang sama ditegfip ficla kejadian yang serupa dari

fporan (prinsip konsistensi internal).
Hal ini tidak berarti bahwa ‘ h terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metode a n q.ang lain. Metode akuniansi yvang dipakai
ahwa metode yang baru diterapkan  mampu

periode ke periode oleh suatu l:nl' :

dapat diubah l:lr:ngan

memberikan info g lebih baik dibanding metade lama. Pengaruh atas

perubahan poNgrap
*
Keuangan.
Pengun Lengkap (Full Disclosure)

49, kenangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

ngguna. Informasi vang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

netode 1 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau

Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar | Fair Presentation)
50, Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisas Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan,



o1, Dalam rangka penvajian wajar, Taktor pertimbangan sehat diperlukan bagi
penyusun laporan kevangan ketika menghadap ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan
hakikat serta tngkamnva dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penvusunan laporan Keuangan., Pertumbangan schat mengandung unsur
kehati-hatian pada saat melalkukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian

sehingea aset atau pendapatan tidak dinvatakan terlalu tinpg: dan kewajiban
tidak dinvatakan terlaly rendah., Namun demikian, penggunaan

pertimbangan schat tidak memperkenankan, misalnya, pem ukan
*

cadangan tersembunyvi, sengaia menetapkan asct atau penda g
terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban ata lgnja vang
| dan tidak

terlampau tingpl, sehingga laporan keuangan menjadi t
andal.

KENDALA INFORMAS] YANG RELEVAN DAN

52. Kendala informasi akuntansi dan laporan @ adalah setiap keadaan
vang tdak memungkinkan terwujug ondisi yvang ideal dalam

mewujudkan informasi akuntans: dgn keuangan vang relevan dan
nsl atau  karena alasan-alasan
n kendala dalam informasi akuntansi

h, yartu:

andal akibat leterbatasan
kepraktisan. Tiga hal vang m
dan laporan keuangan pe

a. Materialitas;

b. Pcrﬁmbangar@n maniaat;

. Hrseimtraein arvtr karaktersstlk kualitatif,
*

Material
tﬁ]n‘ra memuat segala informasi, laporan keuwangan pemerintah

o3, Wal
Quhmmkma memuat informasi vang memenuhi kriteria materialitas.

si dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengarihi

keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.



Pertimbangan biaya dan manfaat

o4. Mardaat vang dihasilkan informas seharusaya  melebihi blava
pemyusunannya. (dleh karena imu, laporan keuangan pemerintah tidak
semestinya menvajikan segala informasi vang manfaatnyva lebih kecil dan
biava penvusunannya. Namun demikian, evaluasi biayva dan manfaat
merupakan proses pertimbangan vang substansial. Biayva itu juga tidalk harus
diptkul aleh pengguna informasi vang menikimati manfaat. Manfaat mungkin
juga dinikmati oleh pengeguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan
informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kn-djiur gkin
akan mengurang: biaya vang dipikul oleh suatu entitas p-e!apcrrm\

4
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif O
35. Keseimbangan antar kKarakteristik kualitatif diperluka K mencapal

aitian normatif Yang

Kepentingan relatif

siatu kescimbangan vang tepat di antara berba

diharapkan dipenuhi oleh lapoaran keuangan pe<‘ e?t
antar karakteristik dalam berbagal kasus bagbeNg Merutama antara relevansi
dan keandalan. Penentuan tingkat ke WIPan antara dua karakteristik

kualitatifl tersebul merupakan maas]% angan profesional.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN
56. Laporan keuangan pemegl terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran

[budgetary reporis), finansial, dan CalK. Laporan pelaksanaan

anggaran terdir \ dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial
. LN LPE, dan LAK. CaLK merupakan [aporan vang merinei

terditi dar Nelgea k

atau menj lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran
maupU n finansial dan merupakan laporan yang lidak terpisahkan
dari% pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

REALISASI ANGGARAN

57. Laporan Realisasi Anggaran
pemakaian sumber dava keuangan

menvajikan ikhtsar sumber, alokasi, dan
vang dikeclola oleh pemernintah

pusat/daerah, vang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinva dalam satu periode pelaporan,

58. Unsur vang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdir
dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut ©



() Pendapatan-LEA adalah penerimaan oleh BRendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
vang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan vang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibavar kembali oleh pemerintah.

b) Belanja adalah semua pengeluaran  oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yvang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun angparan bersangkutan vang tidak akan

diperoleh pembavarannya kembali oleh pemerintah.

1Las
dang

(c] Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh su

pelaporan  dari/kepada entitas pelaporan lain, ¢ 5

perimbangan dan dana bagi hasil. @
(d) Pembisvaan (financing) adalah setiap pencrimaanigepchuaran vang
wng perlu dibayar

tidak berpengarub pada kekayaan bersih en
a tahun anggaran

kembali dandatau akan diterima kembali ,
berikutnya, vang dalam

bersangkutan maupun tahun-tahun
penganggaran pemerintah  teruta ksudkan untuk menutup
defisit atau memantaatkan sur ran. Penerimaan pembiayaan

%n dan hasil divestasi. Pengeluaran

untuk pembayaran kembali pokok

antara lain dapat berasal dag

pembiavaan antara lain

pinjaman, pemberian man kepada entitas lain, dan penyertaan

n Saldo Anggaran Lebih 1ahun pelaporan dibandingkan

dlaiy P r%a
deng! in sebelumnya.

60, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
&1. Unsur vang dicakup oleh neraca terdir dar aset, kewajiban, dan ekultas.
Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagal berikut .
|a] Aset adalah sumber daya ekenomi yang dikuasa: dan/atau dimiliki oleh
pemerintaly sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ckonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masvarakat, serta dapal dinkur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nunkeusngan yang
i



diperlukan untuk penyvediaan jasa bagi masvarakal umum dan sumber-
sumber daya yvang dipelihara karena alazan szejarah dan budaya.

bl Kewgjiban adalah utang vang timbul dari peristiwa masa lalu yvang
penvelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ckonomi
pemeriniah.

(¢} Ekuitas adalabh kekayaan bersth pemerintah vang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemeriniah.

Aset

62, Manfaat ekonom: masa depan vang terwujud dalam aset adalah aset
tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung pun tidak
fanegsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa i ndapatan
atau penghematan belanja bagi pemenmtah.

6d. Aset diklasifikasikan ke dalam asel lancar dan Bncar. Suatu aset

&7

(8. Aset nonlancar. lainnya diklasifikasikan

era untuk dapat

ual dalam waktu 12 {dus
ng tidak dapatl dimasukkan

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika dih

direalisasikan atau dimiliki untuk dipaka

)

Teofi asct nonlancar.

belas) bulan sejak tangeal pelaporan.
dalam kriteria tersebut diklasifikasi

CAset lancar meliputi kas dan se . investasi jangka pendek, piutang,

dan persediaan, Q
. Aset nonlancar mencaku@ vang bersifat jangks panjang. dan aset tak
1

ik langsung maupun tidak langsung untuk

vang dipunakan masyarakat umum. Aset

E

nonlancar dilgsi kan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana
cadangan, ddg :lainma

Anvestagi$ fipka panjang merupakan investasi yvang diadakan dengan
maks tuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam

waltu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang
iphti investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen
antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penvertagn modal dalam

proyek pembangunan, dan investasi nenpermanen lainnya. Investasi

permmanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan Investasl permanen

lainnya.

_Aser tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, godung dan bangunan, jalan,

irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
sebagai aset lainnva. Termasuk

dalam aset lainnva adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

18
#



Kewajiban

69, Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai
kewajiban masa kim  vang dalam penyelesalannya mengalkibatkan
pengorbanan sumber dava ekonomi di masa vang akan datang.

70, kewajiban umumnva tmbul Karena kensekuens: pelaksanaan tugas atau
tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu, Dalam konteks pemerintahan,
kewajiban muncul antara lain karena penggunasn sumber pembiayaan

pinjaman darn masvarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau

lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi L{EIIEEH Mcatan
dengan pegawal vang bekerja pade pemenntah atau dengan ' jasa
lainnva *

71, SBetiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hulium ansekuensi
dar kontrak vang mengikat atau peraturan perundang-u 1Ban

g iidck dan kewajiban
elompok kewajiban

72. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jan
jangka panjang. Kewajiban jangka pendek mesfl
vang disclesaikan dalam wakiu kurang dargd las bulan setelah tanggal

pelaporan. Kewajiban jangka panjang (ad8lafl kelompok kewajiban yang

penyelesaiannya dilakukan ECLEJEH% ﬂ*. belas) bulan scjak tanggal
pelaporan. Q

Ekuitas

73, Ekuitas adalah keka}\ ih pemerintah yvang merupakan sclisih antara
émah pada tanggal laporan, Saldo ekuitas di Neraca

asct dan kf:wa_jim

berasal dari EED alMir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
4

LAPORAN %EIDHAL

74. Lapg perasional menvajikan

\% boh ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemernntah

ikhtisar sumber daya ¢Ronomi yang

aerah untul kegiatan penvelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan
75. Unsur vang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari

pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing

unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
(a} Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.

(b} Beban adalah kewajiban pemerintah  yang diskui sebagal pengurang

nilai kekavaan bersih



{ti Transfer adalah hak penerimaan atau kewsdjiban pengeluaran uang
dari/eleh suatu entitas pelaporan darifkepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

{d] PosLuar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa vang
terjadi karena kejadian atau ransaksi vang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan senng atau rutin terjadi, dan berada di luar

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

LAPORAN ARUS KAS Q
*
76. Laporan Arus kas menvajikan informasi kas sehubungan deng 1tas

operas), investas:, pendanaan, dan transitoris yang men ran =aldo
awal, penerimaan, pengeluaran, dan salde akhi pemernintah

pusat/daerah selama periode tertentu.

| penerimaan dan
bagai berilout:
ng masuk ke Bendahara

77. Unsur vang dicakup dalam Laporan Arus Kas ter
pengeluaran kas, vang masmg-masing dapat dig
(g} Penerimaan kas adalah semua aliranefa

Umuim Negara/Daerah.
(] Pengeluaran kas adalah sem ' vang keluar dari Bendahara

Umurn Negara/Daerah.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Laporan Perubahan Ekultas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tabhun sebelumnva.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rnincian dari
angka vang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup inférmas] tang
kebijakan akuntansi vang dipergunekan oleh entitas pelaporan ﬂ;. a5l
lain vang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di \

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yvang

menghasilkan peonyajian laporan Keuangan secara W
Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajik fediakan hal-hal

sebagai berilout

lal Mengungkapkan informasi Umum tenta@?ﬂs Pelaporan dan Entitas

Akuntansi,

(b] Menvajikan informasi tentang k skal /keuangan dan ekonomi
makro;

ic} Menyajikan ikhtisar penc : et keuangan selama tahun pelaporan
bertkut kendaia dan ha n vang dihadapi dalam pencapaian target,

(d) Menvajikan info \ ng dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijaknnrkﬂl@lkunmm vang dipilth untuk diterapkan atas
transuk:;i&a‘ dan kejadian-kejadian penting lainnya;

b ; . . _—
cian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan

(e] Menvaji
padd r muka laporan keuangan;
] M ghapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar

% ntansi Pemerintahan vang belum disajikan dalam lembar muka
lafdoran keuangan,
lg) Menvediakan informasi lainnya vang diperiukan untuk penvajian yang

wajﬂr, vang tidak di_sg;;ii];{ﬂn dalam lembar muka laporan keuangan;



PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

3. Pengaltuan dalam akunians: adalah proses penetapan terpenuhinya kritena
pencatatan suatyu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga
akan menjadi bagian vang melengkapl unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LEA, belanja, pembiavaan, pendapatan-LO, dan beban,
sebagaimana akan lermual pada laporan keuangan entitas pelaporan yang

bersangkutan. Pengakuan diwnjudkan dalam pencatatan jumlah uang
terhadap pos-pos laporan keuangan vang terpengaruh oleh kejadian atau

peristiwa terkait,
*
4. Kriteria minimum vang perlu dipenuhi oleh suwatu kejadian ata tiwa

untuk diakun yaita: *

{a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonom: yvan Qﬂ.ﬂ dengan
kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir kelu: | atau masuk
ke dalam entitas pelaporan yang h:rsangkumn;%’

(b) kejadian atau peristiwn tersebut mempunyagniiy 1 biayva vang dapat
diukur atau dapat diestimasi dengan a

5. Dalam menentukan apakah suatu kej

ristiwa memenuhi kriteria

pengakuan, perlu dipertimbangkan rialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat ‘%nm Depan Terjadi
6, Dalam kriteria pengak patan, konsep kemumngkinan besar maniaat

ekonomi masa depan §MNg igunakan dalam pengertian derajat kepastian
tinggi bahwa mar émmi masa depan vang berkaitan dengan pos atau
jwa ™sebut akan mengalir dart atau ke entitas pelaporan.
Konsep | % ltl_l-;an dalam menghadap: ketidakpastian lingkungan
operasi %ﬂrrmmﬂ Pengkajian derajal kepastian yang mclckat dalam

t ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukt yang dapat

kejadian /peri?

arug,
i h pada saat penyusunan laporan keuangan,

Keandalan Pengukuran
7. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yvang dapat diandalkan pengulourannya, Namun ada
kalanva pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila
pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi vang lavak tidak mungkn

dilakukan, maka pengakuan transaksi demikan cukup diungkaplkan pacda

Catatan atas Laporan keuangan.



8. Penundaan pengakuan sualu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila
kriteria pengalkuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa

atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

9. Aset diakul pada saat potensi mantaat ekonomi masa depan dipercleh oleh
pemerintah dan mempunyal nilai atau  biava vang dapat dinkur denpgan

andal,

10. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piut atau
beban dibavar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapati: kas
masuk atau manfaat ckonomi lainnyva dari entitas lain telah %7 masih
terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau die

11. Aset dalam bentuk kas vang dipernleh pemerintzh antara rsumber dari
pajak, bea masuk, cukas, penernmaan bukan pﬂjuk,% 51, pungutan hasil
pemanfaatan kekavaan negara, transfer, I NgE n lain-lain, serts

penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinj% roses pemungutan setiap
unsur penerimaan tersebut sangat I:IEI' in melibatkan banyak pihak
' --i-‘-’ akuan penerimaan kas oleh

atau instansi. Dengan demikian,

pengaturan vang lebih rinci, g
penyetorannya Ke Rekening Kas Umum

i jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat

pemerintah untuk mendapat pakuan akuntansi memerlukan

Fpengaturan mengenai batasan wakiu
sejak uang diternma  Saniigl
Negara/Dacrah. Asetl i
ekonominya dipa  Beak mungkin diperoleh pemerintah setelah penode
akuntans: befglan.

*

jjiban
1akui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

1 akan dilakukan untuk menyvelesaikan kewajiban yang ada sampai

Belaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyal nilal
penyelesaian vang dapat diukur dengan andal.

13. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana

pinjaman diterima atau pada saat kewajiban umbul.



Pengakuan Pendapatan
l4. Pendapatan-LO diakui pada saat imbulnya hak atas pendapatan tersebut
atau ada aliran masuk sumber dava ekonomi. Pendapatan-LRA diakw pada

saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas

pelaporarn.

Pengakuan Beban dan Belanja

15, Beban diakui pada saat fimbulnya kewajiban, terjadinva konsumsi aset, atau
werjadinyva penurunan manfaat ekonomi atau potenisi jasa.

*
1&. Belanja dialui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Reltening um

Negara/Dacerah atau  entitas  pelaporan.  Khusus penge@r; melalai

bendahara pengeluaran pengakuannva terja da saat

pertanggungjawaban atas perngeluaran tersebut disah eh unit vang

mempunyal fungsi perbendaharaan. Q’

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

17. Pengukuran adalah proses penetapan

vuang untuk mengakul dan

memasukkan sctiap pos dalam la rangan. Pengukuran pos-pos

dalam laporan keuangan mengg ial perolehan historis. Aset dicatat

sebesar pengeluaran/ penggy ber dayva ekonomi atau sebesar nilai

wajar dari imbalan vﬁ% rikan untuk memperoleh aset tersebut.
Wi wajar sumber dava ckonomi yang digunakan

Rewajiban dicatat seb

pemerintabl untu neLthi kewajiban yang bersangkutan.

18 Pengukuran Mgs-poMaperan keuangan mengsunakan mata uang rupiah,
.
Transaksi y nggunaksan mata uang asing dikonversi terlebih dahuiu
dan di dalam mata uang rupiah.

GAKUAN DAN PENGUKURAN BERPENGARUH LUAS (PERVASIF)
untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan,

dan beban didasarkan pads prinsip pervasif dan Kerangka Dasar Penyajian dan
Pengulkuran Laporan Keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentul
untule transaksi, peristiwa lain, stau kondisi lainnyva, maka manajemen harus
mengeunnakan pertimbangannva (judgement] untuk mengembangkan dan
menerapkan kebijakan akuntansi, Dalam membuat pertimbangan A& CImern

memperhatikan sumber-sumber berikut:
1. persyaratan dan panduan dalam SAP yang berhubungan dengan isu vang

serupa dan terkait



2, definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban,
pendapatan dan beban

3. persyaratan dan panduan dalam SAK lain yang berhubungan dengan isu
serupa dan terkait.

*. jika panduan tambahan yang diperlukan untuk membuat keputusan, maka
manajemen  dapat mempertimbangkan pengaturan terkini dari  badan
penyusun standar lain yang menggunakan kerangka dasar vang serupa untuk
mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain dan praktik
industri yang berterima umum, sepanjang tidak bertentangan denga ber-
sumber pada nomor 1 sampai 3. ‘@

L 4
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LAMPIRAN II : PERATURAN BLIPATI TULUNGAGLING
NOMOR ;B TAHUN 20235
TANGGAL ;10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01
LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran [LRA} merupskan laporan p:’lmaan
FIEHATL

anggaran yang menggambarkan perbandmgan antara angg:ﬂ?
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi vang ap dalam

LEA Dberguna bagi para pengguna laporan dalam meng keputusan
mengenal alekasi sumber-sumber dava ekonomi, -El.l-:'l..lnm. dﬂ.:'l ketaatan

entitas terhadap anggaran.
Diari LRA jugsa dapat dilihat Lingkat anggaran entitas

vang dapat menjadi salah satu indikator prn% as atau kKinerja entitas.

LRA disusun dan disajikan dengan m::nggun% is kas.
PENDAHULUAN
TUJUAN

1: Tujuan kebijakan Laporan R sl Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar

petivajian Laporan R o Anggaran untuk pemerintah dalam rangka

memenuhi U 1 ilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-unfgnga
tisasi anggaran acdalah memberikan informasi realisasi

2. Tujuan pela
dan angdg®y cntitas  pelaporan. Perbandingan -antara anggaran dan
realisaWiwey menunjukkan tingkat ketercapalan farget-iarget yang telah

dis nt) antara legislatil dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-
: n

RUANG LINGKUP
3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis Kas.
4. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan,

vang memperoleh angearan berdasarken APBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.



MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Realisasi Anggaran menyvediakan informasi mengenal realisasi
pendapatan-LRA, belanga, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayvaan dan
sualu  enltas pelaporan yvang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannyva. Informasi tersebut berguna bag para pengguna laporan dalam
mengevaluas: keputusan mengenal alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaaman entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

fa] menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber dava elconomi;
[b) menvediakan mfiormasi mengenal realisast anggaran secara ruh

vang berguna dalam mengevaluast kmena pemerintah dal h% fisiensi
dan efektivitas prnggunaan anggaran, 6

6. Laporan Realisasi Angparan menvediakan informaosi v rguna dalam

memprediks: sumber dave ekonom vang akan dj # Mtuk mendanai

kegiatan pemerintah daerah dalam penod 2 dengan cara

menyvajikan laporan secara komparatif. Lapo alisasi Anggaran dapat

menyediakan mformas: kepada para laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber d
la) telak dilalksanakan secara elisi

ib) 1elah dilaksanakan sesual

if. dan hemat!
gearannya (APBD), dan

(¢ telah dilaksanakon sesu®y gan peraturan perundang-undangan,

— o

7. Berikut adalalyjstilaMgetilah vang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini:

Anggaran me * pedoman tindakan vang akan dilaksanakan pemermtah

melipuiti r%a pendapatan, belanga, transfer, dan pembiayaan yang diukur
dalam n rupiah, vang disusun menurut klasifikasi tertentu secara

untuk satu periade.
8D} adalah rencana Keuangan

tatiuinar pemerintahan daerah vang disetujui oleh Dewan Perwakilan Raloyat
Dagrah.

Apropriasi merupakan anggaran vang disetujui DPRD yang merupakan
mandat vang diberikan kepada bupau untuk melakukan pengeluaran-

pengeluaran scsual tujuan vang ditetapkan
Azas Bruto adalah suatu prinsip vang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangl pengeluaran pada suatu unit



organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi anlara penenimaan dan pengeluaran.

Basis Has adalzh basis akunltansi vang mengakual pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau sctara kas ditenima atau dibayarkan,
Belanfa adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangl Saldo Angzaran Lebih dalam  periode  tahun anggaran
bersangkutan yang tdak akan diperoleh pembavarannya kembali oleh

pemerintah.

Dana Cadangan adalsh dana yang disisthkan untuk menampung keButuhan
vang memerlukan dana relatifl besar vang tidak dapat di]:u:nuhi‘ Jhatu

tahun anggaran. .
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdiri @1 atau lebih

entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut an peraturan

perundang-undangan  wajib menyvampaikan lapo #riangpungawaban

berupa laporan keuangan. Q
Kas Daerah adzlah tempat penyimpanarn L iMerah vang ditentukan oleh

Bupad untuk menampung seluruh peneri erah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah,
Kebijakan akuntansi adalah | -prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, dturdan-aturan, dan : aktik spesifik vang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam pen an dan penyajian laporan keuangan.

Kurs adalah rasio pert

ua mata uang,
jallotment] adalah dokumen pelaksanaan

angparan vanfMygmenWiukkan bagian dari apropriasi vang disediakan bagi

* . . "
mstansi dan kan untuk memperoleh uang dar Rekening kas Umum

Daerah embiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode olonisas:

an-1 adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
erambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bérsangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

olch pemerintah,

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan vang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

hersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, vang dalam

pengangearan pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup delisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.



Perusahaan daerah adalah badan usaha wvang seluruh atauw sebagian
modalnva dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penvimpanan uang

daerah vang ditentukan oleh bupat unmuk menampung seluruh penerimaan

dacrah dan membavar secluruh pengeluaran dacrah pada bank wyang

ditetaplkan.
Saldo Angparan Lebih adalah gungoungan saldo vang berasal dari akumulasi
SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun beérjalan serta

penyesualan lain vang diperkenankan.
Sisa Lebhih/Kura i n PA/SiKPA agx 151h
)

lebih /kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, s rimeaan
dan pengeluaran pembiayvaan dalam APBD selama satu pegs
Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/ kurang antara p
belanja sclama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran LmngQﬁ | entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, trrmas@ perimbangan dan dana

hagi hasil. q

STRUKTUR LAPORAN REALISASI A

aporan.
atan-LRA dan
2

8. Laporan Realisasi Anggaran informasi realisas) pendapatan-LRA,

belanja, transfer, surplus;d LRA, dan pembiavaan, vang masing-masing
diperbandingkan dﬂng-\ rannya dalam satu periode.
9, Dalam Laporan R@nggamn harus diidentifilkasilcan secara jelas, dan

diulang pada ap hMaman lsporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
’ i ] - -
laporan atau sarana identifikasi lainnya;

{al nama ¢

1185 pelaporan;
ng dicakup,
3 nang pelaporan: dan

atdan angka vang digunakan,

PERIODE PELAPORAN

10, Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnva sekali dalam
setahun. Dalam situasi tertentu tangeal laporan suaru entitas berubah dan
Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode vang
|lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan mformast

sebagal bertloat:
|a} alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;



(b} fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran
dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berlourang jika laporan tersebut
tidak tersedia tepat pada waktunva. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi
pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas Ketidakmampuan entitas
pelaporan untuk menvajikan laporan keuangan tepat waktu, Suaty entitas

pelaporan menvajikan Lapoeran Realisasi Anggaran sefamha:-lam@a &

(enam) bulan setelah berakhirnva tahun anggaran. ‘\
O
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
| 2. Laporan Realisasi Angearan disajikan sedemikian rupa se menonjelkan
berbagai unsur pendapatan, belanja, erane% #pilis/defisit, dan
pembiavaan yvang diperlukan untuk penvajian ¥ Laporan Realisas:
Anggaran menyandingkan realisasi EA belanja, transfer,

surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan den rannya. Laperan Realisasi

Angparan dijelaslean lebih lanjut dala atas Laporan Keuangan vang

memuat hal-hal vang mempengan sanaan anggaran seperti kebijakan

fiskal dan moneter, sebab-se pdinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinva, s altar-daftar yang merinei lebih lanjut angka-

b
\ ik dijelaskan.

angka yang dianggap
13. Laporan Eua]iﬁmi@n sekurang-kurangnyva mencakup pos-pos sebagai

berikut:

[a) Pendapa }’
bl Belang

(e} T

id s/ defisit-1L.RA;

@k rimaan pembiayaan;
(ff Pengeluaran pembiayaan;
lg) Pembiayaan neto; dan;
(h| Sisa lehih/ kurang pembiayaan angearan (SiLPA [/ SiKPA).
14. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran apabila diwapbkan oleh Kebijakan Alountansi ini, atau apabila

penyvajian tersebut diperluban untuk menvajikan Laporan Realisasi Anggaran

sEeCara wajar.



INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISAS] ANGGARAN ATAU

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15. Entitas  pelaporan menvajikan  klasifikasli pendapatan menurut jenis
pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut
jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan,

16. Entitas pelaporan menvajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam
Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran ataw di Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas poran
. i }

Keuangan. \
4
AKUNTANSI ANGGARAN
1 7. Akuntansl  anggaran merupakan  telknik  pertang waban dan
pengendalian manajemen yvang digunakan untuk oa pengelolaan

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan,
struktur anggaran yang

n pembiavaan. Anggaran

1%, Akuntansi anggaran disclenggarakan sesuai d
terdiri dari anggaran pendapatan, bel

pendapatan meliputi estimasi penda dijabarkan menjadi alokasi

estimasi pendapatan. Anggaran be dirl dar apropriasi vang dijabarkan

menjad] otorisas: Kredit anggs ent). Anggaran pembiayaan terdiri

dari penerimaan pembiavaa pengeluaran pembiayaan,

19, Akuntansi anggaran r\

anggaran dialokas

rakan pada saat anggaran disahkan dan

AKUNTANSI PEN TFAN-LRA

2{). Pendapatap® akul pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Dacrah.
21. Pend nRA diklasifikesikan menurut jenis pendapatan.

22. Ty %Hk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain.

2 si pendapatan-LRA  dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaity

an membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(seteiah dikompensasikan dengan pengeluaran).

24, Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto [biaval bersilat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih
dahuly dikarenakan proses belum  selesai, maka asas bruta dapat
dikecualikan.

25. Dalam hal badan layvanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenal badan layanan umum,



26, Pengembalian vang sifatnva sistemik [normal) dan berulang (recurring) atas
penenmaan pendapatan-LEA pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagail pengurang pendapatan-LEA.

27. Korelksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nen-recurring) atas
penerimaan  pendapatan-LRA  yang  terjadi pada periode penerimaan
pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LEA pada periode
VANE Sama.

28. Korcksi dan pengembalian yvang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA  wvang terjadi pada periode set@mn}ra

dibukukan scbagai pengurang Salde Angegaran Lebih peﬁ\ ode
ditemukannva koréksi dan pengembalian tersebut. N
29 Akuntansi pendapatan-LRA  disusun  untuk meme kebutuhan

pertanggungjawaban  sesual  dengan  ketentuan dan k keperluan

pengendalian bag manajemen pemernntah pusat da .

AKUNTANSI BELANJA DAN TRANSFER Q
q& dari Rekening Kas Umum

30, Belanja diakui pada saat terjacdinya pen

Daerah.
pengeluaran pengakuannya terjadi

oeluaran tersebut disahkan oleh unit

31. Khusus pengeluaran mejalui ber

pada saat pertanggungjawaba

vang mempunyvai fungsi pertfp¥gharaan.
32. Dalam hal badan lavan m, belanja diakui dengan mengacu pada

ng mengatur mengenal badan layvanan umum.
33. Belanja diklassigkas menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja).

34, Klasifikasi ekd @ | %idalah pengelompokan  belanja yang didasarkan pada
ik melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk

erah meliputl belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

peraturan perund

bu@u idi, hibah, bartuan sosial, dan belanja tak erduga.

30 @ operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangks pendek Belanja
aperasi ‘antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,subsidi,
hibah, bantuan sosial.

36, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnva vang memben manfaat lebih dari satu periode alkuntansi. Belanja
modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan

bangunan, peralatan, aset tak berwujud.



A7. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
vang sifatnya tidak blasa dan tidak diharapkan  berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangks penyelenggaraan kewenangan
pemerintah pusat/daerzh

38. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari enfitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat

dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

349 Realisasi anpgaran belanja dilaporkan sesuail dengan klasifileaS o

ditetapkan dalam dokumen anggaran. ¢
40, Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belany A terjach
pada periode penpeluaran belanja dibukukan sebagai peng lanja pada

perinde vang sama. Apahbila diterima padas periode berik koreksi atas

pengeluaran belanja dibukukan dalam pend (..V dalam pos

pendapatan lain-lain-LEA,

41. Akuntansi  belanja  disusun  selain L%Q‘ncmcnuhi kebutuhan
A

pertanggungjawaban sesual dengan ke juga dapat dikembangkan

untuk keperluan pengendalian bagi untuk mengukur efektivitas

dan efisiens: belanja tersebut.

AKUNTANSI SURPLUS/ DEF!EI:Q

42 Selisih antara mndapﬂ\ dan belanja selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos guagluy Defisit-LREA

43, Surplus-LRA agg sih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama

Ah@ PEMBIAYAAN
45, Petabiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, vang perlu dibayar atau ekan diterima
kemball, vang dalam penganggaran pemeriniah teruiama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan  atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.
Sementara, pengeluaran pembiavaan antara  lain  digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian  pinjaman kepada entitas

lain, dan penvertaan modal oleh pemerintah.



AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

46. Penerimaan pembisvaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah antara lain berasal dari pencrimaan pinjaman, penjualan
obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan
kembali pinjaman vang diberikan kepada hhak ketiga, penjualan investasi
permanen lamnya, dan pencairan dana cadangan.

47, Penerimaan pembiayvaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Daerah.
48. Akuntansi penerimaan pembiavaan dilalsanakan berdasarkan ® to,
vaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan udak Iﬁt& pumliah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). :

*
AHUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN %
49, Pengeluaran pembiavaan adalah semua penggli ekening Kas Umum
{E . ;

n kepada pihak ketiga,
bali pokok pinjaman dalam

Megara/Deerah antara lain pemberian
penyertaan modal pemenntah;, pembay
periode tahun anggaran tertentu, Peftukan dana cadangan,

50, Penpeluaran pembiavaan dia@aat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah

AKUNTANSI PEMBIAY o
selisih antara penerimasn pembiayvaan setelah

ran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

51. Pembiavasn neto

dikurang pen
52. Selisth lebyf™K g antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sclama
satu % laporan dicatat dalam Pembiayaan Neto,

A SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)
53, SWPA /SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode pelaporan,

. Selisih lebih/lkurang sntara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayvaan selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SiLPA/SIKPA.

55. 8isa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir penode pelaporan

dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.



TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

5.

857

28,

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing vang sama dengan vang
chigunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mats uang asing tersebut
dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
tengah bank sentral pada tanggal transaks:.

Dalam hal tidale tersedia dana dalam mata vang asing vang digunakan dalam
transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi
dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkgiy kurs

transaksi, vaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk mempe: uta

asing tersebut, .
. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing van @Kﬂn untuk

bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengaWN d Uang asing

lainnyva, maka 2

ja) Transaksi mata uang asing ke mata vang asi ' dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi; Q

{b) Transaksi dalam mata uang asing lai scbut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank se tangeal trangaksi

aal
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LAMPIRAN 11l : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR ; & TAHUN 2025
TANGGAL : 1O MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02

LAPORAN OPERASIONAL
PENDAHULUAN
TUJUAN o
l. Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan d sar
penyajian Laporan Operasional untuk pemeérintah dalam ra femenuhi

tujuan akuntabilitas penvelenggaraan pemerintahan sc 1 ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan

. Tujuan pclaporan operasi adalali memberikan
aoperasional keuangan vang tercermmmkan da @a tan-LO, beban, dan
surplus/ defisit operasional dari suatu cntity $a1311

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan ini diterapkan dalam pe n Laporan Dperasional,

4. kebjjakan ini berlaku untuk Sgt itas pelaporan dan entitas akuntansi
1ontal yang menggambarkan pendapatan-LO,

operasional dalam suatu periode pelaporan

*
| tentang kegiatan

1=d

dalam menyusun lapo

beban, dan surplus/
tertentu, tidak ter& rusahaan daerah.

g&l LAPORAN OPERASIONAL

MANFAAT I
o Lapn sional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
l keuangan entitas pelaporan  vang  tercerminkan  dalam

tan-L0), beban, dan surphas/defisit operasional dari suatu entitas
oran vang penyvajiannya disandingkan dengan perisde sebelumnya.

6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Cperasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan heban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas
pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi;
|a| mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk

menjalankan pelayvanan;
(b} mengenai operasi keuangan secara menveluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kineria pemerintah dalam hal efisiensi, efekiivitas, dan

kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;



j¢] vang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO vang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang
dengan cara menvajikan laporan secara komparatif;
{d) mengena penurunan ekuwtas |bila defisit aperasional), dan peningkatan
ckuitas (bila surplus operasional).
7, Laporan Operasional disusun untuk melengkapr pelaporan dan siklug
akuntansi berbasis akrual (full acerual accounting cycle) sehingga penyusunan

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyail

keterkaitan vang dapat dipertanggungjawabkan.

*
DEFINISI §
8. Benikiit adalah 1stilah-istilah yvang digunakan dalam Kebij ntansi 10
Azas Bruto adalah suaru prinsip tidak diperkenan i pencatatan
penerimaan sctelah dikurangi pengeluaran pada s it organisasi atau

tidak diperkenankannya pencatatan penga@iangn etelah  dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengelugra

Bantuan Keuangan adalah beban peme alam bentuk bantuan uang
kepada pemerintah lainnva yang di% untuk pemerataan dan/atau
peminglkatan kemampuan keuang

Bantuan Sosial adalah tran atau barang yvang diberikan kepada

masvarakat guna melin u%.' kemungkinan terjadinya risiko sosial,
Basis Akrual acalah Dag!s niansi vang mengakui pengaruh transaksi dan

=af halk dan/atau kewsajiban timbul,

peristiwa lainnya

Beban adalah WenurMan manfaat ekonami atau potensi jasa dalam periode

tau tmbulnya Kewajiban.
adalsh beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
emerintab lainnva, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi

i
Qs_ rakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
vang dapat disusutkan (depreciable assets) sclama masa manfaal asct yang

pelaporan Vg urunkan ekuitas, vansz dapat berupa pengeluaran atau
konsym @

bersangkutan.
Beban Transfer sdzlah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang darn entitas pelaporan kepada suaru entitas pelaporan lain

vang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.



Entitag Alruntansi adalah unit pemernntahan peéngguna angearan/pengmina
barang dan oleh karenanva wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdin dar satu atau lebih

entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menvampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan.
en tan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk

vang/barang dtau jasa dar pemermtah lainnya, perusahaan crah,

magvarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wap dale

mengikat serta tidak secara terus-menerus, .

Pendapatan-LO adalah hak pemermntah daerah yang diakoug Q penambah

elkuitas dalam periode tahun anggaran vang bersangkut n tidak perla
¢

dibayar kembali
Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupd p aan uang atau hak

uniuk menerima uang oleh entitas pelapﬂmﬁ tu entitas pelaporan lain

vang diwajibkan oleh peraturan perundar gan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan % atau beban luar biasa yang
y Mz bukan merupakan operasi biasa,

terjadi karena kejadian atau tran

tidak diharapkan sering atau, acli, dan berada di luar kendali atau

pengaruh entitas Ixrsaﬂg%

Subsidi aclalah \ pemerintah vang diberikan kepada
perusahaan/lemb »@ntu vang bertujuan untuk membantu biaya
produksi agm&&a] produk/ jasa vang dihasilkan dapat dijangkau oleh

masvaraka

adalah selisih lebih/kurang

dari
apatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

S1a1 Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban sclama
@ piriode pelaporan. setelah diperhitungkan surphus/defisit dari kegiatan

non operasional dan pos luar iasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan sclisih antara nilai bulku aset
dengan harga jual aset.

PERIODE PELAPORAN

9, Laporan Operasional disajikan schurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu enfitas berubah dan
Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode vang lebih

40

&



10

pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informas: sebagai

berikut:

fal alasan penggunean periode pelaporan tidak satu tahun;

bl fakta bahwa jumlah-jumlah komparatl dalam Laporan Operasional dan

catatan-catatan rerkait tidak dapat diperbandingkan.

. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia
lepat pada waktunyva, Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah
tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan

untuk menyajikan laporan keuangan tepat wakiu. 6
.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL *

11, Laporan Operasional menvajikan berbagai unsur pend QJ:'. beban,
surplus/ defisit dar operasi, surplus/defisit dan lkegeLany opcrasional,
surphas/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar bi %1 surplus/ defisit-

12

14

omparatif, Laporan

LD, yvang diperlukan untuk penyajian vang waj
Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam
vang memuat hal-hal vang berhubunga

atas Laporan Keuangan

aktivitas keuangan sclama

saty tahun scperti kebijakan fiskal eter, serta daftar-daftar yang

merinci lehih lanjut angka-ang anpggap periu untuk dijelaskan,

Dalam Laporan Operasional & entifikasikan secara jelas, dan, jika
p% 1ap halaman laporan, informasi berikut:

{a) nama entitas pel ; tau sarana identifikasi lainnya;

(b} eakupan en

el periode ¥ 1;&(11;}:

(d] mata uaél;pﬂmn] dan

‘ ka vang digunakan.
waporan Operasional mencakup pos-pos sebagai beriloat:

dianggap periu. diulan

rar,

c)  Surplas/Delsit darl operas:

(d] Kegiatan non operasional

(e} Surplus/Defisit sehelum Pos Luar Hiasa

i Pos Luar Biasa

lg)  Surplus/Defisit-LO
. Dalam Laporan Operasional ditambahlan pos, judul, dan sub jumlah lainnya
apabila diwajibkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten



Tulungagune, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan

Laporan Operasional secara wajar.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO vang diklasifikasikan menurut
sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada

Catatan atas Laporan keuangan.

165, Entitas  pelaporan  menyejikan  beban  vang  diklasifikasikan @mt
*

klasifikasi jenis beban,
| 7. Klasifikasi pendapatan-L0O menurut sumber pendapatan ma hﬁiﬁkasj
kasi vang

beban menurut ¢konomi, pada prinsipnya merupa

menggunakan dasar klasifikas: yang sama vaitu berdas y R nis.

L 2
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO QQ

&, Pendapatan-LO diakui pada saat,

[a) Timbulnya hak atas pendapatan;
ib) Pendapatan dircalisasi, yaitu alirann masuk sumber dava

ekonoma
19, Pendapatan-LO vang diperol ™ kan peraturan perundang-undangan

diakui pada saat t:imbuinﬁ niuk menagih pendapatan.
schagai imbalan atas suatu pelayanan yang

20. Pendapatan-LO yvang \
telah selesnl dibedg -érdamrkgn peraturan perundang-undangan, diaki
pada saat ti 2&&}: untuk menagth imbalan.

21 Pendapamn%gE diakul pada saat direalisasi adalah hak yang telah
diterimg & merintah tanpa terlebibh dahulu adanyva penagihan.

-LO diklasifikasilkkan menurut sumber pendapatan.

asi menurut  sumber pendapatan  untuk  pemerintah  daerah

pokkan menurut asal dan jemis pendapatan, vaita pendapatan ashi
daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-
masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

24 Akuntansi pendapatan-LO  dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatal jumlah netonya
{setelah dikompensasikan dengan pengeiuaran).

25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-L0 bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih



dahulu dikarenakan proses belum selesal, maka asas bruto dapat

dikecualikan,
26, Dalam hal badan lavanan umum, pendapatan diakui dengan mengacy pada

peraturan perundangan vang mengatur mengenai badan lavanan wmum,
27. Pengembalian vang sifammva normal dan  berulang [recurring) atas
pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya

dibukukan sebagal pengurang pendapatan.

28, Koreksl dan pengembalian yang sifatnya twdak bertlang (non recurring) atas

pendapatan-LO yvang terjadi pada periode penerimaan pendapatan di ukan
2

sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

29, Koreksi dan pengembalian yang sifarnya tidak berulang (no }'@] atas
pendapatan-LO vang terjadi pada perode sebelumnyva g an sebagai
pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi ngembalian
tersebut, Q’

AKUNTANSI BEBAN

30. Beban diakul pada saat: 0
(@) timbulnva kewajban; %

{b) terpadinya konsumst aset;

ic} terjadinya penurunan m ;
31. 8aat timbulnva kewajiban h saat terjadinya peralihan hak dari pthak

iti keluarnya kas dar kas umum daerah,

32 Yang dimaksud x rigdinya konsumai aset adalah saat pengeluaran
ak |

kas kepada vang tidak didahuhui tmbulnya kewajiban dan/atau
konsumsi as& ng I’:Els dalam kegatan operasional pemerintah.

33. Terjadig v, urunan manfaat ckonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
P nilai aset  sehubungan dengan  penggunaan | aset

I kutan, herlalunya waktu.
hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan vang mengatur mengenai badan layanan umum.
35, Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
Klasifikast rkonomi pada prinsipnva mengelompoklkan berdasarkan jenis
behan. Klasifikas! ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban
pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsici, beban hibah, beban

bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amaortisasi, beban transfer, dan

beban tak terduga.



37. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluatkan uang danm entitas pelaporan kepada suatu entitas
pelaporan lain vang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

38, Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, vang terjadi pada
periede beban dibukukan sebagal pengurang beban pada periode vang sama,
Apabila diterima pada periode berikutnyva, koreksi atas beban dibukukan
dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL ‘Q
39, Surplus dart kegiatan operasional adalah selisih lebih antara ap dan
beban selama sat periode pelaporan.

40, Defisit dart kegiatan operasional adalah sclisih l-rLIrElng i pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.
41, Belisith lebih /kurang antara pendapatan dan lama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisi ] aLan Operasional.
SIONAL

42. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NO

43. Pendapatan dan beban vang ﬂlfa rutin perlu  dikelompakikan

tersendirt dalam kegiatan non o
44 Termasuk dalam pendapa ari keglat&n non operasional antara

lain surplus/defisit pem% t non lancar, surplus/defisit penyclesaian

kewajiban jangka pun %) surplus /defisit darl kegiatan non operasional

lainmya.

45. Selisih lebih ﬁp.ﬂn'tara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan
surplus/def o kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit
sebelum r biasa,

X



POS LUAR BIASA

46 Pos Luoar Buasa disapkan terpisah darl pos-pos lainnyva dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa,

47. Pos Luar Bigsa memuat kejadian luar biasa vang mempunyai karaktreristik
sebagal berikut:
(a) kejadian vang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
(b} tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
(c) kejadian dilaar kendali entitas pemenntah.

48, 8ifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan p\%lﬂl‘n

Catatan atas Laporan Keuangan. ‘\
O .
SURPLUS/DEFISIT-LO
49, Surplus/Defisil-LO  adalab penjumlahan sclisih e rang anlara
surplus/defisit kegiatan opérasional, kegiatan non 1@ sfonal, dan kejadian
luar biasa.
50. Salde Surplus/Defisit-LO pada akhmr perg laporan dipindahkan ke

Laporan Perubahan Ekuiias. q

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BERBENTUK BARANG/JASA
dalam bentuk barang/jasa harus
asional dengan cara menaksir nilai wajar

51. Transaksi pendapatan-LO
dilaporkan dalam Laporan

barang/jasa tersebut fanggal transaksi. Di samping itu, transaksi

semacam 1ni jug&c iungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas

Laporan Kefapsan Mrehingga dapat memberikan semua informasi yang
¢ :

@ sentuk dari pendapatan dan beban,

relevan merngy
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : & TAHUN 2025
TANGGAL 10 MARET 2025

KEEBLJAKAN AKUNTANSI NO. 03
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN
*
TUJUAN ,

1. Tujuan kebijakan Laporan Perubahan Salde Anggaran bijp ~ adalah
mengatur penyajan Laporan Perubahan Saldoe Anggaran o

2. Twuan Laporan Perubahan 3aldo Anggaran Lebih a memberikan
informasi kemparatif dengan periode sebelumnya —% pos-pos di Laporan

Perubshan Saldo Angparan Lelh.  Info W/ disajikan untuk

pertangeungiawaban dan pengambilan kepyius

RUANG LINGKUP @q

rn menyvajikan laporan keuangan

o »

3, Pemerintah daesrah vang meny
) menyusun laporan perubahan saldo

angegaran lebih sesua d% bijakan i untuk setiap periode penvajian
laporan keuangan se ah satu komponen laporan keuangan pokok.
o anggaran lebih hanya disajikan oleh entitas

ipelaporan pelaksanaan angggfle

4. Laporan peruba :
sun laporan keuangan konsolidasiannya.

pelaporan yag men?
’ .
Kebijakan ip s diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan urnum

oleh engith aporan.
6. lLa pangan untuk tujuan umum edalah laporan yang dimaksudkan

wn

emenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan
@ g Wzim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masvarakat, legslatil,
lembaga pengawas, pemeriksa, pthak yang memben atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah vang lebih tinggi.
Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau
hagian dari laporan keuangan vang disajikan dalam dokumen publik lainnya

seperti laporan tahunan,
Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan perubahan saldo anggaran

|
'

lebili pemerintah daerah, kecuali perusahaan daerah,



DEFINISI
8, Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini:
Anggaran merupakan pedoman tindakan vang akan dilaksanakan
pemerintah meliputi rencana pendapatan. belanja, transfer, dan pembiayaan
yang divkur dalam satuan rupiah, vang disusun menurut kiasifikasi tertentu

secara sistemans untuk satu periode.
ndapatan dan Belanja

kcuangan tahupan pemerintaban daerah vang disetujui ole EWan
.

Perwakilan Ralvat Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Ebﬂae rah
vang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam pen anggaran
bersangkutan vang tidak akan diperoleh pembayara embali oleh

pemerintah g
Entitag Alruntansi adalah unit pemerintahan gearan; pengguns

barang dan oleh karenanva wajib megye a.ral-:a.n; akuntansi dan
n pada entitas pelaporan.

menvusuan laporan keuangan untuk digs

Entitas Pelaporan adalab unit pemegl

entitas alkuntans: atau entitas

perundang-undangan u‘giih@
berupa laporan keuan

ah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

ang terdiri dari satu atau lebih
yang menurut ketentuan peraturan

ikan laporan pertanggungiawaban

konvensi, aturan an praktik-praktik spesifik yvang dipilih oleh suatu
penyvusunan dan penvajian laporan keuangan.

adalah suatu laporan Keuangan yang

tansi, sehingga tersaji schagai sata entitas tunggal.

tan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
ard/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran vang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan udak perlu
dibavar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum Daerah adalal rekening tempal penyvimpanan vang
dacrah yang ditentukan oleh gubernur/ bupati/ walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank vang ditctapkan



Saldo Anggaran Lebih adalah gungrungan saldo vang berasal dari akumulas
SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penvesuaian lain vang diperkenankan.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan an [SiLPA/SIKPA) adalah selisih
lebihf kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan

dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode

pelaporan.,

Surplus/defisit-LRA acdalah selisih lebih/kurang antara pl’:ndﬂp@..ﬁﬂ
2
dan belanja selama satu periode pelaporan, \

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dar suatu pe@ pelaporan.

UMUM q

Salde Anggaran Lebih scbagm bagian yang

keuangan untuk tujuan Lmum.

{0, Suatu entitas pelaporan menvajikan rifis

vang terdapat dalam Laporan

Catatan atas Laporan Kouangan:

STRUKTUR DAN ISI QQ
bahan Saldo Anggaran Lebih harus disajikan

11. Setiap pos dalam m@\

sPCAra Sistematis

12. Laporan Peru hara aldo Anggaran Lebih menyajikan informasi tentang

s laporan keuangan dalam ranghka pengungkapan Vang

penjelasa
a lain:
an informasi tentang gunggungan salde yang berasal dan

mengadgl,

k.
ulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

ch an serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
b Menvaiikan  ikhtisar pencapaian  kinérja  keuvangan selama rehun

pelaporan.

PENYAJIAN
13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalanh bagian dari laporan

anggaran vang menvajikan informas| secara komparatif dengan periode

sehelumnyva pos-pos berikut
a. 8aldo Anggaran Lebih awal;



b. Penggunaan Salde Anggaran Lebih:

¢. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anpggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya: dan

c. Lain-lain;
. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

PELAPORAN
14. Entitas pelaporan melaporkan Laporan Perubahan Saldo An Lebih
schagai bagian dan laporan AngEATan. .
L 4
SUSUNAN o
PEMERINTAH KABUPATEN mmmmg
LAPORAN PERUBAHAN SALDO
Per 31 Desember 20X1 DAN
(Dalam Rupiah)
No. Uraian 1 20X0 |
Haldo Anggaran Lebih awal K M
2 | Penggunaan SAL sebagai Py | oo (O0K)
Pembiayaan Tahun Berjalan |
3 Subtotal {1-2) | XXX XXX
4 | Sisa Lebih/Kurang Pe ggAran | XX X
(SILPA /SiKPA)
5| Subtotal (3+9) XXX | XXX
"B | Koreksi Ke ukuan Tahun XRX T ONXX
Sebelumnya 2
7 |lain-laif, W XXX HAK
B| Sal ran Lebih Akhir (5+6+7) XXX e
BUP TULUNGAGLUNG,

GATUT SUQRU WIBOWO



LAMPIRAN Y : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : & TAHUN 2025

TANGGAL v 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN
TUJUAN .

i

a

Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatumnyajian
Lapoaran Perubahan Ekuitas. N

Twjuan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan asi mengenai
'115‘ Git-LO, korekst

najawaban dan

perubahan ekuitas vang terdiri dari ekuitas awal, s

dan ekwutas alkhir. nformas: 1 disajhan unt

RUANG LINGKUP

3-

r
|

pengambilan keputusan. 0

Pemerintah daerah yang menyusu enyajikan laporan keuangan
pelaporan  pelaksanaan anggars jib menvusun laporan perubahan

ckuitas sesudi dengan kebijalggn gl efituk setiap periode penyajian laporan
keuangan sebagai sal 5@; poren laporan keuangan pokok.

Laporan perubahan :I\ 1sajikan oleh entitas akuntansi dan pelaporan
VANE MErVLISL ]a& uangan Konsolidasiannya.

Kebijakan ini &&h crapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum
cleh entit TR

lﬂ' 9
@an untuk tgjuan umum adalah laperan yang dimaksudkan
nuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi Keuangan

Lapoggn

im. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah vang lebih tingg,
Laporan keuangan meliputi Japoran Keuangan yang disajikan terpisah atau
bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya

seperti laporan tahunan.
Kebijakan ini berlaku untuk  penyusunan laporan perubahan ekuitas

pemerintah daerah, kecual: perusahaan daerah.



DEFINISI
8. Berikur adalah istlah-istilah wvang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian;

Ekuitas adalah kekavaan bersih pemerintah vang merupakan selisih antara
asct dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran; pengguna
barang dan oleh Karenanva wajib menvelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdini dari sasu bik

entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan pyraturan
; . .
perundang-undangan wajib menvampatkan laporan pft‘[ﬁ@nawaban

berupa laporan keuangan,
I 3‘ -nsi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesiik v Yoleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyapan ! eLaAngan.

laporan keuangan vang
ngan entitas pelaporan, atau

¥ peiaporarl.
tanggal hari terakhir dan suatu periode pelaporan.

bagai bagian vang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk

ITILATTA .

14, S!m entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dan unsur-unsur
vang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan

heuangan.

STRUKTUR DAN ISl
|1.5etigp pos dalam Laporan Perubahan Ekuitas harus disajikan secara

sistematis.



12,

Laporan Perubahan Ekuitas dibuat menggunakan data Ekuitas Awal dan data

perubahan ekuitas periode berjalan vang dipercleh dari  Laporan
Operasional vang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas

ini akan menggambarkan pergerakan ckuitas,

PENYAJIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

13-

14.

Suatu entitas pelaporan vang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas
menvajikan sckurang-kurangnya pos-pos:
al Ekuitas awal . 6
by Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; \

% s, vang

sebabkan oleh

mendasar,

o} Koreksi-koreksi vang langsung menambah/menguran
antara lain berasal darl dampak kumulatif yang
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi gkes

diantaranva:
|. koreksi kesalahan mendasar dan persed) ¥ erjadi pada periode-

periode sebelumnya;
2, perubahan nilai aset tetap karena %aui asel tetap.

d) Elkuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pl a1 menyajikan dalam lembar muka

laporan atau dalam Catatan a® Keuangan :

a] Saldo ckuitas padayatgal Yeriode dan pada tanggal pelaporan, serta
\nnde berjalan.

perubahannya se%
h) Apahila kump& uitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliast

antara tag komponen ekuitas pada awal dan akhir periode

mengu n masing-masing perubahannya secara terpisah,

&



SUSUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN FERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20X 1 DAN 20X0

(Palam Rupish)
Nao. Uraian
1 | Eluitas awal
2 | Surplus/ Defigit LO [
3 | Dampak kumulatif perubahan
kebijakan / kesalahan mendasar !
Koreksi nilai persediaan

| Selisth revaluasi aset tetap
Elcuitas Akhir [5+6+7)

un-u'-|u-1-|-




LAMPIRAN V] : PERATURAN BUPATI TULLUNGAGUNG
NOMOR » & TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

HKEBLJAKAN AKUNTANSI NO. 05
NERACA

PENDAHULUAN
TUJUAN
1. Tujuan Kebijjakan Neraca adalah menctapkan dasar-dasar penvajia Neraca

L4
untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan g bilitas.

2. Neraca menggambarkan posisi kenangan Pemerintah Da pengenal asct,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. q

RUANG LINGKUP
3. Kebijakan ini diterapkan dalam penw a yang disusun dan disajikan
dengan menggunekan akuntansi IE- akrual untuk tngkat entitas

akuntans: dan entitas nr.'lapc:'

STRUKTUR DAN IS]
4. Pemerintah Daergh Jaajﬁkasikan asetnva dalam asel lancar dan

nonlancar ser@

pendek dan jaflcPg (hinjang dalam neraca,

n

. Pemerinta

&, Apabila Pemerintah Daerah menvediakan barang-barang vang akan digunakan

dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanys klasifikas: terpisah

antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi
mengengsi barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi
herikutnya dan vang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewnjiban keuangan
bermanfeal untuk menilal likuiditas dan solvabilitas Pemerintah Daerah.

Informasi tentang tanggal penvelesaian asel nonkKeuangan dan kewajiban

55
&



seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah
aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban
diklasifikasikan scbagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
& Neraca menvajikan secara komparatil dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut:
aj kas dan setara kas:
b] invesiasi jangka pendek;

o] plutang pajak dan bukan pajak;
d] persediaan; . 6

e} mvesiasi jangka panjang;
f} aseltetap;

L 4
g) kewajiban jangka pendek; Qo

h) kewajiban jangka panjang
*
i) ekuitas, %
4. Pos-pos selain vang disebutkan pada paragraf diNg difjikan dalam Neraca

jika Kebijakan  Akuntansi  Pemerintd§

mensyaratian, atau jika penvajian demiiganyg

&

1(), Pertimhangan disajikannya pos- @ Smibahan secara terpisah didasarkan

pada laktor-faktor berikut inﬁ
{a) sifat, likuidi rialitag aset;

(b}  fungsi pos-po! ut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
{e}  jumlah, t jangka waktu kewajiban.

11. Aser dan kembatn’mng berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan

wajar posisi keuangan Pemerintah [

dasar p: vang berbeda.

\QQ

&5



SUSUNAN

PEMERINTAH EABUPATEN TULUNGAGUNG
NERACA PEMDA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

{Dalatm Rupiah)

[No | Uraian

20X1

T 20X0

ASET

ASET LANCAR

| Kas i Kas Dasrah  oxmx

Kas di Benclahara Pengeluaran XX

Kas di Bendahara Fenenmaan b

[nvestasi Jangka Pendek HEN

Piutang Pajak

Piutang Retribus

Panvisihan Pictang

——
& a =

Belanta Dibayar Dimuka

Hapinn Lancar Pinjaman kepada Perus:

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pege

B 8| 8| 8 & 4| B8

Lainnyva

| Baglan Lancar Pinjamui Ny Daernb

6\ B ¥ B 8 8

Bagian Lancar Tagiha

Bagian lancar T

L

3

B
=
&
B
i
p=
-

Piatang Lai *

EIRLE:

Bl A| &| | 4

S oa—

| JANCOKA PANJANG

tnsi Nonpermanen

Jangka Panjang

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investast dalam Provek Pembangunan

Investasi Nonpermanen Lamnya

g 8 8| 8| &

Bl B| B Bl &

 Jumilah Investasi Nonpermanen

Investas: Permansn

Penvertaan Modal Pemerintah Daerah

Investas: Permanen Lainnys

RAR:

R & &

Jumlah Investasi Permanén




Jumlah Investasi Jangka Panjang = om0 XXX
ASET TETAP
Tanah M XX
Peralatan dan Mesin KK XX
| Gedung dan Bangunan KK N
Jalan, Iriga=l, dan daringan XX XX
Aget Tetap Lainnyva AEN NEX
Konstruksi dalam Pengerjdan xxx XX
Akumilas Penyvisitan i) [xxx]
Jumlah Aset Tetap A
DANA CADANGAN
Dana Cadangan N
Jumlah Dana Cadangan AN
ARET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran MM
Tuntutan Ganbl Fugm ot
Kemitrnan dengan Pihak Ketiga XX R
| Aset Tale Berwugud XY KXX
i_ | Asel Lain-Lain XK s 4
MK AMK
KEWAJIBAN 9
| KEWANBAN JANCGEA :
Ltang Perlutun ettga (FFE} XXX b2’
oA <A
i
ang Jangka Panjang XX XXX
irerima Dimuks XXX XX
XM XEX
glangka Pendek Lainnya XXX XX
I Jumlah Hewajiban Jangka Pendek Ao s E
! KEWAJIBAN JANGEA PANJANG
| Unieng Dalam Negerr - Selkitor Perbonloon LT KA
Utang Dalam Negeri - Obligazi XXX HEX
Premiuim (Diskonto) Obligasi Bt A
Utang Jangka Panjeng Lammnyea RN XX
Jumlah Kewajiban J:u?k-a_l"lnjan; KRR p e =]
XX KX

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS







LAMPIRAN VII ; PERATURAN BUPAT] TULUNGAGUNG
NOMOR : & TAHUN 2025
TANGGAL - 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO, 06
LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN
TUJUAN 6
N?ﬂj‘iﬂ.ﬂ
L

.
l. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan i mengatur

laporan  keuangan untuk tujuan umum  (general p hnancial
statements) dalam  rangka meningkatkan keter gan laporan
keuangan bailk terhadap anggaran, antar periode, Loy efftar entitas.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan } mengenal sumber,
penggunaan, perubahan kas dan sctara kas s suatu periode akuntansi
serta saldo kas dan setara kas pad pelaporan. Informasi ini
disajikan untuk pertanggungjawa gambilan keputusan.

RUANG LINGEUP QQ)
A

3. Pemerintah pusat d vang menvusun dan menyajikan laporan

keuangan dengan ba® tansi akrual wajib menyvusun laporan arus kas

sesiai dengan Whn ini untuk setiap periode penvajian laporan

&

anisasi lainnva jka menurut peraturarn perundang-undangan atau
%E kebijakar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laparan
0.\5 . keécuali perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS
berguna sebagal indikator jumlah arus kas di masa vang

per% werah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah dacrah,
a

5. Informast erus kas

akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus

kas vang telah dibuat sebelumnya.
6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk

dan arus kas keluar selama periode pelaporan.



DEFINISI
7. Berniku adalah istilah-istilah vang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi

imi:
Arus kas adalah arus masuk dan ams keluar kas dan setare kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktvitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kepiatan operasional pemerintah selama satu Jgeriode
*

alkuntans: \E .
Aktivitas investasi adalah aktivitas pencrimaan dan pen geﬁrk s yang

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetgp ser asi lainnya

vang tidak termasuk dalam sclara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimas

kembali dan/atau pengeluaran kas yang a@ ; a kembali vang
mengakibatkan perubahan dalam jamlah % posisi utang dan piutang
jarngka panjang.

Alketivitas nonanggaran adalah akt] rimaan atau pengeluaran kas

= ®ang perlu dibavar

vang tidak mempengaruhi an endapatan, belanja, transfer, dan

pembiayvaan pemenntah.

Aktivitas Transitoris ad: ktivitas penerimaan atau pengcluaran kas

vang tidak termasuk tivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

1 unit pemerintahan yvang terdiri dan satu- atau

lebibh entita®@\akunMhsi atau entitas pelaporan vang menunit ketentuan

* i ;
peraturan indang-undangan wajib menyampalkan laporan
pertal ewaban berupa laporan keuangan,
Kasz 1 uang tunai dan salde simpanan di bank yang setiap saat dapat

untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
aerah adalah tempat penyimpanan uang daerah vang ditentukan oleh

Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar

seluruh pengeluaran dacrah,
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyal

komitmen untuk melaksanakan kegiatan vang dikendalikan bersama
dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
Kurs acdalah rasio pertukaran dua mata uang,

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.



Mata wang pelaporan adalah mata vang rupiah vang digunakan dalam
menyajkan laperan keuangan,

Metode Langeung adalah metode penvajian arus kas dimana
pengelompokan utama pencerimaan dan pengeluaran kas brulo harus
diungkapkan,

Metode Tidak Langsung adalah metode penvajian laporan arus kas dimana
surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaks: operasiwonal
nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimgan kas
atau pembayaran vang lalu/yang akan datang, serta unsur pengri

pengeluaran dalam hbentuk kas vang berkaitan dengan aktiﬂimN&Magi

dan pendanaan Q ¢
FPenerimaan kas acdalah semua aliran Kas vang masuk k dhara Umum

Daerah.
Pengeluaran kas adalah semua aliran kas v

.
r dari Bendahara

Umum Daerah
Periode akuntansi adalah pernode per Qjawaban keuangan entitas

pelaporan yang periodenya sama |:lr: de tahun anggaran.

Perusahasn daerah adalah " yang seluruh atau sebagian

madalnya dimiliki aleh pemer] ‘!-at.lrdﬂf‘rﬂh
Setara kas adalah inves pendek yvang sangat likuid vang siap
dijabarkan men]am 4 bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Qalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaparan,

ETRUI@ IS1
8. arus kas adalah bagian dari laperan finansial yang menyajikan

L

asi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
lasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris,
Klasilikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris memberikan informasi vang memungkinkan para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas
dan setara kas pemeriniah. Informasi terscbut juga dapat digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasy, investasi, pendanaan, dan

transitors.



[0, Batu transakst tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnyva transaksi pelunasan utang vang terdiri dari pelunasan
pokok utang dan bunga utang. Pembavaran pokok utang akan
diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembavaran
bunga utang pada umumnyva akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas
operasi kecuall bunga vang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam
aktivitas investasil

11, Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimgan dan
pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanagn

maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacy pada N.—akun

pelaksanaan angearan tersebut. ¢

12, Yang dimaksud dengan akun-askun pclaksanaan ang

datah alkuan

transaksi nonanggaran, vang dalam Laporan
{»ulﬁ

memadt aktivitas operasl, investas: aset n
NonangEaran.

AKTIVITAS OPERASI
13. Akbvitas operast adalah aky

ditwjukan untuk ktgia% rasional pemerintah selama satu  periode

akuntansi.

14. Arus kas bersih
pemerintah dalam menghasilkan kas vang cukup

kemampuangoper
untuk mrm gl-:[imas vperasionalnya di masa vang akan datang tanpa
menga sumber pendanzan dari luar.
15, Am% leas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
| maan Perpajakan;

erimaan Negara Bukan Pajak (PNBF);
)

Penerimaan Hibah;
(d} Penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan Investas: Lamnnya.

(e] Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan

(f} Penerimaan Transier,
16, Arus Keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

{a} Pembavaran Pegawai;
{b) Pembayaran Barang;
(¢} Pembayaran Bunga;

63



(d} Pembavaran Subsidr;

e} Pembavaran Hibah:

i) Pembavaran Bantuan Sosial;

gl Pembavaran Lain-lein/Kejadian Luar Biasa; dan
(h] Pembayaran Transfer

17..Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga vang sifatnya sama
dengan persediaan, vang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan
surat berharga terschut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

18, Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk Kegiatan spa 11as
lain, vang peruntukannya belum jelas apakah sebagai mo era,
penvertaan modal, atau untuk membiaval aktivitas permm@a&n. maka
pemberian dara tersebut harus diklasifikasikan sebag tas operasi.

Kejadian im dijelaskan dalam catatan atas laporan -LJ_a

AKTIVITAS INVESTASI
19, Aktivitas investasi adalah aktivitas pe dﬂﬂ pengeiuaran kas yang
ditujulean untuk perolehan dan pe t tetap serta investasi lainnya

vang tidak termasuk dalam se

20, Arus kas dan aktvitas mencerminkan penerimaan  dan

pengeluaran kas bruto dal ngka perolehan dan pelepasan sumber daya

ekonomi vang bertuj ik meningkatkan dan mendukung pelayanan

: =3rakat di masa vang alkan -::latang.

pemerintah keps

Dana Cadangan,
imaan dari Divestasi;

M‘Q
Q juatan Investasi dalam bentuk Sckuritas,
™

22 Wrus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dan:

la) Perolehan Aset Tetap:

k) Perolehan Aset Lainnya;

(¢} Pembentukan Dana Cadangan:
(d) Penyertaan Modal Pemerintah;

(¢ Pembelian Investasi dalam bentuk Sekurias.



AKTIVITAS PENDANAAN

23. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang
vang berhiubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau
pelunasan utang jangka panjang vang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan koemposisi piutang jangka panjang dan utang jangka pamang,.

24, Arus kas dari akiivitas pendanaan mencerminkan pencrimaan dan

pengetuaran kas vang berhubungan dengan perolehan atau pemberian

pinjaman jangka panjang.

25. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: .
ja} Penerimaan utang luar negeri; \
(b) Penerimaan dari utang obligasi; O >

¢} Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah da

id} Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaa HE’
26, Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antar

[a) Pembayaran pokok utang luar negeri;

{bl Pembavaran pokok utang obligasi; 0

{c) Pengeluaran kas unruk dipinjamkan

% ia pemernintah daerah:

id} Pengeluaran kas untuk diping witla perusahaan negara.,

AKTIVITAS TRAHEITDRIE
27. Aktivitas transitoris

mrh:as penerimaan dan pengeluaran kas yang

tidak rermasuk tivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

28. Arus. kas vitas transitorls mencerminkan  penerimaan  dan

Eumt Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
misalnyva potongan Taspen dan Askes, Kinman uang menggambarkan

mutasi kas antar rekening kas umum daerah,

30, Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFE dan

penerimaan  Lransitoris sepert larman uang masuk dan penerimaan

kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran,

g5



A0 Arus keluar kas dari aktuvitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris sepertt Kiriman vang keluar dan pemberian uang

persediaan Kepada bendahara pengeluaran.

FELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI,

PENDANAAN, DAN TRANSITORIS
31. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan

dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasl, investasi, pendangla, dan
. . *
transitors. \
32. Entitas pelaporanmenyajikan arus kas dan aktivitas asj “dengan

menggunakan metode  langsung.  Metode i ngkapkan

pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran ka

erikuat:

33. Keuntungan penggunaan metode langsung adaiah i
ja) Menvediakan mformasi vang lebih baik unt :’ imasikan arus kas

di masa yang akan datang; Q
(b} Lebih mudah dipahiami oleh penggu n; dan

{c) Data tentang kelompok peneri engeluaran kas bruto dapat

langsung diperaleh dari catat; Larnsi.
PELAPORAN ARUS KA R ARUS KAS BERSIH
tivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus

34. Arus kas vang timb%
kas bersih dala N
arp pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat

arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain

ri aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil
a operasional.
£

rimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi vang
F erpularannya cepat, volume transaksl banyak, dan jangka waktunva

singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA
35. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran

beban untuk pembayaran bunga pinjaman serla penerimaan pendapatan

dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan sccara terpisah.



Sedap akun vang terkailt dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan
kedalam aktivitas operasi secara konsisten darl tahun ke tahun,

36, Jumlah penerimaan pendapatan bunga vang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumiah kas vang bepar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada penode alkuntans: vang bersanghkutan,

37.Jumlah pengeluaran beban pembavaran bunga uteng vang dilaporkan
dalam arus kas aktbivitas operas) adalah jumlah pengeluaran kas untuk

pembavaran bunga dalam periode akuntansi vang bersangkutan.

8. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan gag
dilaporkan dalam arus kas aktvitas operasi adalah jumlah kas ¥ penar-
benar diterima dari bagian Iaba perusahaan daerah dalam p4 @ feuntansi

vang bersangkutan.

*

TRANSAKSI BUKAN KAS

39. Transaksi operasi, investasi, dan pﬁnda@ tidak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas da as tidak dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas. Transaksi lﬁrﬂﬁ% diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

4. Pengecualian transaksi buk i Laporan Arus Kas konsisten dengan

tujuan laporan arus ka ena Lransaksi bukan kas tersebut tlidak
mempengaruhi Lca96 ng bersangkutan.
KOMPONEN All SETARA KAS

41. Entitas 1 mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Iﬂa% : Kas vang jumlahnya sama dengan pos lerkait di Neraca

HAPAN LAINNYA
42.Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas vang

signifikan vang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan,
43, Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagl pengguna

laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas

pelaporan.
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LAMPIRAN VIII - PERATURAN BUPAT] TULUNGAGUNG
NOMOR : & TAHUN 2025
TANGGAL - 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
TUJUAN ‘\

1. Tujuan Kehijakan Akuntansi Catatan atas Laporan ke g adalah
mengatur penyvajian dan pengungkapan vang diperlukan tatan atas
Laporan heuangarn.

Tuwjuan penyajian Catatan atas Laporan Hr%ﬁd adalah untuk
meningkatkan transparansi Laporan Keuangandga iaan pemahaman

vang lebih baik, atas nformasi keuangan pege

RUANG LINGKUP %g

3. Standar ini harus diterapkan pa
{a) Laporan Keuangan untu : um untuk entitas pelaporan;

b

{b) Laporan Keuangan vgng\iderapkan menjadi Laporan Keuangan untuk

tujuan umum ofe it vang bukan merupakan entitas pelaporan.
4, Laporan }-;t:uanga@mjuan umum adalah laporan yvang dimaksudkan
untuk meme&: tuhan pengguna akan informasi akuntansi kevangan
vang lazim, imaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislanf,

iemQaEi was, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam

pro si, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah, Laporan keuangan

laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan
Qm an vang disajikan dalam dokumen publik lainnya sepert laporan

tahunan.
5. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untul entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik dacrah.
Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menvajikan
laporan Keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka standar
i harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria



satu entitas pelaporan sesual dengan peraturan dan/atau standar akuntansi

mengenai entitas pelaporan pemermtah.

DEFINISI
7. Benkut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijalkan Alkuntansi ini:

Anggaran merupakan pedoman  tndakan vang akan dilaksanakan

pemerintabh meliput rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
vang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut Klasifikasjsgtentu

2
secara sistematis untuk satu periode. \
an Pendapatan dan h, selanjutnya QI? APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemenntahen daerah tujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikua

atau dimiliki aleh

pemerintah sebagai akibal dari peristiwa ma dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan ®xan dapat diperoleh, baik

olech pemernintah maupun masyarakal, dapat diukur dalam samian

n vang diperlukan untuk
m dan sumber-sumber daya yang

uang, termasuk sumber daya
penyediaan jase bagl masyar
dipelihara karena alasan sej
Basis akrual adalah bgsi

peristiwa lainnya iransaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
tau sctara kas diterima atau dibayarkan.

m-emperhﬂul-:an
Basis kas a akuntansi vang menpakui pengaruh transaksi dan

daya.
nsi vang mengalon pengaruh transaksi dan

aﬂa saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
semiia pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
i Saldo Anggaran  Lebih  dalam periode tahun anggaran
utan vang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

peristiwa |

Q& tah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan vang menurunkan ckuitas, yang dapal berupa pengeluaran atau

kensuwmsi aset atau timbulnyva kewajiban
Ekuitas adalah kekayvaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
eptitas akuntansi atau entitas pelaporan vang menurut ketentuan peraturan



perundang-undangan wajlb menvampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip. dasar-dasar, kKonvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan prakuk-prakuk spesifik vang dipilih oleh suatu
chtitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kewajiban adalah utang vang tmbul darn perigsiiwa masa lala vang
penvelesalannyva mengakibatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi

pemerintah, o
Materialitas adalah sualu kondisi jika tidak tersajikannva ata s8]
suatu informast akan mempengaruhi keputusan atau penj fengELINg
vang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materiali tung pada
hakikat atau besarnva pos atau kesalahan yvang dip gkan darn

2.
fang perha dibayar

keadaan khusus di mana kekurangan atau salah s

Pembiayaan (financing] adalah setiap pen

kembali dan fatau pengeluaran vang akan digerMga kembali, baik pada tahun

] Lebih dalam periode tahun anggaran yang
ak pemerintah, dan tidak periu dibayar kembali

vang menambah Saldg AQ
bersangkutan yang m \
pleh pemfr:mah 6

pata; %&h hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

® dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pos "qu!lbmpulan akun sejenis vang ditampilkan pada lembar muka

langarn.

Lebih adalah gunggungan Salde Anggaran Lebsh yang
dari akumulasi SiLPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan

tahin berjalan serta penvesuaian lain vang diperkenankan.

KETENTUAN UMUM
8. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan

Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk
tujuan umum,

§ Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keusngan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas, lidak terbatas hanva untuk pembaca

72
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rertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin
mengandung informasi vang dapat mempunyvai potensi kesalahpahaman di
antara pembacanya. Oleh karena iy, untuk menghindan kesalahpahaman,
atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan
vang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami
Laporan Keuangan.

10, hesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh perseps: dari pembaca laporan
keuangan. Pembaca vang terbiase dengan orientasi anggaran mepdguiyai
potensi  kesalahpahaman dalam memahami konsep ul-r.unw.‘ fr A

i l%vﬂtmng

Pombaca vang terbiasa dengan laporan keuangan scktor kome

melihat laporan keuangan pemerintah sepert laporan ke rusahaan,

Pembahasan umum dan relerensi ke pos-pos laporan gan menjadi
penting bagi pembaca laporan Keuangan,
11. Selain itu, pengungkapan basis akuntans: d n akuntansi vang

diterapkan akan dapat membantu pemba

dalam memahami laporan keuangan. q

STRUKTUR DAN ISI

hindan kesalahpahaman

|2, Catatan atas Laporan Keuan isajikan secars sistematis, Seliap pos

dalam Laporan Realisasi aran, WNeraca, Laporan Operasional dan
unyai referensi silang dengan informasi terkait

Laporan Arus Kas dap
dalam Catatan a@n Keuangan.
13, Catatan atas NgporaWKeuangan meliputi penjelasan atau daftar terinei atau
é N

analisis ati B suatu pos yvang disajikan dalam Laporan Realisasi
rin Perubshan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
i, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk
lam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi vang

kan dan dianjurkan oleh Eebijakan Akuntansi serta pengungkapan-

pengungkapan lamnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan, scperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnva.

14, Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan
Keuangan mengungkapkan hal-hal scbagai berikut:
(@] Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

(b} Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro,



{c} lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berilmut
kendala dan hambatan vang dihadapi dalam pencapaian target,

(d) Informasi tentang dasar penvajian laporan keuangan dan kebygakan-
sebiakan skuntans: vang dipiih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnva;

(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar

muka laporan keuangan;
|l Informasi vang diharusken olch Pernvalasn Standar ﬁ&nsi

*
Pemernntahan yang belum disajikan  dalam  lembar mul-\ ran
keuangan; dan N
(g] Informasi lainnva yvang diperlukan untuk penyajian y , vang tidak

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

| 5, Pengungkapan untuk masing-masing pos pada iap uangan mengkuti
gungkapan untuk

Kebijakan Akuntansi berlaku vang mengatur L@E
pos-pos vang terkait. Untuk memudahk Mbaca dalam memahami

atas Laporan Keuangan

laporan keuangan, pengungkapan ped

dapat disajikan secara narasi, bagary tar, dan skedul atau bentuk

lain vang lazim yang mengikhti cara ringkas dan padat kondisi dan

posisi keuangan entitas pela@ hasil-hasilnya selama satu periode.
PENYAJIAN INFORM. TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN
ENTITAS AHUHTAH&
16, Catatan atasNLapo Keuangan harus mengungkapkan informasi vang
.

R M ran entlas secara uImli.,

tu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada

wal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi

=) eliputi;
oiMisill dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiks: tempat entitas

tersebut berada;
(b) penjelasan mengenail sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan

(¢ ketentuan perundang-undangan vang menjadi  landasan kegiatan

operasionalnyva.



PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN DAN

EKONOMI MAKRO

18. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memaharmi
realisasi dan posisi Keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan,
termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makio,

19, Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan
Keuangan harus menvajilkan informasi vang dapat menjawab pertanvaan-
pertanyaan seperti bagmimana perkembangan realisasi da S151

.
Keuangan /liskal entilas pelaporan serta bagaimana hal terscbut (NGl

20, Untuk dapat menjawab pertanvaan-pertanyaan di atas, e pelaporan
harus menvajikan informasi mengenail perbedaan yan mengenal
realisasi dan posisi keuangan/fiskal penode berjalan ibandingkan

dengan periode sebelumnyva, dibandingkan denga , dan dengan
411;& . Termasulk dalamm
elkonomi makro yang

ingkan dengan realisasinya.

rencana lainnva schubungan dengan realisas

penjelasan  perbedaan adalah perbedaan

digunakan dalam penyusunan anggaran

21. Kebijakan fiskal vang perlu diung m Catatan atas pendapatan,
efisicnsi belanja dan penentua er atau penggunaan pembiayaan.
Misalnva penjaharan r:-m‘an@ dalam kebijakan penyusunan APBD,
sasaran, Progran I prioritas anggarari, kebijakan

micnsifikasi/ekstensiiy Q‘psualcan. pengembangan pasar surat utang

negara.

perlu diungkapkan dalsm Catatan atas Laporan

22, Ekenomi males va

Keuangan @ sLmsi-asams indikator ekonomi makro yang digunakan
dala :@man APBD berikut tingkal capaiannyva. Indikator ekonomi

webut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestk

ol Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga

. tinglkat suku bunga dan neraca pembayaran.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN
PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM

PENCAPAIAN TARGET
23 Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan

anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan
anggaran vang pertama kali disetajui oleh DPED, hambatan dan kendala

vang ada dalam pencapaian targel yang telah ditetapkan, serta masalah

7o
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lainnya vang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk
diketahui pembaca laporan keuangan.

24. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,
entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
persctujuan DPRD, Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi
dan perkembangan angearan, penjelasan atas perubahan-perubahan vang
ada, vang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan angparan pertama kall
disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kKondisi angg@da_n
keuangan enttas pelaporan. y

lkkhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandin segara garis
besar antara targel scbagaimana yang tertuang dal mﬂ dengan

Ind
o

realisasinya,
26, Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambara W tentang kinerja
dapatan-LRA dan

keuangan pemerintah dalam merealizsasikan gt

lan-LRA, belanja, maupun

pembiavaan dengan struktur sﬂbﬂga
[a} nilai target total; Q
(b9} nilai realisas: total;

[c] prosentase perbandingan Q target dan realisasi; dan
bedaan antara target dan realisasi.

laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan

untuk memberikan informasi keuangan lamnya vang

mungkin merNga pe
L 4 : w
dianggap E intuk  diketahui pembaca, misalnya kewsjiban yeng

{d) alasan utama terjadg

28, Untuk membantiy

memer] tersediaan dana dalam anggaran periode mendatang,

D AJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGEKAPAN KEBIJAEKAN
KEUANGAN

20, Enlitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan

kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASUMSI DASAR AKUNTANSI
0. Asumsi dasar atau konsep dagar akuntansi ericntu yang mendasari

penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak periu diungkapkan secara
spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti

sstmsi atay konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.



31, Sesum dengan Kerangka Konseptual Aluntanst Pemerintahan, asumesi dasar
datam pelaporan keuangan di lmgkungan pemerintah adalah anggapan vang
diterima sebagal suatu Kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar
akuntansi dapat diterapkan, vang terdiri dari:
ia) Asumsi kemandirian entitas;

b} Asumsi kesinambungan entitas; dan

{c} Asumsi keterukuran dalam satuan uang [monetary measurement),

32, Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi

schagal unit vang mandiri dan mempunyvai kewajiban untulk

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan ant iy Instansi

pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indj uhinys

asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk un anggaran

dan melaksanakannya dengan langgung jawalb pel fititas bertanggung
jawab atas pengelolaan aset dan sumber @Y ar neraca untuk
kepentingan vurisdiksi tugas pokoknya, ' atas kehilangan atau
kerusakan aset dan sumber dayva di v utang piutang vang terjadi
akibat keputusan entitas, serta te : idaknva program vang telah
ditetapkan.

33, Laporan keuangan disusun M afumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannva demikian, pemerintah diasumsikan tdak

si atas entitas pelaporan dalam jangha pendek.

pelaporan harue menyajikan setisp kegiatan yang

bermaksud melakulka

J4. Laporan keuang
nilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar

diagiymsiikan

memungki akukannva analisis dan pengukuran dalam alkuntansi.

mm&\&ﬁom KEUANGAN
as. a/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:
laWaralkat;

(b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
(c) Pihak vang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi,
dan pinjaman; dan

id) Pemerintah.
36, Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan Kketeérangan

kebijakan akuntansi terpilih schagal bagian dart informas: yang dibutuhkan,
untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperiuan lain.

Merelka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan
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tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting
dalam penvusunan laporan keuangan.

7. Penpungkapan kebijakan akuntans: dalam laporan keuanpgan dimaksudlan
agar laporan kevangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan
tersebut merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
vang sangal membantu pengeuna/pemakal laporan Keuangan, karena
kadang-kadang perlakuan yvang tdak tepat atau salah digunaXkan untuk
suatu komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubah saldo

anggaran lebth, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, a ran
perubahan ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan Lcrb *

KEBIJAKAN AKUNTANSI
38. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan aku

i’p-er]u disesuailtan

dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran p@ jakan vang paling
tepat akan menggambarkan realitas ekonogi oWt pelaporan secara tepat
dalam bentuk keadaan keuangan dan ks ’

39 Empat pertimbangan pemilihan un an kebijakan akuntansi vang

paling tepat dan penyiapan lapor, ngan oleh manajemen:

{a| Pertimbangan Sehat

(b} Ketidakpastian me]ing% nyak transaksi. Hal tersebut seharusnya
diakul dalam pfn\ 1 laporan kcuangan. Sikap hati-hati tidak

membenarkan sip@an cadangan rahasia atau disembunyikan
‘ &g\_ﬂi Bentuk Transaksi dan kejadian lamm harus

(e] Substansi
’ "
hwabkan dan disajikan sesual dengan hakekat transaksi

dipertangs
dan 6‘; jadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi
ata povlian,

(d] @ ialitas Laporan keuangan harus mengungkapkan sémua komponen

ame cukup material yvang mempengaruhi evaluasi atau kKeputusan-

keputuszan

40. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan

menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas

pelaporan  dan  metode-metode  penerapannya yang o secara material

mempengaruhi penvajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi



pertimbangan-pertimbangan penting vang diambil dalam memilbh prinsip-
Prifsip VAng sesudl,
41, Secara umum, kebijakan akuntans: pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berikut ini:

la) Entitas pelaporan;

(b) Basis akuntansi vang mendagari penyvusunan laporan keuangan,

¢} Dasar pengukuran vang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan,

(d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yvang bﬂ.h&n
dengan Pernvataan Standar Aluntans: Pemerintahan i diw‘rx oleh
suatu entitas pelaporan pada masa transizi. Sehaliknya ragoan lebih
dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas. 0

(e} setiap kebijakan akuntansi tertentu vang diperlukan k memahami

laporan keuangan. %’
42 Diunpgkapkannya entitas pelaporan dalam kebijglcany tansi adalah untuk
menvatakan bahwa entitas yvang berhak ¢ at kebijakan akuntansi

hanyalah entitas pelaporan, Entitas ak hanva mengikuti kebijakan

akuntansi vang dilciapkan alch rr@ poran di atasnyva. Ketiadaan
komponennya mempunyal polensi

informasi mengenal entitas pela
identifikasi permasalahan yang ada.

kesalahpahaman pembaca dgfig)
43 Walaupun  Kerang Meprual  Akuntansi  Pemernntahan  telah

asis akuntansi tertentu untuk penyusunan

menvarankan peng
tah, pernvatasn perniggunaan basis altuntansi yang

laporan }-r.l:':,lyﬁu'agmxI
mendasari lalgran Weuangan pemerintah semestinva diungkapkan pada

’ -
Catatan i ran Keuangan., Pernyatzan tersebut juga termasuk
pernva kesesuaiannya  dengan  Kerangka HKonseptual Akuntansi
Perge n. Hal ini akan memudahken pembaca laporan tanpa harus

kembali basis akuntansi vang tertera pada Kerangka Konseptual
ntnsi Pemerintalian.

44. Pengguns laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengulkuran yang
digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila
lehifn dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan, maka informasi vang disajikan harus cukup memadai untuk dapat
mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran
tersebull,

45 Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan,
manajemen  harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan terschut
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46

47 . K

48

dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaks: yvang
tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat
dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntasi vang perla
diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan
untuk disajikan antara lain:

|4} Pengakuan pendapatan-LRA;

(b} Pengakuan pendapatan-LO;

(c] Pengakuan belanja; 6

Id) Pengakuan beban; ‘\

e} Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; o *

il Investas:;
(g} Penpakuan dan penghentian/penghapusan aset d dan tidak

berwuud; Q’
(k] Kentralk-kontrak konstraksi; Q
fi] Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

(j| Kemitraan dengan pihak ketiga, QQ

(k] Biava penclitian dan pfngcmbang%
{l] Persediaan, baik vang untuk upun untuk dipaka: sendiri;

im)] Pembentukan dana cada :
(n} Pembentukan dana kese] an pegawal;

(0] Penjabaran mala Ly g dan lHndung nilai,
cSetiap  enttas \Q:mpﬂnimbangiﬁan jenis  kegiatan-kegiatan dan

* .
1 contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan

keuangan.

penda [@jﬁkr retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dan iuran wajib,
% hadap selisih kurs.

kebijslmn-keé kanWang perhu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

-

mata uang asing, dan perlakuan akuntansi ter

art akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang

e dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu,
perfu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan

vang tidak distur dalam Standar ini.

Laporan keuangan seharusnya menuniukkan hubungan angka-angka

dengan  periode  sebelumnya.  Jika perubahan  Kebyakan akuntansi

berpengarih material, perubahan kehijakan dan dampak perubahan secara

kuantitatif harus diungkapkan.



449, Perubahan kebijakan akuntansi vang tidak mempunyai pengaruh material
dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara
material terhadap tahun-tahun vang akan datang,

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG
DISAJIKAN PADA LEMEAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus menvajikan rincian dan penjelasan

atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi ﬂnggara‘n, ran
Perubahan Salde Anggaran Lcbih, Neraca, Laporan Gp{:raaiﬂnx oran
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas *

a1, Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan un ndapatan-

LRA, belanja, dan pembiayvaan dengan struktur sebagai b :
: *

(&} AngRaran;

(b} Realisasi; Q

(¢] Prosentase pencapalan: Q

(d) Penjelasan atas perbedaan antara ang ﬁ

{¢) Perbandingan dengan periode van :

ifl Penjclasan atas perbedaan an ode berjalan dan periode yvang lalu;

an realisasi,

(g Rincian lebih lanjut wnd@ menurut sumber pendapatan;
{h} Rincian lebih lanjut br% enurut klasifikas: ckonomi, organisasi, dan

fangsi; \
(i} Rincian lebil | 'Q‘lbiayaan] dan

il Penjelasan -h’ enting vang diperiukan,

Saldo Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa
Lebil ng Pembiavaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi

an pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir perinde dengan

3.

52. Penpelasan E poran Perubahan Salde Anggaran Lebih disajikan untuk

kir sebagai benkut:

ja] Perbandingan dengan periode vang lalu;
(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periade yang lalu;
(¢] Rincian vang diperlukan; dan
id] Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.

53. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan uniuk pos pendapatan-LO
dan beban dengan struktur sebagai berikut

ja) Perbandingan dengan periode yvang lalu;
(b Penjelasan atas perbedsan antara periode berjalan dan periode yang lahy



fc) Rinetan lebih langut pendapatan-LO menurutl sumber pendapatan;
(d)} Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan
fungsi; dan
(e} Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.
o4, Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan eluitas
dengan struktur sebagal benkut:
{a) Perbandingan dengan periode vang lalu;
(b) Penjelasan atas perbedaan antara pericde berjalan dan periode y. lu;
(¢] Ringian lebib lanjut atas masing-masing alkun dalam aset la.n: tasi
jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban } @ pendek,
kewajiban janglka panjang. dan ekuitas; dan 6(
(d) Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.
55. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk gos's

®)

operasi, aktivitas investasi aset non kcuangal@ pembiayaan, dan
sktivitas nonanggaran dengan struktur sebggaNpcrikut:

(a} Perbandingan dengan periode vang la
(b} Penjelasan atas perbedaan antara ) rjialan dan periode yang lalu;

] Rincian lebih lanjut atas atas i masing akun dalam masing-masing

5 kas dari aktivitas

bahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal

o0, Penjelasan atas Lapolg
pericde, su@ﬂiﬂ, dampak lumulatif perubahan
aha

kebijakan/ ke éndasar, dan ekuitas akhir perlode dengan struktur
L
sebagai beri

alktivitas: dan Q
|d) Penjelasan hal-hal Fm[iﬁ 1g- diperiukan.
\ L

[a] Perbgrtl dengan pericde yang laha;
n atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yvang lalu,

% an vang diperlukan; dan
e¥elasan hal-hal penting vang diperlukan.

PENGUNGHKAPAN INFORMAS]I YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANS] PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM
LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan harus menyajikan informasi
oleh Pernyataan Standar Akuntansi

57, Catatan atas yang

diharuskan dan dianjurkan
Pemerintahan  lainnva  serta  pengungkapan-pengungkapan lain yang
diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
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o8,

3, Pengungkapan informasi dalam catatan atas lapora

kontinjens: dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan imformas: dalam
Catatan atas Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi lain vang
belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan,

Karena Keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yvang digunakan,
beberapa transaksi atas peristiwa yang divakini akan mempunyai dampak
penting bagi entitas pelaporan tdak dapat disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan
gambaran yang Icbth Icngkap, pembaca laporan perlu‘ dij tkan

kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat me uhi

kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yvang akan
gan harus

menvajikan informasi vang tdak mengulang rincian Shlnya rncian

perscdiaan, rincian asct totap, atau rinclan pengel E?Blﬁlﬂjﬂé dari scperti

vang telah ditampilkan pada lembar mu]m@' keuangan. Dalam
beberapa  kasus, pengungkapan kebijalan untansi, untuk dapat

meningkatkan pemahaman pembaca, merujuk Ke rincian yang
disajikan pada tempat lain di laporarg . Dalam kebijakan akuntansi
o3 oulkuran adalah harga perolehan,

Penelitian terhadap akun- !f? ig mendukung pos aset fersebut

menunjukkan ads sal % n aset dengan harga selain harga peroichan,
karena aset dimaksudgM h dari donasi.

A

pos aset tetap disebuthan dasgf



PENGUNGEKAPAN-PENGUNGEAPAN LAINNYA

6], Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yvang
bila tdak diungkapkan akan menvesatkan bagi pembaca laparan.

2. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian
penting selama tahun pelaporan, seperti:
la) Pengegantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;

{b) Resalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen

braru; b
[¢] Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada N‘
{d} Penggabungan atau pemckaran entitas tehun berjalan; da *
le} Kejadian vang mempunyal dampak sosial, musalnyva pemogokan

vang harus ditangrulangi pemerintah.
63, Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap E%? berlaln sebagai

pelengkap standar ini. Q

dalaim memahami dan

SUSUNAN
54 Agar dapat digunakan oléh

membandingkannya dengan la angan entitas lainnya, Catatan atas

Laporan Keuangan biasanya ¢ Jengan susunan sebagai berikut:

{a] Informasi Umum tentan ptas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

bl Kebijakan fiskal /k

j¢l Ikhtisar penca >ég

|d) Kebijakan 1&5 vang penting:
ll Enmd@}rnn;

I'JIHFJ.EL vang mendasari penyusunan laporan keuangan;

pengukuran vang digunakan dalam penjyusunan laporan

dan ekonomii makro,;

et keuangan berilcut hambatan dan kendalanya;

E‘L.HTIE,.I-LTE
‘esesumian kehijakan-kebijakan akuntans: vang diterapkan dengan

ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemenntahan

oleh suatu entitas pelaporan;

5} Setiap kebijakan akuntans: tertentu vang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan, Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

6] Rincian dan penjclasan masing-masing pos Laporan keuangan;

7} Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar

Alkuntansi Pemerintahan vang belum disajikan dalam lembar muka

Laporan keuangan.
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8] Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

BUPATT TULURGAGUNCG,
GATUNSYNU WIE{‘!WE



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. OB
KAS DAN SETARA KAS

PENDAHULUAN
*
DEFINISI \

L

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang s faal dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daera eat likuid
vang siap dijabarkan fdicairkan menjadi kas serta dari risiko
perubahan nilai yvang signifikan. ¢

Kas juga meliputi seiuruh Uang Yang H tanggungjawabkan
(UYHD) vang wajib dipertangeungjawabkag *dilaporkan dalam neraca.
Saldo sunpanan di bank vang setiap apat ditarik atau digunakan

untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga uk setara kas. Setara kas sebagai

investasi jangka pendek v ' likuid vang siap dijabarkan menjadi
kas serta bebas dap g erubahan nilai vang signifikan. Setara kas

jukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka

pendek atau un n lainnyva. Untuk memenuhi persyaratan setara

kaw, invest:Mj janda pendek harus segera dapat diubah menjadi kas
*

dalam ju g dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai

vang seglipean, Oleh karena itu, suatu investasi discbut setara kas
+ %tmasi dimaksiud mempunyal masa jatuh 1tempo kurang dan 3

bulan dari tanggal perolehannva.

pada pemerintah deae

KLASIFIKASI

1.

L

Kas dan setara kas pads pemerintah daerah mencakup kas vang
diltuasai, dikelola dan dibawah tangeung jawab bendahara umum
daerah (BUD) dan kas vang dikuasai. dikelola dan di bawah tan gung jawab

salain bendahara vwmum daerah.
Termasuk adalam kas vaitu Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara

Penerimaan. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Setara Kas.



6. Setara kas, antara lain berupa sural utang negara (SUN)/obligasi dan

deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum

daerah,

PENGUKURAN

g
d =

Kas dicatat schesar nilai nominal. Nilai nominal artinva  disajikan
sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuly valuta
asing, dikonversi menjadi ruplah menggunakan kurs ten ank

Oo

stnlral pada tangpal neraca.

PENYAJIAN
B. Saldo kas dan sectara kas hamus disajikan dﬂl@?ﬂﬂﬂ dan Laporan

Arus Kas, Mutas: antar pos-pos kas dan setgla ak diinformasikan

dalam laporan keuangan karena kegiats ebut merupakan bagian
dar manajemen kas dan bukan an bagian darl aktivitas

operasi, investasi, pendamaan, dan % pada Laporan Arus Kas.

PEMERINT N TULUNGAGUNG

\ CA [SEBAGIAN)

20X1 ' 2040

AP o Lord
LA :ﬁ m

Pnruan Umum Cesrah ar aax
HEE Eie g

fael Telap

Chasivii @il @naga

Asel Lainnyd

‘Asat Morlencar Lasrwipa

I
i

PENGUNGHKAPAN



9. Pengungkapan kas dan sctara kas dalam Catatan atas Laporan

Revangan  (CALK) sekurang-kurangnye mengungkapkan hal-hal sebagai

berikut:
l. Rincian kas dan setara kas:
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan

3. Informasi lainnya vang dianggap penting.

*
BUPATI TULUKEA )
*
GA U WIBOWO
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR » 6 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO, 09
AKUNTANSI PIUTANG

PENDAHULUAN " 6

TUJUAN

1. Tujuman Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlal

untuk piutang meliputi saal pengakuan, pengukuran g

piutang di dalam laporan keuangan : N

RUANG LINGKUP Q
2. Kebijekan Akuntansi ini diterapkan un uth unit pemenntahan vang

mum dan mengatur tentang

gakuan, pengukuran, penyvajian,

menyajikan laporan keuangan unt
perlakuan akuntansinya, term
dan pengungkapan vang dip .

N

3, Piutang adalah merintah untuk menerima pembavaran dari
entitas 136"3135“1{ wajib  pajak/bayar atas keglatan yang

dilaksar ch pemerintah;
4, Pewngi Jpiutang tak tertagih adalsh taksiran nilai piutang yang
I %nan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang
escorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain, Nilai penyisihan
futang tok tertagih tidak bersifat akumulanl tetapi diterapkan setiap

akhir pericde anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang,

KLASIFIKASI

5. Piutang diklasifikasikan menjadi piutang pendapatan dan piutang lainnya

&, Piutang pendapatan terdirl dan piutang pajak, piutang retribusi, piutang
hasil pengelalaan kekavaan daerah vang dipisahlan, piutang lain-lam PAD

vang sah, piutang transfer, dan piutang pendapatan lainnya.



7. Piutang lainnya terdin dar bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian
lancar tagihan pinjaman kepada entitas lainnya, dan vang muka,

PENGAKUAN
B. Piutang diakui saat
a] Diterbitkan surat Ketetapan; atag
bf Telah diterbitkan surat  penagihan dan  telah dﬂakgﬁm

penagihan; atau .
¢l Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. \

9. Pemberhentian Pengakuan, Q ¢
Pemberhentian  pengakuan piutang selain  peluna a dikenal

dengan dua cara  vaitw pe&nghapuatagi@’ e-offf dan
penghapushukuan  (write down). Hapus tagly \ berkaitan dengan
perdata dan hapus buku yang berkait m akuntansi untuk
piutang, merupakan dua hal yvang har ipgrlakukan secara lerpisah,
"al-r.a.n intern  manajernenn,
ntanst untuk pengalihan

njadi ekstrakomptabel agar nilai
i dengan net  realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang adala
it

merupakan proses dan ke
pencatatan dar  intrakompta
piutang dapat dipertaha
Tujuan hapus buku i
chuitas vang Jebihxat_

otomats m:ngh& glatan penagihan plutang,

menampilkan aset yang lebih realistis dan

Penghapusbukuan piutang tidak secara

10. Penerimaan aigatas Piutang vang Telah Dihapusbukukan
Suatu vang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
a va, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung Jawab

shukukan, ternyata di kemudian hari diterima

¥
th&varanmﬂlunasann}*& maka penerimaan tersebut dicatat schaga
vang bersanglutan dengan lawan

pe:
Q srutang.  Terhadap kejadian adanya piutang vang telah

penerimaan kas pada periode

perliraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan

Pembiavaan, tergantung dari jenis piatang,

PENGUEURAN
11. Piutang dicatal dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap

tagihan vang ditetapkan;



12, Piutang vang disajtkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
{net realizable wvalue), oleh karenanya terhadap piutang vang
diperkirakan udak akan tertagih dilakukan penyisihan.

13, Penmukuran Berikutnva (Subseguent Measurement) Terhadap Pengakuan
Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan vang belum
dilunast tersebut dikurangi penvisithan kerugian piutang tidak tertagih.

14. Apabila terjadi kondisi vang memungkinkan penghapusan piutang maka

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piuta ang
dihapuskan. X

15, Penilatan kualitas pintang dilakukan dengan mempertim kgn jatuh
tempe/umur pittang dan perkembangan upaya an  yang
dilakukan oleh pemernntah dacrah. Kualitas piutang g kan pada

kendisi piutang pada tanggal pelaporan. ¢

16. Dasar vang digunakan untuk menghitungQ n piutang adalah

leualitas piutang. Kualitas piutang dikﬂ@ n menjadi 4 [empat)

dengan klasifikas: sebagal berikut:
1} Kualitas Piutang Lancar;

2} Kualitas Piutang Kurang La
J] Kualitas Piutang Elir.‘-;gu@

4] Kualitas Piutang Maget®

17. Penggolongan kuali
pemungut pajal
(1) Pajak Difgvar Mhdini Oleh Wajib Pajak (sell assessment); dan
(2} Pajak [@ﬁan (ieh Kepala Daerah {official assessment).
| &. Pengggl Kualitas Piutang Pajak vang pemungutannya Dibayar
b Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan;
litag lancar, dengan kriteria:
Q Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau
Masih dalam tengeang waktu jatuh tempo; dan/atau
¢, Wajib Pajak menvetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
d, Wajib Pajak kooperatifl; dan/atau
e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
[ Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan /banding.

(2} Kualitas Kurang Lancar, dengan kritenia:
a, Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau



b, Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 {satu] bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan:
dan [atau

c. Wajib Pajak kurang kooperatifl dalam pemeriksaan; dan/atau

d. Wajib Pajak menyvetuju sebagian hasil pemenksaan; dan/atau

e Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

{3) kualitas Diragukan, dengan kntena:
. Umur piutang lebih dari 2 lahun sampal dengan 5 tahun; d tau
b, Apabila wajib payak dalam jangka wakoa 1 (satu} bu]-ﬁ]"l ng

sejak tangeal Surat Tagihan Kedua belum mela asan;
dan fatau

. Wajib Pajak udak keoperatl, dan/atau
d. Wajib Pajak tidak meénverujui seluruh hmi@hksaan; dan [ atau

e. Wajih Pajak mengalami kesulitan Hkuit@
{4} Kualitas Macet, dengan kriteria!
a. Umur piutang lebih dari 5 tahu
b. Apabila wajib pajak dalam gy
sejak tanggal Surar Tag o

FAlau
tu 1 [satu] bulan terhitung

ige belum melakukan pelunasan;

dan/atau Q
c. Wajib Pajak tidak ul keberadaannya; dan/atau
., Wajib Pajak {meninggal dunia; dan/atau

e. Wajib Pa cifyalami musibah (foree majeure}.

KuaMeis Piutang Pajak vang pemungutannya ditetapkan

. TR
oleh KepalaQadeh (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kuali car, dengan kriteria ¢
ir piutang kurang dan 1 tahun; dan/atau

Masgih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

c® Wajib Pajak kooperatif, dan/atau

d. Wajib Pajak hkuid; dan/atau

c, Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding,
(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a. Umur plutang | sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b, Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagithan Pertama belum melakukan pelunasan:

dan/atau
Wajib Pajak kurang kooperatil dalam pemeriksaan, dan/atau



d. Wajib Pajak mengzjukan keberatan/banding.
(3} Kuahtas Dirapukan, dengan kriteria:
a. Umur prutang lebih dan 2 tahun sampal dengan 5 tahun; dan/atan
b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 [satu) bulan terhitung
sejak tangegal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
dan/atau
c. Wajik Pajak tidak keoperatif; dan/fatau

d. Wajb Pajak mengalami Resulitan likulditas.
*
(4} Kualitas Macet, dengan kriteria: \

a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau .
b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (sa terhitung

sejak tangeal Surat Tagihan Ketiga belum mela pelunasan;

dan/atau 4

¢. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaangfya® (§-18)

d. Waijib Pajak bangkrut/meninggal r:iu@ fatau
€. Wajib Pajak mengaiami musibah ajeure).
20. Penggolongan Kualitas Piatang R ¥ dflakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan krite
a. Umur piutang 0 sam ) 1 {satu} bulan; dan/atau

b. Apabila wajib retripiy Blum melakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh Q‘lg ditctapkan.
(2] Kualitas Kur rar, dengan kriteria

a. UmuNpiut lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 [tiga)

wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka

1u | (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
tidak dilakukan pelunasan.

@%Htﬂs Diragukan, dengan Kriteria:

a Umur piutang lebih 3 (tiga| bulan sampai dengan 12 {dua belas)

bulan: danfatau
b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka

waktu 1 {satu] bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua

ridak dilakukan pelunasan,

(#) Kualitas Macet, dengan kriteria:
a, Umur piutang lebih dari 12 (dua belas] bulan; dan/atau



b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu [ [satu) bulan terhitung sejak tangeal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instans vang menangani pengurusan piutang negara.,

31 Penggolongan Kualitags Piutang selain pajak dan retribusi dilalaalcan
dengan ketentuan:

(1} Kualitas lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan mn&g@uh
L
tempae vang ditetapkan. \

(2] Kualitas Kurang Lancar *
Apabila dalam jangka wakrou 1 {satu) bulan terhitung geal Burat
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan,

[2} Kualitas Dirapulan

*
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan @%ﬂjﬂk tangeal Surat

Taghan Kedua tidak dilakukan pelun

4] Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu | ‘H% fAnfrerhitung sejak tanggal Surat

pelunasan atau piatang telah

Tagihan Ketiga ddak di
diserahkan kepada inst@i ¢ MmMenanganl pengurusan piutang

negara.

Qﬂgih dilakukan melalui estimasi berdasarkan
dule). Piutang dalam aging schedule dibedakan

22. Penvisihan piutang

umur pivtang |
tang, baik dalam menctapkan umur maupun

menurul &S
* e
penentian % vang akan disisihkan.

23. Tabel se penyisihan piutang pajak dacrah
Tahel |
\ Kuahtas Kurang Kualitas .
alitas Lancar Lancar Diragiikan Kuﬂtat:h bﬁiﬂﬂ
[< 1 tahun] {1-2 tahun) [>2-5 tahun) 4 )
0,5% L S0%* 1O0%"

. ﬁlv:ll:lal'l dikurang dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan [jika ada)

e




24, Tabel persentase penvisihan plutang retribusi

Tahel 2
| " Kualitas Kuran : !
| Kualitas Lancar Lancar ; DIer;::lt;:n | Rualitas Macet 'I
| [0=1 bulan) (=1-3 bulan] (>3-12 bulan) (=12 bulan}
| (0, 2% 10% a0= 100%~ ‘
| 1

* getelah di]-:ur_:g.ng'i dengan nilai agunan atau n-{]ai.EEEng sitasn (iea é

25. Tabel persentase penyvisithan putang selain pajak dan retritb§

Tabel 2 Q
.

oo | Kuahtas Kurang | Kuah .
' : itas Macet
Kualitas Lancar ¥ | D kual

0,5% ‘ 10% | %ﬂ* 100%*
* setelah dikurangl dengan nilai agu @ fiiai barang sitaan (jika ada)

26. Penyisihan dilakukan setj % tetapi pada akhir tahun baru
dibebankan, Pencatatan ksi penyisiban Piutang dilakukan pada
&ahﬂn masih terdapat saldo piutang, maka

piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas

dihitung mila

plutangnya
L 4 f
27, Penyisihan g tidak dilakukan terhadap piutang transfer.
28, Penghg piutang tidak menjadi bagian dari kebijakan akuntansi

pru tapi akan diatur tersendiri dalam keputusan Kepala Daerah.

O




SUSUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NERACA [SEBAGIAN)
iDalam Fapiah)
No. | Uraian 20X1 | 20X0
| | ASET LANCAR |
: } | Prutang Pajalk XX X
2 | Piutang Retribuai M MM
| 3 | Penyisthan Piutang I XX | J'.'%{J(
| 4 | Belanja Dibayar Dimuka AAX
| 5 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan | XXX
Negara
| 6 Bagan Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah L 2
" 7 |Bagian Lancar Pimjaman kepada Pemerint : XXX
Pu=at
i 2] | Bagian Lancar Pinjaman kepada | XXX b
Daerah Lannva
o | Bagian Lancar Tagihan Penjualag R MK KX
10 | Plutang Lainnva B0 2K
11| Jumlah Aset Lancar S 200
PENGUNGKAPAN \
20 Piutang  disaji fin  diungkapkan secara memadai. Informasi
mengeriai giutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan

Puas La uangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
akuntansi vang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
ku ran plutang:
“ian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat

l{ulel{uhlhtam}'a

3. penjelasan atas penvelesaian piutang;

4, jaminan atau sitm  jaminan jika ada, Khusus untul tuntutan gant
rugi/ tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan pintang vang
masih dalam proses penyelesaian, baik melalu cara damai maupun
pengadilan,

30, Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. [nformasi varng

perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilal piutang,

9&

o



nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan
penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu,

BUPATI] TULUNGAGUNG,

5



LAMPIRAN X1 : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR » & TAHUN 2025
TANGGAL » 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10
AKUNTANSI PERSEDIAAN

PENDAHULUAN ‘\6
TUJUAN .
I. Tujuan Kebijakan Akuntansi nl adalah mengatuar p-r::: @ akKuntansi

vntuk persediaan melipuli saat pengakuan, penguk an penyajian

persediaan di dalam laporan keuangan Q’

RUANG LINGEKUFP
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan ur luruh unit pemerintahan yang

menvajikan laporan keuangan u umum dan mengatur tentang

pengakuan, pengukuran, penvajian,

idek termasuk perusahaan dacrah.

perlakuan akuntansinya, te

dan pengungkapan _*ran%@a

DEFINISI
3. Persediaan sgalah Nt lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkd Jcuk mendukung  kegiatan operasional Pemerintah

Hahupu@; ungagung, dan barang-barang yang dimaksudkan untulk
a

dijul tau diserahkan dalam rangka pelavanan kepads masyarakat,

Mras

4, Persediaan merupakan aset yang berupa:

o, Barang atau perlenckapan (supplies) vang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tulungagung, misalnya
barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakal
seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti

komponen bekas



b. Bahan atau perlengkapan (supplies] yang akan digunakan dalam
proses produks:, misalnyva bahan baku pembuatan alat-alat pertanian,
bahan baku pembuatan benih,

¢. Barang dalam proses produksi vang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masvarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian
setengah jadi, benih ¥ang belum cukup umur.

d, Barang vang disimpan untuk dijual atau diserahkan Kepada

masvarakal dalam rangka kegiatan pemerintahan Pehm‘mh

Kabupaten Tulungagung, misainva adalah hewan dan bi-h:t\ man,
untuk dijual atau dimerahkan kepada masyarakart, ¢
e, Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tid | kan dalam
neraca, retapr diungkapkan dalam Catatan atas Lapo uangan.
L 4

5, Persedidan diakui {a) pada saat pote aat ekonomi masa depan

diperolen pemerintah dacrah dang nyai nilai atau bilaya vang
diterima atau hak

PENGAKUAN PERSEDIAAN ;Q

dapat diukur dengan andal a =saat
leepemilikannya dan/atau ke annva berpindah,

6. Padaakhir periode akunt @ persediaaan disesuaikan dengan hasil
inventarisasi [isik.

7. Sering kali L::r_iad@ perscdiaan antara catatan persedigan menurut
bendahara ‘Bwhgurus barang atau catatan persediaan menurut

fungsi aku

ieodengan hasil stock opname,

dapat disebabkan karema persediaan hilang, usang,
RaN!EI dlau rusak,

S Mlisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlsh vang

QI. maka sclisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika

Qljsih persediaan  dipertimbangkan sebagal suatu  jumilah yang
abnormal, maka selisin persediaan inl diperlakukan sebagmi kerugian

dasrah.

PENGUKURAN PERSEDIAAN
L0, Persediaan diukur sebesar
I} Biava perolchan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persedisan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

99
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penanganan dan biayva lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
latnnya vang serupa mengurangl biaya perolehan.

2} Harga pokek produksi apabila diperoleh dengan memproduks: sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaye langsung yang terkait
dengan persediaan vang diproduksi dan biava tbdak langsung vang
chalokasikan secara sistematis,

3y Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai  wkar

penyvelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan bég

melakukan transaksi wajar (arm fength transaction)
11. Persediaan hewan dan tanaman vang dihmbanghiaﬂ% tlai dengan

menggunakan milal wajar.
12. Persediaan dinilar dengan menggunakan Mfltldt%ﬁi Pertama keluar

Pertama.

13. Harga pokok dari barang-barang vang D@ kali dibeli akan menjadi
harga barang vang digunakan/dij kali. Sehingga nilai

persedigan akhir dihitung dimulaj ga pembelian teralkhir,

14. Pencatatan persediaan dengan nakan metode perpetual, Dengan

metode perpetual, pencatat n seliap ada persediaan vang masuk

dan keluar, sehmgga\'

PENYAJIAN

ah persediaan selalu ter-update.

ilein sebapal bagian dan aset lancar. Berikul ini adalah
jaan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tulungagung,

15, Persediaan

penyaji

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Q; NERACA (SEBAGIAN)

(Dalam Rupiah)
: " Uraian 20X1 | 20%0 |
lasmr’mmm
i Persediaarn 000 D% |
2 | EKUITAS |
PENGUNGHKAPAN

165. Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah Tulungagung mengungkapkan:
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1} kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan:

2] penjelasan lebih lanjut persedisan séperti barang atau perlengkapan
vang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual arau diserahkan kepada masvarakat, dan
barang vang masih dalam proses produksi yvang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat: dan

3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau u%

NU WIBOWO
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LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : b TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAEAN AKUNTANSI NO. 11
AHUNTANSI INVESTASI

PENDAHULUAN . \6

TUJUAN
I. Tujuan kebijakan akuntansi im adalah mengatur perig
untuk investasi baik investasi jangka pendek maup &
panjang meliputi pengakuan, penentuan nilai terc sﬁ't‘ i

perlakuan akuntansi atas penilaian kKembali nan niial tercatat

|carrying value} investasi.

RUANG LINGKUFP %
2. Kebijakan Akuntansi ini ditera % seluruh unit pemerintah yang

menyajikan laparan keuangagg tujuan umum dan mengarur tentang
@.{l{ pengakuan, penilaian, penyajian, dan

perlakuan akuntansinya,
pengungkapan vang @_ﬂ
DEFINISI 0

3. Investasi %ﬂcan aset wvang dimaksudkan untuk memperoleh
ik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat

manfaa

S0 %ﬂ dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daecrah dalam

pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan mstrumen

Q dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan
arplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang

dan memaniaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka

pendek dalam rangka manajemen kas.
4. Selain definisi vang telah dijelaskan diatas, berikut adalah istilah-istilah

vang digunakan dalam kebijalkan akuntans: ini
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemeriniah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.
Revaluasi adalah penilaian kembali
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Investee adalah penerima investasi

Mctode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitag adalah snatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuatkan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

bersih/ ckuitas dari badan usaha penerima investasi (investee} yang terjadi

sesudah perolehan awal investasi t
*

HLASIFIKASI *

5. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangla waktun investasi
jangka pendek dan investasi jangka parnjang. IgvesTe gka pendek
merupakan Kelompok aset lancar sedangkan | gi jangka panjang

merupakan kelompok asel non lancar,
Investast jangka pendek merupakan inve
dapat segera diperjualbelikan /dicair

g memiliki karakteristk
am waktu 3 bulan sampai
dengan 12 bulan. Investasi jan % biasanya digunakan untuk
tujuan manajemen  kKas  din merintah dacrah dapat menjual
investasi terscbut pka mQ utuhan akan kas, Investasi jangka
pendek biasanya begsigo ah

Investasl Jangka P¢ erbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu
inviestasi masu asi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud
MEempLunyai 54 jatuh  tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal

peroleh
Invgst sm(a pendek dapat berupa;

:t-n.
rat Utang Negara (SUN); adalah surat berharga vang berupa surat

p-u:ngakuun utang dalam mata uang rupiah maupun valula asing yang

dijamin pemhbayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik

ndonesia, sesuai dengan masa berlakunyva
{e) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
(d) Surat Perbendaharaan Negara {SPN) adalah Surat Utang Negara vang

herjangka wakiu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan

pembavaran bunga secara diskonto.
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9. Investasli jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memiliikn jangka waktu lebih dan 12 bulan. Inovestasi jangksa panjang
dibagli menurut maksud berinvestasi, yaiiu permanen dan nonpermarnen.
Investasi Permanen adalah investasi jangka pamjang vang dimaksudkan
unruk dimiliki secara berkelanjuran, sedangkan Investasi Nonpermanen

adalah mvestas jangka panjang vang dimaksudkan untuk dimiliki secara

tidak berkelanjutan

10, Invesatasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah inves
tidak dimaksudkan untuk diperjualbelkan, tetapi untuk nfend % j
deviden dan/atau pengaruh vang signifikan dalam jangka p&nan&n fatau
menjaga hubungan kelembagaan. Investast permanen da EE:L
{a) Penvertaan Modal kepada BUMN
{b) Penvertaan Modal kepada BUMD .

(¢) [nvestas) permanen fainnya

11. Investasi nonpermanen yang dﬂalmka% pemerintah, antara lain

berupa:
{a) Pinjaman kepada Badan Usaha & ra
(b] Pinjaman kepada Badan Us K Dacrah

¢} Investas: dalam obligas

id) Investasi dalam prove

(e] Dana Bergulir

i Depaosito J A ng
(g Investasjgion Manen lamnnya
L 4
PENGAKU ' TASI

% luaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila

hi zalak satn kriteria;

12.3u
1
Q ungkinan manfaar ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial

di masa vang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah;
b. Nilai perslehan atau nilal wajar investasi dapat dinkur secars memadai
[rehiable],

13, Pengeluaran untuk perelehan
pengeluaran kas pemerintah dan tdak dilaporkan sebagai belanja dalam

laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh

investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembrayaan.

investas: jangka pendek diakui scbaga



14. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi
kriteria pengakuan investas: vang pertama, entitas periu mengkaji tingkat
kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa vang akan datang berdasarkan bukt-bukt vang tersedia
pada saat pengakuan vang pertama kali. Yang dimaksud entitas disini
adalall unit pemenntahan vang terchri dar satu atau lebih entitas akuntansi
atau enltas pelaporan vang menurul ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menvampaikan laporan pertanggungiawaban rupa
laporan keuangan. Eksistensi dan kepastian yvang cukup ha_m\ faat

iy

ekonomi vang akan datang atau jasa potensial vang a
¢
eh manfaat

yperoleh
memerlukan suatu jaminan bahwsa suatu entitas alkan me
. timbul.

dart aset iersebut dan akan menanggung nisiko yvang m

15. Kritema pengakuan investasi sebapgaimana di%}a a poin (b,

biasanva dapat dipenuhli kKarena adanva 1 pertukaran atau
pembelian VATLE didukung Q buleti vang

menyatakan/mengidentifikasikan biay annyva. Dalam hal tertentu,
asarkan biava perolehannya

suatu investasl mungkin diperoleh
atau berdasarkan nilar wajar p al perolehan. Dalam kasus yvang

yang lavak dapat digunalean.

demikian, penggunaan nilai g

16. Untuk beberapaygn 'estasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk
nilat pasar, ﬂ%i investasi vang demikian nilai pasar dipergunakan

sebapai erapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yvang tidak

megnil} r vang aktil dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat

%wajar lainnya,

1% % ominal adalah nilai vang tertera dalam surat berharga seperu nilai

,ng ertera dalam lembar saham dan obhigasi,
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pthak

vang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

19, Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham clamn
obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan, Biava perolehan
investast meliputi harga transaksi investasi itu sendin ditambah komisi

perantara jual beli, jasa bank dan biaya Jainnya yang timbul dalam rangka

perolehan tersebut.
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22,

24,

B
o

26,

Eda.

cApabila mvestasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya

perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada
tangeal permlehannyia vaitu sebesar harga pasar, Apabila tudak ada nilai
wajar, biayva perolehan setara kas yvang diserahkan atau nilal wajar asct lain
vang diserahkan untuk memperoleh mvestasi tersebut,

Investas] jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnyae dalam bentuk
deposito Jangka pendek dicatat sebesar nilal nominal deposito tersebut
Investasi jangka panjang vang bersifal permanen misalnya ‘ertaEan
modal pemenntah, dicatat sebesar biava perolehannya m

transaksi investasi itu sendir ditambah biaya lain yang tmbul dalais rangka

4
perolehan investasi tersebut.

Anvestast nonpermanen misalnya dalam bentuk pem bligasi jangka
panjang dan investasi vyang dimaksudkan aly emmk dimiliki
berkelanjutan, dinilai sebesar nilai peroleh dangkan investasi

dalam bentuk dana talangan untuk p&@ n perbankan yang akan
) Nt

segera dicairkan dinilai sebesar nilai be dapat direalisasikan.

Investasi nonpermanen dalam bent an modal di proyek-provek

pembangunan pemerintah dinil; biava pembangunan termasuk

biava vang dikeluarkan untu pnaan dan biaya lain yang dikeluarkan
dalam rangka penvelesal ovele sampai provek tersebut diserahkan ke

pithalc ketiga. 6

. Investasi Iiﬂ:l% dicatat sebesar nilai bersih vang dapat
1 i

dircalisasiky n hanva jika invesatasi tersebut dalam rangka

lkebijakan ﬂt vang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam

stasi jangka panjang diperoleh dart pertukaran aset pemerintah,

yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya

: % lai mmvestasi

lchan, atau nilai wagar investasi tersebut jika harga perolehannya tidale

METODE AKUNTANSI INVESTASI

7

Akuntansi invesiasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode

yaitu:

la) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya

perolchan. Penghasilan atas investasi tersebul diakui sebesar bagian
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28. Penggunaan metode untuk investasi didasar

249,

hasil vang ditenma dan tidak mempengaruhl besarnva invesiasi pada
badan usaha/badan bukum yvang terkait.
(b} Metode akuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pernerintah mencatat investasi
awal sebesar blava perolehan dan ditambah atau dikurangi scbesar
bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham vang diterima
pemerintah akan mengurangi nilai  investasi pemerintah tidak
dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nit tas
juga diperlukan untuk mengubah pors]i  Kepemilif n\we&m&t

% t‘Pﬂng&mh

Fiteria scbagai

pemerintah, misalnva adanva perubahan yvang timb

valuta asing serta revaluasi aset tetap.

milikan kurang dar 20%

berikut!
[} Kepemilikan kurang dari 20% rn-:ngguna: Niotode biaya;

(b Kepemilikan 20% sampai 50%,

engpunakan metode ekuitas;
kan metode ekuitas;

tetapi memiliki pengaruh vang si
[c] Kepemilikan lebih dari 50%
) Kepemilikan bersifat nu:b 80 menggunakan metode nilal bersih

vang direalisasikan,
Dalam kondisi terten Qﬁl‘iﬂ besarnya persentase kepemilikan saham
bukan merupal f; - yang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian in T&- api vang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh

{the degree Perce) atau pengendalian terhadap perusahaan investee,

Ciri-ciri va pengaruh arau pengendalian pada perusahaan invesiee,

;J Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

perusahasan investes;
[d] Kemampuan untuk mengendalikan mayoriias suara dalam

[e] rapat/perlemuan dewan direlks.
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PENGAKUAN HASIL INVESTASI

J0. Hasil investas) wvang diperaleh dar investasi jangka pendcek, antara lain
berupa bunga deposite, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend)
dicatat sebagai pendapatan.

J1. Hasil investas: berupa dividen tuna vang diperoleh dari penyertaan maodal
pemerintah vang pencatatannya menggunakan metode biayva, dicatat
sebagan pendapatan hasil invesiasi, Sedangkan apabila menggunakan
metode ekuitas, bagian laba vang diperoleh oleh pemerintah a
mengurang nilal investas) pemenntah dan tidak dicatat sebag

hasil investasl, Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham va.ng iterima

ana vang

akan menambah nilai mvestasi pemenntah dan e

ditnvestasikan dengan jumlah yvang sama;

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI b
32 Pelepasan investasi pemernntah dapat karena penjualan, dan

pelepasan hak karena peraturan peme @ dan lain sebagainya.
gka pendek diakui sebagai

33, Penerimaan dari penjualan 'Ln*n%
penerimaan kas pemerintah ak dilaporkan secbagai pendapatan

danghkan penerimaan dari pelepasan

dalam laporan realisas] angs
} sebagal penerimaan pembiayaan. Pelepasan

investasi jangka pan; Q
sebagian dari inves entu vang dimiliki pemerintah dinilai dengan

menggunal-;an —ram

34, Nilai rata-ra p ::h dengan cara membagi total nilai investagi terhadap
% m vang dimiliki oleh pemenntah.

total ju
a0 P-f_‘ pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen

vca.tasl jangka pendek, Aset Tetap, Asel Lain-lain dan sebaliknya.
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SUSUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NERACA (SEBAGIAN)

[Calam Rupiah]

| Ho. Uraian | 20%X1 | 2oXo0
| ASET LANCAR
l.t Invesiasi Jangka Pendek XRR Rk
2| INVESTASI JANGKA PANJANG N
5_1 1 ”I_nﬂutaal HNonpermanen .
|* | Pinjaman kepada Perusahaan Negara XX @
| 3 Finjaman kepada Perusahann Onsrah XX %
[ Dana Bergulir S E
Ei Investas| dalam Obligasi
| 8 | Investasi dalam Proyek Pembangunan ¢ | XXX
| 9 Investasi Nonpermanen Lamnysa XXX AR

XXX XXX |

0 | Jumlah Investasi Nonpermanen

X 11

I Investas Permanen
i i
12 | Penvertaan Modal Pemerinta { 3

BB B E
Bl B B

dalam Catatan atas L:apnrﬂn Keunangan

|b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan Nonpermansn,;
ic) Perubabian harga pasar baik investasi jangka pendek AL LI

investasi jangka panjang vang memiliki harga pasar;
(d) Penurunan nilai investas: vang signifikan dan penyebab penurunan

tersebut;
(¢) Investasi vang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannyi;

ifi Rekeonsiliasi nila: investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode

elonitas;
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i8] Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rug
yang melebihi nilai investasi;

(h} Kewajiban yang timbul dari bagian alcumulasi rugi yang melebihi nilai
investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum:

(i) Perubahan klasifikasi pos investasi:

g} Perubshan porsi  kepemilikan atau pengaruh  signifikan  vang
mengakibatkan perubahan metode akuntansi
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LAMPIRAN XIIl: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TAMNGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

PENDAHULUAN

TUJUAN

I. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perla[r:ua.; 51
untuk aset tetap dan aset lainnya meliputi  pengakuan, nguan nila
tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi ata an kembali

dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tefap.
L 4

RUANG LINGKUP Q
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan u ruh unit pemerintah yang
u

menvajikan laporan Keuangan untug mum dan mengatar tentang
perlakuan akuntansinya, ter \gakuan, pengukuran, penvajian,
dan pengungkapan yang dit idak termasuk pemenintah daerah.

N

3. Berikur ini adal Well-istilah vang digunakan dalam kebijakan akuatansi

dengan pen 1811 %

ber dava ekonomi vang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

0

{aWsebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
0 oemerintah maupun masyvarakat, serta dapat diukur dalam satuan
lang, termasuk sumber dayva nonkeuangan yang diperlukan untuk
penvediaan jasa bag masyarakat umum dan sumber-sumber dayva vang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempiinyal masa manfaat lebih dari
12 [dua belag) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

5=

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

LI A,



Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas vang telah dan vang
masih wajib dibavarkan atal nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang
masih wajib diberikan untuk memperoleh sustu aset pada saat perolchan
atau konstruksi sampail dengan aset tersebut dalam Kondisi dan tempat
vang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

(a) Perinde suatn aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan

dan/atan pelavanan publik; atau
{b) Jumlah produksi atau unit serupa vang diharapkan diperoleh set

untuk aktivitas pemerintaban dan/atau pelavanan publik,
4

Nilai sisa adalah jumlah neto vang diharapkan dapat dj pada akhir
masa manfaat suatu aset selelah dikurang taksiran bla =l pasarn.

tercatat amount) asct adalah nilai %set, yang dihitung

A%l penyusutan.
Nan kewajiban antar pihak
kan transaksi wajar.

dari biayva perolehan suatu aset setelah ci
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atan pe

vang memahami dan berkeinginan unt

Penyusutan adalah alokasi vang sl%‘u as nilai suatu asct tetap vang

dapat disusutkan (depreciable selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Q
KLASIFIKASI :\0
i

4. Aset tetap dik kan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinva <
sebagal

dan Mesin;
‘Qh

] Aset Tetap Lainnya; dan
i Konstruks: dalam Pengerjaan.

5. Tanah vang dikelompokkan sebagal aset tetap jalah tanah yang
diperaleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Wivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah

dung dan Bangunan;
lan, Irigasi, dan Jaringan;

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6 Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elekionik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya vang nilainya
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signifikan dan masa manfaatnya lebih darl 12 bulan dan dalam konchisi siap
pakai

7. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakal dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai,

8. Jalan, irigasi, dan jaringan mecncakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

pemerintah daerah dan dalam kendisi siap dipakai,

9, Aset tetap lamnnya mencakup aset tetap yvang tdak dapat dike @(an
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yvang diperoleh dan di aatkan
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan d a@:r?disi siap
dipakal.

10, Kanstruksi dalam pengerjaan mencakup aset t vpne” sedang dalam
proscs pembangunan namun pada tanggal ]apb gan belum selesai

seluruhnyva.

11, Aset tetap yvang tdiak digunakan uniou Qﬂ.ﬂ operasional pemerintah
tidak memeniuh definis: aset etap L@ disajikan di pos aset lainnya
sesual dengan nilar tercatatnya. %

PENGAKUAN ASET TETAP

12, Aset tetap diakui pa\nt anfaal ekonomi masa depan dapat diperoleh
_ handa!l. Untulk dapat diakui sebagai aset tetap,

dan nilainya diuku@
suatu aset l‘l"l]'l.l& jud dan memenuhi kriteria:
manfaat lebih dari 12 (dua belas| bulan;

fian aset dapat dinkur secara andal;
aksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

{a] Mempu

aleh atay dibangun dengan maksud untuk digunakan,
menentukan apakah suatu pos mempunyal manfaat lebih dan 12
Qa belas) bulan, suatu entitas harus menilal maniaat elo nomi masa depan
varg dapat diberikan oleh pos terscbut, baik langsung maupun tidak
Jangsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat
beriipa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagl pemerintah.
Manfaat ckonomi masa vang akan datang akan mengalir ke suatu entitas
dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan
menerima risika terkait, Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat
dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal im terjadi, perolehan

aget tidak dapat diakuL
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14. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat
transaksi pertukaran  dengan buktl pembelian  aset tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruks:/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan
atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak cksternal dengan entitas
tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lamn vang

digunakan dalam proses konstruksi,
15. Tujuan utama dari perolehan asct tetap adalah untuk diguna

it oleh

pemenntah dalam mendulkung kegiatan operasionalnva  da

dimaksudkan untuk dijual. \
16, Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap t:l@t?ima atau

diserahkan hak kepemilikannyva dan atau pada nguasaannya

berpindah.
17. Saat pengakuan asct akan lebih dapat diand

*
ila terdapat bukt

bahwa telah terjadi perpindahan hal kepeag dan/atau penguasaan

secara hukum, misalnva sertifikat tana kti kepemilikan kendaraan

bermotor, Apabila perolehan aset et idukung dengan bukt secara

hukum dikarenakan masih a @u&tu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembeliag, i3 rang masih harus diselesaikan proses

jual beli {akta} dan sertifi ikannva di instansi berwenang, maka
$ diakui

aset tetap tersebut pada saat terdapal bukti bahwa

penguasadan atas rLXp tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayarar d:& Lasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik
gebelumny. *

PENG : SET TETAP

18, ‘ ap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap
Qﬂ menggunakan biava perolehan tidak memungkinkan maka nilai

Qct tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

19. Biava perolehan adalah jumlah kas atau sctara kas wvang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset
pada saat peroleharn atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat vang sigp untuk dipergunakan.

20. Biava perolchan suatu asct  letap terdiri dari hargan belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biava vang dapat

diatribusilkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
vang membuat aset tersebul dapat bekerja untuk penggunaan Yang
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dimaksudkan vang dikclompokkan berdasarkan jenis aset tetap. Biaya
perolehan dari masing-masing Aset Tetap vang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan  perbandingan nilai  wajar masing-masing aset yang
bersanpkutan.

21.Biava perolchan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi;
la) biava langsung untuk tenaga Kerja, bahan baku,
Ib) biava tidak langsung termasuk biaya perencanasn dan pen an,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan;
{c) sémua bimva lainnva vang terjadi berkenaan denA' Igangunan

Aset Tetap tersebut,

22, Konstruksi Dalam Pengerjaan , Jika penyclesaian @guggr suatu aset
tetap melebihi dan atau melewati satu peri anggaran, maka
aset tetap vang belum selesai tersebut digol dan dilaporkan sebagai
konstruksi dalam pengerjaan sampal de $1 tersebut sclesai dan siap

tetap vang diperoleh secara gaht ditentukan dengan mengalokasikan

harga gabungan tersebut ) an perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang be I,
24, Pertukaran Aser, Suaasct tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau

pertukaran ebs&- set tetap vang tidak serupa atau aset lannya.
Biava dari ednacam itu dinkur berdasarkan nilal wajar aset vang

dipcmif% nilai ekuvalen atas nilai tercatat aset vang dilcpas
et suaikan dengan jumlah setiap kas ataw setara kas

Qm jiban lain vang ditransfer/diserahkan. Suatu aset  tetap dapal

dipakal.
23. Perolehan  Secara Gabungan. E;’ %ﬁ: an dari masing-masing aset

leh melalui pertukaran atas suatu Asel VANg serupa yang memilila

aanmat vang scrupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset
lerap jupa dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset

vang serupa, Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan
keruman vang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru

diperoleh dicatat sebesar nilal tercatat jearrving amount| atas asel yang

dilepas.
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25,

26,

27.

28,

29.

JU0.

Asct Donasi. Asct tetap vang diperoleh dari sumbangan (donasi harus

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aget tetap

dari donasi diakui sebagal pendapatan operasional,

Aset Bersejarah. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk umit,
misalnva jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen,
dilam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk
perolehan, konstruksl, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam
laporan operasional sebagai  beban tahun terjadinya penfgluaran
tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang &c E

untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan loRgs: vang
.

ada pada periode berjalan.
Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan Ke @ gn pemerintah

daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimunm tgheei Asct Tetap.
galuan minimum

Jika nilai perolehan Aset Tetap di ba
] t diakul dan disajikan

dalam Catatan Atas

kapitalisasl maka atas Aset Tetap tersebut 1

sebagai Aset Tetap, namun tetap di
Laporan Keuangan.
Nilal satuan minimum kapitalis @ pengeluaran pengadaan baru.

Nilal satuan minimal untuk ggr n peralatan dan mesin, dan alat olah
raga vang sama dengan a @

1 Rp 1.000.000 (satu juta rupiah}, dan
Rp20.000.000 (Dua i#a rupiah) untuk gedung dan bangunan.
Nilai satuan mifi pitalisasi dikecualikan untuk aset tetap berupa
tanah. jala

perpustaka
Belan)a

ringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
n®harang vang bercorak kesenian
n dan mesin vang mempunyvai manfaal ekonomi lebih dari

| bulan dengan nilai satuan barang dibawah nilai kapitalisasi

12 ﬁ
% atat sebagai asect dan termasuk dalam barang extra comptable,
a tidak dicatat di dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan

as Laporan Keuangan. Nilal Satuan Minimum Kapitalizasi Aset Tetap

dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi/ jarmgan,

dain asct tetap lainnya berupa keoleksi perpustakaan  dan barang

bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Artinya
vang berkaitan dengan aset tanah,
tetap lainnya  berupa  koleksi

adalah semua pengeluaran
jalan/irigasi/jaringan, dan  aset
perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses

belajar mengajar harus dikapitalisasi.
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31, Pemeliharaan  jalan/irigasi/jaringan  vang belum/tidak direncanakan
sebelumnya/tidak terukur volumenya  tetapi secara teknis segera
memerlukan perbaikan dianggarkan di belanja barang dan jasa serta tidak
dikapitalisasi.

32 Suatu pengeluaran  setelah  perolchan atau  pengeluatan pemelitharaan
akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap vang dipelihara:
(a) bertambah ekonomis/ cfisien, dan/atau
() ertambah umur ckonomis, dan/atau *
(¢} bertambah volume, dan/atau \
{d) bertambah kapasitas produksi
(2} Nila1 pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset

sama dengan atau melebihi nilai satuan mingun, aabitalisasi Asct
Tetap, Nilai satuan minimum kapitalisasi ef penambahan nilai
aset tetap dari hasil pengemhsng&né@ﬁ asi, renovasi, dan

restorast.

33. Penyusutan adalah alokasi vang sig @M atas nilai suatu aset totap

vang dapat disusutkan (deprecigh ' cPis) selama masa manfaat aset

vang bersangkutan, Nilai % g tan untuk masing-masing  periode

diakui sehagai pensurang, Ml Yertatat aset tetap dalam neraca dan beban
éemsmnm. Untuk memudahkan perhitungan,

penvusutan dalam !a\

make nilal residu gli sikan scbesar O, Perhitungan penyusutan atag

™ pada tahun perolehan per semester,

vusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap
dan Ekstrakompatabel, Hasil perhitungan penyusutan Aset

rakomptabel

TE$ tidak disajikan dalam Laporan Keuangan
tah Dacrah,

Tetap Laintya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan

ak dilakukan penvusutan secars periodik, melainkan diterapkan
penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat

digunakan ataud prati

36, Metode penyusutan vang digunakan adalah metode garis lurus dengan

estimasi masa manfaat.
37, Khusus penambahan masa manfaat ascl letap karena adanya perbatkan

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan rencvasi disajikan lebih

rinci pada sisdur mengenal aset tetap.

ks
—
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38, Penghentian dan Pelepasan, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca
ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang,
Aset tetap vang secara permanen dihentikan atau  dilepas  harus
dicliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Kewangan. Aset tetap vang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnyva sesual dengan nilal tercatatnya.

39. Penllaian kembali atau revaluasi aset ietap pada umugn idak
diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nganut

' @ e tukaran.

neTiasarkan

penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau ha
Penvimpangan dari ketentuan ini mungkin  dil

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasi

harus menjelaskan mengenal penyvimpangan dg biava perolehan di

dalam penvajian aset tetap serta pengaruh peg ngan tersebut terhadap
gambaran keuangan suatu éntitas: Selgg ara nilai revaluasi dengan

nilai tercatat aset tetap dibukukan dgla NN ekcuitas

AKUNTANSI TANAH q

40. Tanah vang dikelom u% lamm aset tetap adalah tanah yang dimiliki
laksud untuk digunakan dalam kegatan

rah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam
tanah vang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi,

atau diperoleh de
opecrasional pﬂ'lx
akun tanah Mygmas
*
darn jaringat
Pn::igath

dialeni denpan  bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan berupa
tat, bukti hibah, bukti pembelian dan bukt lain yang sah sccara

Pengukuran Tanah

42 Tanagh diakui pertama kali scbesar biaya perolchan, Biaya perolehan
mencakup harge pembelian atau biava pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkait dalam rangka memperoleh hak, biava pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya vang dikeluarkan sampai

tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nila: bangunan tua yang
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terletak pada tanah vang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut

dimaksudlkan untuk dimusnahkan,

Penilaian Tanah

43, Tanah dinilai sebesar biava perolchan yang mencakup biayva pembebasan
tanah, biava vang dikeluarkan dalam rangka memperaleh hak, biayva
pematangan, pengukuran, pemimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampal tanah tersebut siap pakas,

] .

Penvajian dan Pengunghapan Tanah 6

44, Tanah disajikan dan dilaporkan ssbagai Aset Tetap dalam@cﬁ dengan
mengungkapkan informas: berikut:

{a} dasar penilaian vang digunakan,
(b informasi penting lainnya sehubungan tanah @ -
REraca

i) jumiah komitmen untuk akuisis: tanah %Q

’tl:l‘l:ﬂ.nILl'm dalam

AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

45. Peralatan dan mesin mencaku ain: alat berat, alat angkulan, alat

alat kantor dan alat rumah tangga,
ancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat
an, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran,

bengkel dan alat ukur, alat
alat studio, komunikast, d
laboratorium, alat

alat produksi, n dan pemurnian, alat bantu cksplorasi, alat

keselamatargerjaMlat perata, dan unit peralatan proses produksi yang
. T
masa manl‘- s lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondist siap

digune

Ftn@ eralatan dan Mesin
Qr tan dan mesin diakul ketika telah diterima atau diserahkan hak

epemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengulkuran Peralatan dan Mesin

47. Biava perolchan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
vang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampal siap pakai Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biava Jaringan, serta biaya langsung lainnya untuk



memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin terascbut siap
digunalkan.

Penilaian Peralatan dan Mesin

3#&, Penilaian perdlatan dan mesin adalah sebesar biava perolchan yang dicatat

pada saat perolehan peralatan dan mesin

Penvajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

49, Peralatan dan Mesin disajikan s¢bagai aset tetap dengan pengan

informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagal berikut:

{a} dasar penilaian vang digunakan;
(b} informasi penting lainnya sehubungan dengan peral

tercantum dalam neraca; dan
fe} jumlah komitmen untuk skuisisi pera'[atan dan ineaifnhila ada.

AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN Q
50. Gedung dan bangunan mencakup sehu ng dan bangunan yang dibeli
digunakan dalam kegiatan

atau dibangun dengan maksu
am kondisi siap digunakan. Gedung

ra lain bangunan gedung, monumen,

mesin vang

operasional pemerntah daerah

dian bangunan di neraca m

bangunan menara, Li@ rambu.

Pengakuan Gedung

51. Gedung da%; n diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak

*
kepemilika an atau pada saat penguasaannya berpindah.

angu ung dan Bangunan

a3 Qpemir:hun gecdlung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
arkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai,

java imi antara lain meliputi harga pembelian atau biaya leomstruksi,

termasuk biava pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Penilaian Gedung dan Bangunan

53. Gedung dan Bangunan dinilai sebesar biaya perolehan.

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan



54.Gedung dan Bangunan disajikan scbagai aset tetap dalam neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yvang meliputi:

fa) dasar penilaian vang digunakan;

(b informasi penting lainoya schubungan dengan gedung dan bangunan
vang tercantum dalam neraca; dan

(¢} jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

55. Jalan, jarngan dan Jarmgan méncakup jalan, irgasi dan jﬂ;i Ang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemcrimx erah
dan dalam kondisl vang siap digunakan. Jalan, jaringan dbingan di
neraca meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, Jar ™an jaringan.
Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh un pembaghaunan jalan,
jaringan dan Jaringan. Tanah vang diperoleh v ’perluan dimaksud
dimasukkan dalam akun tanah. 6

Pengakuan Jalan, Jaringan, dan Jaringan

56..Jalan, Jaringan dan Jaringan diak lah diterima atau diserahkan
hak kepemilikannya dan atau L penguasaannya berpindah.

Pengukuran Jalan, Jaringan, aringan

57. Biava perolehan jalanyj=g dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya

vang dikeluarka®Qur memperoleh jalan, jaringan dan Jaringan SAIm pai

- " %T iputi biaya peralehan atau biaya konstruksi dan biava-

biava lai ikeluarian sampai jalan, jaringan dan Jaringan tersebut

sia%n%
Peni @ lan, Imgasi, dan Jaringan

@a . Irigasi, dan Jaringan dinilai sebesar hiava perolehan pada saat

perolehan.

Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigas, dan Jaringan

50. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai asel tetap dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputl, dasar pe nilaian vang

digunakan, informast penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan,

dan Jaringan vang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk

aluisisi jalan, jaringan, dan Jaringan apabila ada.
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AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

A0, Aset tetap lainnyva mencakup aset tetap vang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, vang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

keglatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap digunakan. Aset
tetap lainnya di neraca antara lain meliputi keleksi perpustakaan [ buloa dan

barang bercarak seni/budava/olah raga

Pengakuan Aset Tetap Lainnya
61.Aset tetap lainnva diakui ketika telah diterima atau cijser‘a@ak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpin .
Pengukuran Aset Tetap Lainnya

62. Biava perolehan aset tetap lainnya menggambar selu¥ih hiaya vang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut pakai.

Penilaian Asel Tetap Lainnya 0

&3, Aset Tetap Lainnva dinilai sebesar Djy

Penvajian dan Pengungkapan Aset @

&4, Aset Tetap Lannya disaji cebagai aset tetap dan diungkapkan dalam
: ngan vang meliputi: dasar penilaian yang

Catatan atas Lamr\
digunakan, jnl’n;&n ng lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya

vang lercanigm d neraca
*
AKUNTAN RUKSI DALAM PENGERJAAN
635, I-: dalam pengerjaan mencakup asel tetap vang sedang dalam

% pembangunan, vang pada tanggal neraca belum selesal dibangun
hnva. Konstrukst dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya vang proses  perolehannya  danjatau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesal. Perclehan
melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu pericde
waktu tertentu. Perlode wakiu pervlehan tersebut bisa kurang atau lebih
dari satu periode akuntanst

&6, Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau

melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
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&7, Konstrukst dalam pengerjaan ind apabila telah selesai dibangun dan sudah
diserahiterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesual dengan

kelompok asetnya.

Kaontrak Konstruksi

A8, Kentrak konstruksi dapat berlkalitan dengan perolehan sejumlah aset yvang
herhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
rancangan, teknolog, fungsi atau tujuan, dan penggunaan ulama.

5%. Kontrak konstruksi dapat meliputs

{a) Kontrak untuk perolehan jasa vang berhubungan langsun engan
] g3 4
perencanaan konstruks! aset, seperti jasa arsitekiur;

{b) Kontrak untuk perolchan atau konstruksi aset;

ic) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan la pengawasan
kontrukst aset wvang meliputi manajemen 5 $1 dan wvalue
ETEEerINg;

id} Kontrak untuk membongkar ataua me risi®fset dan restorasi
lingkungan.

Penvatuan dan Segmentasi Kontrak khon

i diterapkan secara terpisah untuk
am keadaan tertentu, adalah perlu

70. Ketentuan-ketentuan dalam keby

setiap kontrak kentruksi

untuk menerapkan kebija Wi pada suata kompenen kontrak konstruksi

tunggal vang dapat ikasi secara terpisah atau suatu kelompok

kontrak konstr sara bersama agar mencerminkan hakikat suatu
konirak kontgruksNetau kelompole kontrak konstruksi.

71.Jika susatu e konstruisi mencakup sejumiah aset, konstruksi dari

setiap a srlakulean sebagal suatu kontrak konstruksi yang terpisah

apa ua syarat di bawah ini terpenuhi;

ssal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
ip aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta

pEmbtrl kerja dapat menerima atau menclak bagian kontrak yang

berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
{c) biayva masing-masing asct dapat ditdentifikasikan.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
=4 Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengeérjaan

jikas

(a) Besar kemungkinan bahws manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

() Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal: dan
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[c] Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
73. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset vang dimaksudkan

digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masvarakat dalam jangka panjang dan oleh karcnanya diklasifikasikan
dalam aset eap.

T4 _Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap vang
bersangkutan jika kriteria berikut terpenubi:

ja) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
{b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan pemJEh

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
4

75. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatal dengan biaya pero

76. Nitai konstruksi vang dikerjakan secara swakelola antar

{a) Biava vang berhubungan langsung dengan kegi fstruksi,
ib) Biava vang dapat diatribusikan pada Kegia ) mumnya dan dapat

dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
(c) Blaya lain yang secara khusus E@mn sehubungan dengan
konstruksi vang bersangkutan.
77. Nilai konstruksi vang dikerjakan ole, or melalui kantrak konstruksi

melipute

(a) Termin yvang telah dibay

tingkat penyelesaian pe -

[b) Kewanban yang HX hrus dibavar kepada kontraktor sehubungan
n

da kontraktor sehubungan dengan

dengan pekerjaa ielah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal

pelaporan; &
(c] Pembayvarfg kl kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan p ﬁaan kontrak konstruksi.
Wt dibiavai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang tmbul

78, Jika i-mm
se!% konstruksi dikapitalisas: dan menambah biaya konstruksi,
b

biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan sccars andal

pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lannya yang timbul

hubungan dengan pinjaman yang digunakan uniuk membiayai
konstruksi.

80. Jumlah biava pinjamsn yvang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
hiava bungs yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

&1, Apabila pinjaman digunakan untuk membiavai beberapa jenis asel yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biava pinjaman periode yang
persangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode

rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biayva konstruksi,
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A2.Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
dizebablkan oleh hal-hal vang bersifat force majeur maka biava pinjaman
vang dibavarkan selama masa penghentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi.

83. Kontrak konstruksi vang mencakup beberapa jemis pekerpan yang
penvelesaiannva jatuh pada waktu yvang beérbeda-beda, maka jenis

pekerjaan vang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya
pinjaman hanyva dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masil dalam

DIOSEs PENEerjaan. .

Pengungkapan Konstruks: Dalam Pengerjaan

g Y
54, Sualu entitas harus mengungkapkan informasi mcng:n.q uksi Dalam
¢

Pengerjaan pada akhir periode akuntans:

fa} Rincian  kontrak  konstruksi  dalam pe berikut tingkat
penyelesalan dan jangka walktu penyclesai
(bi Mita1 kontrak konstruks: dan sumber b
i) Jumlah biava vang telah dikeluarka
{d) Uang muka Kerja vang dibernkan;

e} Retensi.
85. Dalam Catatan atas Laporan ke

diungkapkan untuk masing-masing
konstruksi dalam pengernja reantum di neraca antara lain dasar

penilaian yang digugaga tik menentukan nilal tercatat (cartving

amount), berdasarka ran Bupati vang mengaturnya.

% up penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan

Q Naat ckonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan.
& transaksi terkait aset lainnva seringkali memiliki tingkat

rbaga
materialitas dan kompleksitas vang cukup signifikan mempenganihi
laporan  keuangan pemerintah dacrah sehingga keakuratan  dalam
pencatatan dan pelaporan menjad: suatu keharusan,
87. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnva scbagai aset yang

penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan,

pengukuran maupun pengungkapannya

85 Aset lainnva meliputi:
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{a) Tagihan Jangka Panjang;

{b) Kemitraan dengan Pihak ketiga:
ich Aset Tak Berwujud; dan

{d) Asel lain-lain,

TAGIHAN JANGKA PANJANG
80, Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan

tuntutan ganti kerugian daerah.
9(). Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah  yan apat
diterima dari penjualen aset pemerintah daerah secara angaﬁn\ da

pegawai/ kepala daerah pemerintah daerah. *
0]. Tagihan penjualan angsuran dimlar sebesar nil anal dari
kontrak/berita acara penjualan asct yang bersangkutan!

92, Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, peny aan /pelanggaran
hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah melalui tuntutan

santi g sesuai dengan peraturan perundanydangan.
43, Setiap pthak yang mengakibatkan ker rah sebagaimana dimaksud

dapat dikenakan sanksi adminis

fatau sanksi pidana sesual

dengan peraturan perundang-u
putusan tentang kasus TGR terbit

G4 Tuntutan Ganti Rugl ini d?
vaitu  berupa  Surat san Pembebanan Penggantian Kerugian

ISKP2K).

95, Tuntutan ganti¥ ]L'El] sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan

dokumen du]{L herupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
(SKTJM]).

>
&
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KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

96. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinva, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan
dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai
peraturan perundang-undangsn

97, Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saal terjadi
perianjian kerjasama/kemitraan, yvaitu dengan perubahan klasifikas: aset
dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemilraan-sewa

98 Sewa dinilal sebesar nilai neminal darn kentrak/berita acarg lan
aset yang bersanghkutan.

00 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan ang@i]? Daerah
aleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam peningkatan

penerimaan daerah dan  sumber pembiavaa ]aw . Kerjasama
pemanfaatan  (KSP} diakui pada saal  teg njian kerjasama/
| t

an aset tetap menjadi

kemitraan, vaitu dengan perubahan klasifik

asset lainnva kerjasama-pemanfaaran (K
i bersih yang tercatat pada

Prat” perjanjian, dipilih yang paling

100. Kerjasama pemanfaatan dinilai seb
saal perjanjian atau nilai wajar
objelktif atau paling berdaya i

101 Bangun Guna Serah (BGY %1 suatu  bentuk  Kerjasama  berupa

pemanfaatan asel pe daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan

cara pihak kel a,ﬁ r tersehut mendirikan bangunan dan/atau
sarana lain .rﬂ{& itasnya serta mendayvagunakannya dalam jangka
kemudian menverahkan kembali bangunan dan atau

rikut fasilitasnva kepada pemcrintah dacrah setelah

waktu terte
sarana |

bera Jangka wakliu vang discpakati (masa konsesi).
i pencatatannya dilakukan terpizah oleh masing-

102. D rianjian  ini
Q pihak BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh

-rintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun asct
BOS tersebut. Aset vang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari

Asel Tetap.
103. BGS dicatat sebesar nilai buku aset
pemerintah dacrah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun asct

BGS tersebul.

104, Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah
vestor tersebut

tetap vang diserahkan oleh

oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/in
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106,

107.

ASET TAK BERWUJUD
108,

g4,

mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian
menverahkan aset vang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah

uniuk dikelola sesuai dengan tujuanpembangunan aset tersebut.

5. BSG diakui pada saat penpadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana

Lerikul [asilitasnya sclesal darn sap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penverahan aset oleh pihak ketiga/ investor
kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah
untuk melakukan pembayaran kepads pihak ketiga/investor. Fomayaran
oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasjl,
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap vang dibangun yait
nilai aset tetap vang diserahkan pemerintah daerah ditamt@eﬁgan nilai
perolehan  aset vang dikeluarkan oleh pihak ket stor untuk

Sl

membangun asel tersebul.

*
Aset Tetap vang direklasifikasikan sebagai Aset Lgj lam neraca berupa
Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Ase qusuﬁmn sebagaimana

layaknya Aset Tetap. :

Ager  tidak berwigud (AT aset non-moneter vang tidak

mempuryai  wujud [ siq merupakan salah satu jenis asel yang
dimiliki oleh pemenntad h. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil

kegiatan entitas Y enjalarkan tugas dan fungsi penelitian  dan
pengembangﬂ:i; sehagian diperoleh dari proses pengadaan dar |uar
entitas. AsptN\alPberwujud terdirt atas:

Jenis Age b Bl rwjud;

en atau Hak Cipa

-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan
ayaan intelektnal atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu
karva vang dapat menghasilkan manfaat bag entitas. Di samping itu
dengan adanya hak 1m dapal mengendalikan pemanifaatan  aset
tersebut  dan  membatasi  pihak lain vang tidak berhak untuk

memanfaatkannya.
(b) Rovalu

Nilai manlaat
hik cipta/hak paten/hak lannya pada saat hak dimaksud akan

ekonomi vang akan/dapat diterima atas kepemilikan

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
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e Saltwate
Software com puter vang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah

software wang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dan
hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapai
digunakan di kemputer lain.

[d] Lisens:
Adzlah izin vang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang

diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pembersgn hak

untuk menikmati manfaat cekonomi dari  suam  hake an
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu d varat
terteriiu. ¢

e} Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat panjang

fa@ gha panjang

berikan manfaat

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan
adalah suatu kajian atau pengembangan

ekonomis danjatau sosial dimasa  vang W
diidentifikasi sebagai asct.

Ml Asel Tak Berwujud Lainnya

atang yang dapat

Aset Tak berwujud Lainnya 1 jenis aset tak berwujud yang

tidalk dapat dikelom pﬂk% am jenis aset tak berwujud vang ada.

JUD
gai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan

PENGAKUAN ASET T

110. Untuk dapat di

bahwa aktivils/k tann tersebut telah memenuhi:

eg
*

[a) Definisye et Tak Berwujud; dan
(1) Krit, l%.gal-:uan_
%ﬂc hi kriteria sebagai berikut:

rwujud harus memenu

111.Asc
Qungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
Juatg diharapkan atau jasa potensial vang diakibatkan dar Aser Tak
Berwujud tersebut akan mengair kepada/ dinikmati olch enlitas; dan

(b} Biaya perclehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
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PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD
112 &get Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga vang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hinggas
siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwuwjud tersebut mempunyal
manfaat ekonomi vang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial

vang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas

tersebut,

113, Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aget Tak
Berwujud vang memiliki masa manfaat tak tcrbatas, Amomi pat
dilakulkan dengan metode seperti garis lurs.

114 Biava untuk memperoleh Aser Tak Berwujud dengan p@lﬁn terdiri

dari;

{a} Harga beli, termasuk biava import dan pajak-pjak  selflah dikurang:

»

dengan potongan harga dan rabat; dan
(b} Setiap biaya vangdapat diatribusikan seccs @gsung dalam membawa

gpet tersebut dapat bekerja

aset terscbut ke kondisi vang membys

peroleh secara internal adalah:

untuk penggunaan yang dimaksugies

O

L]

115. Pengukuran Aset Tak Beorauyud
(a) Aset Tak Berwujud dari kegiaSgn Bengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, diaka se b Ta perolehan vang meliputi biava yang
dikeluarkan sejak \ 1 kriteria pengakuan;
|b) Pengeluaran glag u tidak berwujud vang awalnya telah diakw oleh
cntitas sgbag fn tidak boleh diakui sebapai bagian dari harga
peraleha |#Tak Berwujud di kemudian hari; dan
) Aset ‘b erwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah

%u :
QL luaran tahap pengembangan aplikast.

t@ ang memenuhi definisi dan svarat pengakuan aset tak berwujud,
mun biava perolehannva tidak dapat ditelusurl dapal disajikan sebesar

milag wajar,

ASET LAIN-LAIN
117. Aser tetap vang dimakstdkan untuk dihentikan dari peénggunaan akuf

pemerintah  direklasifikasl ke dalam aset lain-lain, Hal ini dapal
disehabkan karena rusak berat, usang, dan/atay asel fetap yang tidak
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digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa bell, penghibahan, penvertaan modal].

118 Aset lain-lain  diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain,

119 Aset tetap vang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dilakukan

pemyvusutlan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGHEAPAN
.
120, Aset Tetap disajikan dalam neraca. Hal-hal yang harus din;fam\ i}

laporan keuangan adalah sebagal berilout: *

[a) Dasar penilaian vang digunakan untuk mencolls Qﬂi tercatat
| CarTLIrig amaount]; Q

{b) Rekonsiliasi jumlah tercatatr pada awal Khir periode vang

menunjukkan: Q
(1) Penambahan; 0

(2} Pelepasan;

(3] Akumulasi penyvusutan dan Ay nilai, jika ada;
(4] Mutas: aset tetap [annya,
(o} Informasi penyusutan, m@
(1} Nilai penyusut ;Q
(2) Metode penyu x_ ng digunakan;

(3} Masa matx tarif penyusutan vang digunakarm,

|4) Nilai t at.-:n’
‘E'Eké | e

uto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

121, Lapgray hgan juga harus mengungkapkan:
ersi dan batasan hak milik atas aset tetap;

hijakean akuntans: untuk kapitalisas: vang berkaitan dengan aset tetap,
lah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi) dan
(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset Lelap.

199 Sementara Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca scbagai bagian dari
“Aset Lainnva®. Hal-hal vang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas
Aszet Tak Berwujud antara lain sebagal berikut:

{a] Masa manfaat dan metode amortsasi;

(b) Nilai tercatat bruld, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak

Berwujued; dan
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{c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir
periode. termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

SUSUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NERACA [SEBAGIAN])
(Dalam Eupiah)
No. Uraian 20X1 | 20X0
ASET TETAP
| | Tanah XXX
7 | Peralatan dan Mesin b
3 | Cedung dan Bangunan XX XX
4 |Jalan, Irigas), dan Jaringan A
5 Iﬂsﬂ tetap lainnva XXX
6 | Konstruksi dalam Pengerjaan XXX
X AR

T | Abumualag Penvusutan

8 iJum.lah Asel tetap
1

| ASET LAINNYA

15 | Tagihan Penjualan Angsiran

|0 Tuntutan Perbendaharaan

|
11 | Tuntutan Ganti R

14 | Kemitrasn dengan

13 | Azet tak Berw

XX | XRX
X 300K
XXX XX
X 7oL
WO XX
et o

PENG

123 keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis asct
@p hagal berikut

la} Dasar penilaian vang
[ Carvy g armoui,

digunakan untik menentukan nilar tercatat

(b) Rekonsiliasi jumiah tercatal pada awal dan akhir periode yang

menunjuldkan:
{ 1) Penambahan;
(2] Peiepasan;

{3} Akumulasi penyusatan dan peru hahan nilai, jika ada;

(4] Mutasi aset tetap lainnya,
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€] Informasi penyusutan, meliputi:
(1) Nilm: penyusutan:
(2) Metode penyusutan vang digunakan:
|3) Masa manfaat atau tarif penyusutan vang digunakan;
(4] Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode;
(d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
(1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
(2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi vang berkaitan ger@kt
tetap:
(3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam kunst@;‘
(4] Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. %
Pz

[¢) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara nama, jenis,

kondisi dan lokasi aset dimaksud.

|T2L GAGUNG,
\0 GATUY, SUNU WIBOWO



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : & TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
AKUNTANSI DANA CADANGAN

PENDAHULUAN . \6

DEFINISI
4
1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan u LOenampunE
kebutuhan vang memerlukan dana relatif besar ndak dapat

dipenuhi dalam sata tahun anggaran .
2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pe nya. Pembentukan

dana cadangan ini harus didasarkan p-cr:ms n yang matang, schingga

jelas tujuan dan pengalokasiannya q

KLASIFIEASI
3. Dana cadangan masuk §¢ bagian dari aset. Dana cadangan
RXran  dirinci lam menurut bt juan

dapat  diklasifik:

pembentukannya s

Dana Cadangan Fembangunan

[ Jembatan

[1ana Cadangan Fembangunan Gedung

Dana Cadangan Pembangunan Waduk
Dana  Cadangan  Penyvelenggaraan
Filleada

Dana Cadangan Penvelenggaraan Pekan
Olahraga Masional (PON]|

[ Diat_...

PENGAKUAN
4  Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran

pembiavaan,  sedangkan  pencairannya akan dianggarkan pada



penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam

program kegiatan vang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
Dana cadangan diakui saal terjadl pemindahan dana dan Rekening Kas

o
Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus
melalui proses penatausahaan vang menggunakan mekanisme LS.
PENGUKURAN
&6 Pembentukan dana eadangan ditetaplean dalam Peraturan Dagra ang
pembentukan dana cadangan. vang didalamnya s&kurzmng nya
mencakup : O ¢
|a) penetapan (ujuan pembentukan dana cadangan;
{b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dgna CRgghgan,
j¢) besaran dan rincian tahunan dana % ‘ vang harus
dianggarkan dan ditransfer kerekery cadangan dalam
benruk rekening tersendirt;
i) surnber dana cadangan; dan
|e} tahun anggaran
7. Pembentukan dana cadangan sarkan pada pengeluaran pembiayvaan
dalam tahun anggaran v r@ arn.
8. Dana cadangan ch é dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh
PPKD -zelalou EUD.H\

0j

Jumlah Dana Wfan sesuai dengan jumlah vang telah ditetapkan
dengan F‘bur;n Daerall tentang pembentukan Dana Cadangan

bersan g

10 R% ana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi

12. Penermaan hasil atas

aan pembiavaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
i Dana Cadangan dilaporkan sebaga bagian yang tidak terpisahkan

ari laporan pertanggungjawaban APBD
pengelolaan  dana cadangan berupa jasa

gira/ bunga/imbal hasil/dividen/keuntungan {capital gain) atas rekening
dania cadangan dan/atau penempatan dalam  portololio dicantumkan

sebagai lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah.
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SUSUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NERACA (SEBAGIAN)
{Dalam Rupiah)

‘No. Uraian 20X1 [ 20X0
ASET [

|| DANA CADANGAN

2 Dana Cadangan XXX | XXX

3 | Jumlah Dana Cadangan | XXX o 6

N

PENGUNGKAPAN N

13. Pengungkapan dana cadangan dalam Calatan atas Keuangan
(CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkap hal sebagai
berikut: N

|a) dasar hukum |(peraturan dacrah) ptmhﬂi@ a cadangan;

(b} tujuan pembentukan dana fﬁﬂﬂﬂgﬂno
|¢) program dan kegiatan vang akan d % :
Aingan yang harus dianggarkan

dari dana cadangan;

[d} besaran dan rincian tahunan

dan ditransfer ke rekening%adunnun;
(e} sumber dana cadanga i
if) tahun anggara k an dan pencairan dana cadangan.

O
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LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14
AKUNTANSI KEWAJIBAN
PENDAHULUAN
TUJUAN
1. Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah mengatur ]:lerlﬁ.kuar: : i
kewajiban meliputl saat pengakuan, pengukuran dan pen].r@ lgewajiban

dalam laporan keuangan. q
b’

RUANG LINGEUP
2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk se Q‘mt pemerintahan yang
I8 um dan mengatur tentang

perlakuan akuntansinyva, termasu SodMuan, pengukuran, penyajan,

den pengungkapan yang diperha

DEFINISI

3. Kewapban adalah &Q‘lg timbul dari peristiwa masa lalu yang
1

batkan aliran keluar sumber daya eckonomi

man kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai

melakulogg
y pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi pendapatan ke entitas lainnya, aiau kewajiban kepada

bl jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara

ﬁfnjselesaiann}r&
pemerintah tfmiz ewajiban pemerintah dserah dapat muncul akibat

sebagai konsckuensi atas Kontrak atau peraturan perundang-

undangan. Selain penjelasan di atas, berikut adalah istilah-istilah yang

digunakan dalam kebijakan akuniansi ini :

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biava lainnya vang harus ditanggung
oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.
Debitur adalah pilak yang menerima utang darl kreditur,

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri darl gatu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan Yang menurt ketentuan
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peraturan perundang-undangan  wajib menyampaikan  laporan
pertanggungiawaban beruipa laporan keuangan.

Hewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu vang
penvelesalannya mengakibatkan aliran: keluar sumber dava ekonomi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Kewajiban pemerintah daerah dapat
muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan
dengan pegawai vang bekerja pada pemernintahan, kewajiban kepada
masvarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainm atau
kewaijiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat d pal
dipaksakan secara hukum schaga konsckuensi atas I-mmk atau
peraturan perundang-undangan N
Kreditur adalah pihak vang memberikan utang ke;mu:la !

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang,

Nilai nominal adalah nilai kewajban pem::rl saal pertama kali

transaksi berlangsung seperti nilai yang 6 pada lembar surat utang

pemerintah.

Nilai tercatat (carrying amount) . adalah nilal buku kewajiban
vang dihitung dari nilai nomin dikurang atau ditambah diskoento
atay premium vang belum d »

Obligasi Negara adalah % tang Negara vang berjangka waktu lebih dari

12 {dua belas) hu]nn\ kupon dan/atau dengan pembayaran bunga
secara diskante 0

A Ine =
pemernntah % da pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah

seba '%ﬂmg pajak atau pungutan lannya, seperti Pajak Penghasilan
Pertambahan Milai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

um adalah jumlah selisih lebih antara nilal kini kewajiban (present

W dengan nilai jatuh tempo kewajiban [maturity value) karena tinglat

bunga nominal lebih tinggt dari ungkat bunga efeknf.

Restrukturisasi Utang adalah kesepalaatan antara kreditur dan debitur
untuk memodifikasi svarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa

pengurangan Jumlah utang,
kuri u emerintah adalah surat berharga berupa sural

pengakuan utang oleh pemerintah  yang dapat diperjualbelikan dan

mempunyai nilai jatuh tempo atad nilai pelunasan pada saat diterbitian

misalnya Surat Utang Negara (SUN).
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Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yvang berjangka
waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga
secara diskonto,

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin
pembayaran pokak utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,
sesual dengan masa berlakunya.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmB3gnpuan
entitas membayvar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jad

4
KLASIFIKASI o

4 Kewafiban  dikategorisasikan  berdasarkan  walst Wruh  tempo
penvelesaiannya, vaitu kewajiban jangka pende Wreajiban jangka
panjang @

5. Kewajiban jangka pendek merupakan kew j1 ¢ diharapkan dibavar

nggal pelaporan, Kewapban

dalam waktu paling lama 12 bulan sg
‘ pemerintah  daerah, utang

e jangka pendek kepada pihak
Rctiga (PFK), dan bagian lancar utang

janglka pendek antara lain utang
kepada pegawai, utang bungg
ketiga, utang Perhitungan
jangka panjang.
B, Kewajiban rangl-:ﬂ p\ adalah kewajiban vang diharapkan dibayar

dalam wakta | 12 bulan setelah tanggal p&]apuran Selain itu,

kﬂwajitnan

sebagal K

{a) jangls \ stu aslinya adalah untuk periode lebih dan 12 bulan

|h]¢s bermaksud untuk mendanai kembali (refinance] kewajiban
ebut atas dasar jangka panjang;

Q; ksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali

terhadap pembavaran, vang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan

disetu)ui.
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PENGAKUAN KEWAJIBAN

7. Kewafiban diakui pada saat Dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau
dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan; atau pada saat
kewajiban timbul.

4. Kewajiban timbul dari:
ja] Transaks| dengan pertukaran (exchange transactions);

ib} Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum

vang berlaku dan kebijakan vang diterapkan, vang belum dibayg lunas
sampai dengan saat tanggal pelaporan; .

ic] kejadian vang berkaitan dengan pemerintah [guvcmmentmlat&ventsn
4

dan
(d] Kejadian vang diakul pemerintah (government-ackn d events).

*

PENGUKURAN KEWAJIBAN Q
4 Kewajiban dicatat  sebesar nilai nom 1 §hng mencerminkan nilai

kewajiban pemernntah daerah pa aat pertama  kali transaksi
u utang jangka pendek

berlangsung, Pengukuran Kewa)
pemerintah daerah berbeda-be
ini alkan dijabarkan bagat

sarkan jenis mvestasinya. Berikut

gukuran kewajiban untuk masing-

rnasing jeris kewajb

Pengukuran Utang ke

rajiban atas jumlah  vang belum dibavarkan untuk
barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor

gun fasilitas atau peralatan scsual dengan spesifikasi vang ada

Q::g kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumiah vang dicatat harus

rdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara

kemajuan pekerjaan,

Pengukuran Utang Transler
|1 Utang transfer adalah kewajiban -suatu enttas pelaporan  untuk

melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagal akibal ketentuan

perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan

peraturan vang berlaku.
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Pengukuran Utang Bunga
12. Utang bunga dicatat scbesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum
dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian

dari kewajiban vang berkaitan.

Pengukuran Utang Perlmtungan Fihak ketiga {PFK]
13, Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang .

|4, Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah ¥ m jatuh
L 4
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 6

disetorkan kepada pthak lain di akhir periode.

Pengukuran Kewajiban Lancar Lamnya
15. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesual e’ngan karalkteristik

masing-masing pos ersebut,

PENYAJIAN
PEMERINTAH

K @ s sernER

PRt an Pivak Kefigs (PFK (571 s
%I g Bungi {53 o
% Eamast | anaarLiang Isnpas Baniann 3+ L1
Pepsdaputnn Dimrmn Tirmisd KK KX
Lsarig Helanie b s KKl
Q Lizng Jongks Pendes Limnyo b axL
Jumink Kewajiban Jangka Pendek (62 s0¢ 87) b+ iy

REENEAN TARGRA FANIAHG
Er [ sbane Mayel = Sl FEmsnEan [F. CKE
Ukang Dslam MNegen - OChgas A X%
Prarmairm (Deskong | Cibsnas) ke LLE
| Lrang Jangka Panjang Lannya X
| Jumlah Wewajitsan Jangha Panfang (T1aid 74 EXE
JUMLAH KEWALIEAN [68+75) EXK KaK
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PENGUNGKAPAN
L6. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikout:
(a) jumlah saldo kewajiban  jangka pendek dan jangka panjang varg
diklasifiknsikan berdasarkan pemberi pinjaman;
(bl jumlah salde kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sckuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
€] bunga pinjaman vang terutang pada periode berjalan ingleat
bunga vang berlaku; g

tempo;

(e} perjanjian restrukturisasi utang meliputi; Q
(1) pengurangan pinjaman; *

{2) modifikasi persvaratan utang;

(3) pengurangan tingkat bunga p'injmaéo

(dl konsckuensi dilakukannya penvelesaian kewajiban bel jaluh
<=5 4

(%) pengunduran jatuh tempa pinj \

{5) pengurangan nilai jatuh tem , ; dan
(O) pengurangan jumlah ritang sampai dengan periode
pelaporan.
(1) jumlah tunggakan pi ang disajikan dalam bentuk dafiar
umur utang berd : ditur,
izl blaya pinjaman:Q
illpﬁlakuar% njaman;
(2] juml iawa pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
b tan; dan

1 §in kapitalisasi yang dipergunakan

I TULUNGAGUNG,

}

GAT NU WIBOWO
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RUANG LINGKUP

3

& Alku

&.

PENDAHULUAN
TUJUAN ‘x:

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15
AKUNTANSI PENDAPATAN

Tujuan kebijakan akuntansi Pendapatan adalah untuk mcﬁ‘ rlakuan

akuntans: atas Pendapatan dan informas: lainnya dala memeniihi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh ; perundang-
undangan. ¢

Perlakuan akuntansi Pendapatan mencakup , pengukuran, dan

Penyajian Pendapatan dalam Laporan ch@i.

O

5i Pendapatan LO vang disusun dan
si Berbasizs akrual dan berbasis kas

Kehjjakan ini diterapkan dalam
disajikan dengan menggun

untuk pendapatan LR.ﬁ -:1! itas akuntansi/pelaporan.

yang mempercl an berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

. Kebijakan i berla :: 1‘|.LiLEE- akuntansi/ pelaporan pemerintah daerah,

daerah.

MANFAA I AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
patan operasional dari suatu entitas akuntansi [pelaporan vang
jiannva disandingkan dengan pernode sebelumnyva.
ngguna laporan membutuhkan informasi Fendapatan untuk menjalankan

suaty unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Pendapatan

menyediakan miormasi:
{al mengenai operasi keuangan secara menyeluruh vang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal cfisiensi, efektivitas, dan

kchematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
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(b} yang berguna dalam memprediksi pendapatan yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatarng dengan
cara menyajikan laporan secara komparatif.

7. Pendapatan disusun untuk melengkapi pelaporan dan sikhas akuntansi
berbasis akrual (fll aeorual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Qperasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Neraca mempunyai keterkaitan vang dapat dipertanggungiawabkan,

DEFINISI .

8, Pendapatan-L0O dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adﬂh‘ hal
pemerintah dacrah yvang diakui sebagai penambah ekui ]afm periode
tahun anggaran vang bersangkutan dan tdak per Noavar kembali.
Sedangkan Pendapatan-LREA  adalah semua pepdy Rekening Kas
Umum Negara/Dacrah vang menambah S aran Lebih dalam
periode  tahun anggaran yang bersan®gWgn vang menjadi  hak
pemerintall, dan tidak perlu dibay i oleh pemenintah, Berikut
adalah istilah-istilah vang digunaka ebijakan akuntansi ini:

Azas Bruto adalah suatu priggi ak diperkenankannva pencatatan
Génmn pada suatu unit organisasi atau
fatan

penerimaan setelah dikurangg
tidak diperkenankannya Q pengeluaran  setelah  dilakukan

kompensasi antara » dan pengeluaran,
Basis Akrual acglag | akuniansi vang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa laignva saat hak dan/atau kewajiban timbul.

g? adalab unit pemerintahan pengguna anggaran,/ pengguna
ch karenanva wajib menvelenggarakan akuntansi dan

poran keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
laporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

Entitas
barang

e

sy akuntansi atau entitas pelaporan vang menurut ketentuan peraturan
rundang-undanpan wajib menvampaikan laporan pertanggungiawaban

berupa laporan keuangan.
Pendapatan Hibah adalah pendapatan  pemeriniah  dalam bentuk
uang, barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat serta tidak secara terus-menerus.
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Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak
untuk menerima vang oleh entitas pelaporan dar suatu entitas pelaporan
lain yvang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa vang
terjadi karena kejadian atau transaksi vang bukan mecrupakan operasi biasa,
tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau

pengarih entfitas bersangkutan.
Surplus/Defisit dari Hegiatan Operasional adalah selisih lel::-EE'lmrang

antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periodeq

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilal Bwku aset
.

dengan harga jual aset.

KLASIFIKAS] N
9, Klasilikasi menurut sumber pendapatan emerintah  dacrah
dikelompokkan menurut asal dan jenis pend v YaEtu;

(a) pendapatan asli dasrah,
{b] pendapatan transfer, dan
ic) lain-lain pendapatan vang Shﬂ&
PENGAKUAN QQ
at

106. Pendapatan LO di&lkL\ .
{a] Timbulnya @ endapatan, kriteria ini dikenal juga dengan

eqmed,
(b F&ndﬂpa@ﬁahsaai. vaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

LEA menggunakan Dbasis kas, sehingga pendapatan LRA

} Pada saat.
Q rima di rekening Kas Umum Daerah; atau
diterima oleh SKPD: atau

(c] diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

12, Pendapatan yvang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan
diakui pada saat timbulnva hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan
vang diperoleh sebaga imbalan atas suatu  pelayanan yang telah selesal
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diaku pada saat

timbulnva hak untuk menagih imbalan.
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13. Pendapatan yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima
oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Transaksi Pendapatan Berbentuk Barang/Jasa
|4. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam
Laporan Keuangan dengan cara menaksir nilal wajar barang/jasa tersebut
pada tanggal transaksi. TN samping itu, transaks! semacam ini juga harus
diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan

dari pendapatan.
15. Transakst Pendapatan dalam bentuk barang/jasa antara

wiljud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi,

*

PENGUKURAN
16, Akuntans pendapatan dilaksanakan berdas QZBS bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan ti atat jumlah netonya [setelah
dikompensasikan dengan pengeluar Q
17, Dalam hal besaran pengurang t n
variabel terhadap pendapata ud dan tidak dapat diestimasi terlebih
i e oy

dapatan bruto (biava) bersifat

dahulu dikarenakan pr | selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan,

18, Pendapatan-LO  diak kan berdasarkan azas bruto, yartu dengan

membuku tan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

isetelah dik neasikan dengan pengeluaran).

9. Dalam % #aran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
label terhadap pendapatan dimaksud dan  tidak dapat

i terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
dapat dikecualikan,

ansaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata vang rupiah,
Dalarn hal tersedia dana dalam mata uang asing vang sama dengan yang
digunakan dalam transaksl, maka transaksi dalam mata vang asing tersebut
dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan
kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uvang asing yang digunakan dalam
transalkst dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi

dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam ruptah berdasarkan kurs
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transaksi, vaitu scbesar rupiah vang digunakan untuk mempereleh valuta
asing tersebut,

22, Datam hal ridak tersedia dana dalam mata uang asing vang digunakan untuk
bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing
[ainnva, maka:

(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs ransaksi

{b) Transaksi dalam mata vuang asing lainnya tersebut dicatat da ruplah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transakssi.

PENYAJIAN o ¢

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNG

LAPORAN OPERASION.
(Dalam Rupaati)

Eenailan/
Mo, Uraian Z0X1 i o)
I KEGIATAN OPFERASIONAL
| 1| PENDAPATAN |
2| FENDAFATARN ASLI DAERAH
3 | Pendupatan FHIH}L.EE-IEI'FII': RICK AN
4 | Pendapatan Retrbuss Dacrub XEX | XXX
= XXX [ xx
KK AR
T XXX o
(==
[ PEMERINTAH PUSAT-
IMBARGAN .
B Hanrl Prajake XX | oM XX oy |
Wiana Hagr Hasll Sumber Daya Al ALK ot X AR
: Ceins Alokasi Umigm OO | XXX MNiX b
|'i+—| Dans Alokes Khusos XK OO XK o
15 | Jumiah Pendapatan Transier Dasne —xEK XX XM FTETeY
' | Perimbangan (11 a/d 14)
e |
|~ TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
LAINNY A
18 | Danag Oronoms Khusus | XXX | XA HEX XEX
£ I Dnnia Penyesuainn HI HHX b e
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| 20 Jumlah Pendapatun Transfer Lainoya NN | XEX e e XN
{18 s/d 19 )
i |
| 22 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
BN Pendapatan Bag Hast Paak R A b S o
24 | Pendnpaian Bag Hasil Lainnya OO ooT || XK o |
45 | Jumbah Pendapatan Transfer KXX XXX I XXX XXX 1
Pemerintah Provinsi (23 s5/d 24)
] 26 | Jumlah Pendapatan Transfer & HAX | AKX KEX

_ |15 + 20 = 25
=% I S
i 25 'LAIN-LAIN PENDAPATAN TANG SAH

| 2% | Pendapatan Hibaly

30 IF-depar.ﬁn Dann Darurat

| Pendapatan Kapltas
(a2 IF"|:|11J1-||.u[..u| Luurﬁi:iu :
33 | Jumlah La:lnﬁﬁ'ln-iﬁinpntnn FRRE
| sah (29 s/d 31)
| 24 | JUMLAH PENDAPATAN

| (T + 26 + 32)

(Dalam Rupiahl
Kenmaikan/ |
FXD ——— | 5]
XA XXX | KX
XX 20 bt g
XN ¥ b
|
; N nhX b
Jumlah Pendapatan Asli Dacrahb | 3 KRR X XXX
a/d 6}
8
4| PENDAPATAN TRANSFER
[0 | TRANSFER FEMERINTAH PUSAT- | ,
| DANA PERIMBANGAN I
Il | Dana Bag ol Prjak AN | XX MAX NN
12 | Dans Bag Hasl Sumber Dayi Alam | HRX KA b 4 KKK
[3 | Dana Alokost Umium ; XK X XXX KRR
. id | Dons Alokas Khusus [ WX WX KX
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18

Jumlah Pendapotan Transfer Dana xxx XK XXX XXX
| Perimbangan (11 s/d 14} |
ih
17 i TRANSFER PEMERINTAH PUSAT ' —
- LAINNYA '
T . Dras Moioms Khusus AN b A %,
19| Dana Penycsuaian X X KX XX
20 | Jumlah Pendapatan Transfer Lalnnya XXX XXX XNX paa
(18 8/d 19 i
21 | & = i BT |
12 | TRANEFER PEMERINTAH PROVING]
33 | r_-maup:imn Bagl Hasil Pajak XX | XX 00
44 | Pendapatun Bagl Haml Lainnya NN MXX uX
45 | Juminh Pendapaton Transfer AEX Auk el e
Pemerintah Provinsi (23 /4 24 !
26 | Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 | XXX | XXX T
+ 25 ' *
il
25 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 | Pendapatan Hibah KK 5T
A0 | Penidapatan Dana Derurat XK XXX |
i _3] Pendepatun Ladnnyva - o K}L‘.{_i
12 | Jumlah Lain-dain Pendapatsn yang AN XXX
sah (29 5/d 31) e |
37 | JUMLAH PENDAPATAN T = XXX AKX
(7 + 26+ 33 I
PENGUNGHAPAN 0
23. Hal-hal y ha’ diunghkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
terkait d ndapatan adalah:
|a) Pe pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnva

{c) Informasi lainnva vang dianggap periu.

MEZEATAN.

jelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan vang

nghkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

BUPAT] TU

AGUNG,

GATUTSURL WIBOWO
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LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16
AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

PENDAHULUAN N 6
TUJUAN \ :

1. Tujuan Pernyvataan Standar ini adalah mengatur perlakuan terisi untuk

belanja dan beban meliput saat pengakuan, penguk, n penvajian

pittang di dalam laporan keuangan.
Q *

RUANG LINGKUP
2. Pernyataan Standar ini diterapkan un uh unit pemerintahan yang
menvajikan laporan keuangan un! - umum dan mengatur tentang

perlakuan akuniansinya, termas :m:u an, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan yang ::llpcr]

DEFINISI
3. Laporan HE-EL]IS gdra_n RA]  menvebutnya  dengan  belanja,

sedangkan ora Dp-rrasmnﬂl (LO) menyebut dengan beban. LRA
disusun isajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas,
disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk
||1:*]upﬂran dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual

ting eyele), Berikut adalah
0"'" ansi beban dan kewajiban:

s Bruto adalah suatu prinsip vang tidak memperkenankan pencatatan

beberapa delinisi yang terkait dengan

secara neto penerimaan seielah dikurangi pengeluaran pada suatu LIt
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Beban adalah penurunan manfaat ekonom atau potensi jasa dalam
periode pelaporan vang menurunkan ekuitas, Vang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau tmbulnyva kewajiban, Sedangkan
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beban adalah kewajiban pemerintah vang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah vang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan vang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah,

Nilai nominal adalab nilai vang terters dalam surat berharga seperti nilan

vang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Aset adalah sumber dayva ekonami vang dikuasai ﬂEII'I,.I'H[EU‘ i aleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan ] arg: manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan d: roleh, baik
oleh pemerintah maupun masvarakat, serta dapat d dalam satuan
uang, termasuk sumber dava nenkeuangan rlukan wuntuk

penvediaan jasa bagi masyarakat umum d Beg-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan bud

Penyusutan adalah penyvesuatan nil ungan dengan penurunan

kapasitas dan manfzat dart s-uaT.u

Amortigasi adalah alokasi sist ari premium atau diskonto selama

umur utang pﬂmermtah

KLASIFIKASI
4. Beban dan mlnn@iﬁkasi menurut:
o L ek

mi untuk pemerintah daerah terdini dan beban

ia} Klasifika
*
pegawsal n barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
he uan sosial, beban penvusutan aset tetap/amortisasi, beban

r, dan beban tak terduga.
q{sjﬁl{uﬁi ekonomi adalah penzelompokkan belanja vang didasarkan
0 da jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktvilas. Klasifikast
ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain,

Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawal,

belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan soaial

dan belanja tak terduga.
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PENGAKUAN
2. Beban diakw pada saat
{a) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah sast terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke pemerintah tanpa ditkuti keluarnva kas dari kas umum
daerah.

|k} Terjadinva konsumsi asset

Teriadinya kensumsi aset adalah ssat pengeluaran kas kepady pihak
lain yvang tidak didahului timbulnva kewajiban danfat.? sl

aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. : N

{o} Tegadinya penurunan manfaat ekonom atau potensi |

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi J§ jadi pada saat
penurunan  nilar  aset  sehubungan  de ggunaan  aset
bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penyusutan atau
amortisasi, 0
6. Belanja diakur pada saat:
(g} Terjadinyva  pengeluaran  dar Kas Umum Dacrah untuk

seluruh transaksi di SKPD "D setelah dilakukan pengesahan
definitif oleh fungs: BUD sing-masing transaksi yang terjadi di

SkPD dan PPRD.

{b) Khusus pengeluar:
terjadi  pada

0 lui bendzhara pengeluaran pengakuannya
Enanggungjawaban atas pengeluaran  tersebut
na anggaran setelah diverilikasi oleh PPR-SKPD.

disahkan gleh p
() Dalam San layanan umum, belanja dialku dengan mengacu

pada ran perundangan yang mengatur mengenail badan layanan

NS

7. Pengukuran akuntansi beban dengan menggunakan harga sebenarnva
jactual price) vang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesua dengan
perjanjian yang telah membentuk harga

8. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal vang dikeluarkan dan tercantum dalam

dokumen pengeluaran vang sah,
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5. Beban dmilal sebesar akumulas: beban vang terjadi selama satu periode
pelaporan  dan  disajikan  pada laporan operasional sesual  dengan

klasitfikas: ekonoma [line f!‘E‘ﬂ"LII-

PENYAJIAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA FPPED
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN ’\
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 .
alam Bupinh)
. , W

| NO Uraian | Anggarn R::::d o
I. 2 Belanja

2.1 Belanja Operasi
:_E | Belanja Pegnwai
[2:1-2 Belanjes Barang

2.1.3 Bunaa

2.14 Subsidi

2.ED I Hibah

216 | Bantuan Sosial
2.2 | Belanja Modal

=1 Belanja Tanah .

i Belanja Pei Mesin | j
5323 |

2.2.4 [

235 G<hnga Aset Tetap Lamnnyva

] ‘ Bealanja Aser Lannya
lanja Tidak Terduga . |
Belanja Tidak Terduga
"~ Jumish Belanjs | | |
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PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BEBAN-LOD
[Dalam Rupkili)
Ho. | I HKenailcan | {%%)
i
Uraian 20X1 2030
Fenurina
n
' BEBAN
I ———
| Behan Pegawal

2 Beban Persediaan

3| Beban Jasa

4 Beban Pemeliharaan

5 Behan Perjalanan Dinas

& Beban Bunga

|

Behan Subsidi

g Beban Hilah

Wy

Beban Bantuan Scswnl

10 Behan Penyusuatan

1

11 | Beban Transier

12 | Beban Lain-lamn

XX
13 JUMLAH d 12) XY XXX XXX XXX

6.

g harus diungkapkan dalem Catatan atas Laporan Keuangan

PENGUN
10. He \
dengan beban adalah:
: cian beban.
(b} penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan
keuangan lembar muke.
(¢} informasi lainnya vang dianggap perlu.
11.Hal-hal vang perlu diungkspkan sehubungan dengan belanja, antara
lain;
la) rincian belanja.

(b penjelasan atas unsur-unsur belanga yang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka.



[c) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnva target realisasi belanja
daerah.

(d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATT TULUNGAGUNG,

GATU USD
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LAMPIRAN XVIII | PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR » & TAHUN 2025
TANGGAL 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17
AKUNTANSI TRANSFER

PENDAHULUAN 0\6

TUJUAN

1,

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk me perlakuan
transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran.tidak te % pendapatan
transfer, beban transfer, dan piutang transfer e memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditctapkan PR turann - perandang-
undangan,

Akuntansi transfer vang dikecualikan pa 1 diatur dalam kebijakan

akunlansi pendapatan, kebijakan i beban dan belanja. dan

kebijakan akuntansi piutang. ,
Perlakuan akuntans !.rans.!':z@ p definisi, pengakuan, penpgukuran

dan pengungkapan Lrangf}:b

DEFINISI 0

4. Transfer ada

pg rimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan epada  entitas  pelaporan  lain, termasuk dana
@an dana bam hasil.

suk adalah penerimaan uang darl cntitas pelaporan lain,

ba penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana

1 hilisil dari pemerintah provinst

6. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan  lain  sepertt pengeluaran dana perimbangan  oleh pemenntah

pusat dan dana bagi hasil olch pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

KLASIFIKAS]I TRANSFER

T

Transier diklasifikasikan antara lain:

ja) Transfer Bagt Hasll Pendapatan
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|b) Transfer Bantuan Keuangan

PENGAKUAN

8. Trunsfer diakui padsa saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum

Daerah,

PENGUKURAN
9. Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas ,vang’ ' Har
4

Rekening Kas Umum Daerah.

O
- S

L0, Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi o luar yvang terjadi

selama satu periode pelaporan dan disaji la"aporan operasional

sesuai dengan klasifikasi ckonomi {line ite

o

EN TULUNGAGUNG
ANGGARAN (SEBAGIAN]

PENYA.JIAN

8|8

BIE|B

PENGUNGKAPAN
11. Hal-hal vang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

terkait dengan transfer keluar adalah:

{a) transfer keluar harus dirine;
[b) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar vang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka;
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le] penjelasan  sebab-sebab tidak terserapnve target rcalisasl transfer
keluar;

(d} mformasi lainnya vang dianggap perlu.

BUPAT TULUMGAGUNG,



LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 7 6 TAHUN 2025
TANGGAL ¢ 10 MARET 2025

KEBILJAKAN AKUNTANSI NO. 18
PEMBIAYAAN-LRA

PENDAHULUAN 6
TUJUAN ’\

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk men perlalouan
akuntanst pembiayaan, dalam rangka memenuhi tuy untabilitas
scbagaimana ditetapkan oleh peraturan peruindan ﬂr;%.

*

E_
Perlakuan akunmansi pembiayaan mcllt:ahu;@nisi. pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan j:rr.‘rr'tI:uLElji.-';:mn.0

hJ

RUANG LINGKUP
3. Kebijakan i diterapkan dalam an pembiayvaan yvang disusun dan
disajikan dengan mrnggm@ Wpntansi berbasis kas, oleh entitas

pelaporan.
4. Kebijakan ini berlak QEntims pelaporan pemerintah daerah, vang
memperoleh an a rdasarkan APBD, tdak termasuk perusahaan

dacrali.
6’
DEFIN]SI ®~
. Begi adalah istilah-istilah vang digunakan dalam kebijakan akuntansi

5 B
Q 1 pengertian:

embiayaan (financing) adalah senap penerimaan / pengeluaran vang tidak
herpengaruh pada kekavaan bersih entitas vang perlu dibayar kembali
dan /atau akan diterima kemball, balk pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah  terutama  dimaksudkan  untuk  menutup defisit atau
memaniaatkan surplus anggaran,
Azas Bruto adalah suatu prinsip vang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan sctelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas
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akuntansi [ entitas pelaporan atau tdak memperkenankan pencatatan
pengeluaran  setelah  dilakukan kompensasi antara penerimaan  dan
pengeluaran,

Basis Kas adalah basis akuntansi vang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibavarkan,
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dacrah vang ditentukan oleh

Bendaharawan Umum Dacrah untuk menampung seluruh penernimaan dan

pengeluaran Pemernintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. ¢ C
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekenmg tempat peny) %ﬂ uang
daerah vang ditentukan oleh bupati untuk mes z seluruh
pencrimaan daerah dan membayar seluruh pengeluara pada hank
vang ditetapkan *

Surplus [/ Defisit adalah sclisih lebah / Kug afa pendapatan dan

belanja selama satu peniode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMEBIAYAAN %q

f. Pembiavaan diklasifikasikan sumber pemblavaan dan pusat

pertanggungiawaban, terdin

|a) Penerimaan mehia}ﬁ erah
(b} Pengeluaran Pﬂm\ 'Daerah

adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

7. Penerimaan pe

Daerah anteg lainNeerasal dari penenimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah 1, hasil privatisasi perusahaan daerah, penecrimaan
kembali§ an vang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi
pe ainnya, dan pencairan dana cadangan.

B P @ waran pembiavaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening
s Wmum Daerah antara lain pemberian pinjaman Kepada entitas lain,
penvertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN
9, Peperimaan pembiavaan diakw pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
10 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dart Rekening kas

Umum Daerah.



PENGUKURAN

11. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
vaitu dengan membukukan penerimaan brute, dan tidak mencatat jumiah
netonya [setelah dikompensasikan dengan pengeluaran),

12, Akuntansi pengeluaran pembiavaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO o

13. Pembiavaan neto adalah selisth antara penerimaan Ptmbiﬂ.j'ﬂk lah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun an rPtertentu.
Qehisih lebikh / kurang antars penerimaan dan penge Mhembiavaan

bial Neto.

isih lebih / kurang

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pes

14, Sisa letih / kurang pembiavaan anggaran adal
ma satu periode

antara realisasi penerimaan dan p:ngtl\.@

pelaporan. Selisih lebih [/ kurang an@’ alisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pe@ dicatat dalam pos SiLPA /
SikPA

TRANSAKSI DALAM MATA @gn
15 Transakst «alam ma asing harus dibukukan dalam mata uang

n jumlah mata uang asing tersebut menurut kKurs

rupiah dengan
rengah bankggent ada anggal transaksi.



SUSUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0
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PENGUNGKAPAN
16. Hal-hal van &ungknpkan sehubungan dengan pembiayvaan antara
N

[a) Pen dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenasn setelah

landasan hukum berkenaan dengan penerimaan / pemberian
jaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan  aset
daerah yang dipisahkan, penyeriaan modal pemerintah daerah;
(e} Informasi lainnya vang dianggap periu,

BUPATI TULUNGAGUNG,

GA LUNL WIBOWO



LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : & TAHUN 2025

TANGOAL : 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19
KOREKS] KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,

PERUBAHAN ESTIMAS] AKUNTANSI DAN OPERASI YANG nmﬂn’lg

.
PENDAHULUAN \
TUJUAN N
1. Tujuan kebijakan akuniansi ini adalah untuk mengatur p @ 1en akuntansi
atas koreksi kesalahan, perubshan kebijakan akpmjang! @én perubahan

estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilany

RUANG LINGKUFP 0
My i uanegan suatu entitas harus

3. Dalam menvusun dan menyajikan %
menerapkan Pernyataan Standar melaporkan pengaruh kesalahan,

perubahan kebijakan aluntaghi han estimasi akuntansi, dan operasi
vang tidak dilanjutkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Angge bih, Meraca, Laporan Operasional, [aporan

Perubahan Ekuit an Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3. kebpjakan imiiﬂti untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, vang

ran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

memperoic
dafrgh‘

Fileut ini adalah istilah-istilah vang digunakan dalam kebijakan akuntansi

dengan pengertian:

Kebijakan akuntansi asdalah prinsip-prmsip. dasar-dasar, konvensi-

konvensi. aturan-aturan, dan prakiik-praktik spesifik yang dipilith oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyvusunan dan penyajan laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai
kehijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAF
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khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi vang lain dibanding
kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas

Hesalahan adalah penyvajan pos-pos vang secara signifikan tidak sesual
dengan yang scharusnyva yvang mempengaruhi laporan keuangan periode

berjalan atau periode sebelumnya.
Koreksi adalah nndakan pembetulan laporan keunangan agar akun/ pos vang

tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesual dengan yang
scharusnva, Q
Operasi yang dibhentikan adalah penghentian scbagian atau se’l gas
dan fungsi suaty entitas tertentu yvang dapat mengakibatkan %& aset,
dan kewajiban, serta berhentinva operasi. U

Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan k i, item atau

akun karena tidak adanya pengukuran yvang tepat %mpun:.fa.i dampak

terhadap laporan keuangan. Q

Perubahan Estimasi akuntansi adalah gevi®y Pstimasi karena terdapat
informasi bary, tambahan prngaJaQ alam mengestimasi, ataul
perkembangan lain.

KOREKSI KESALAHAN Q

5. Kesalahan dalam pen u@ poran keuangan pada satu atau beberapa
periode  sebelumnyva \ n baru ditemukan pada periode beralan.
Kesalahan munghy ém dari adanve keterlambatan penyampaian bukt

transalksi anﬁr} h pengauna anggaran, kesalahan penetapan standar

ntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau

6. Dalg asi tertenty, suaty kesalahan mempunyai pengaruh signifikan
: Q u atau lebib laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-
%f-‘ keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
7 Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
ja) Kesalahan vang tidak berulang; dan
(b} Kesalahan yang berulang dan sistemik.
&, Kesalahan vang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan

dan kehbij:
kelalaragn
1]

terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 [dua) jenis:
la) Kesalahan vang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
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10,
5

12,

13

14.

(b] Kesalahan vang tidak berulang yvang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan vang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan
oleh  sifat alamiah (normall dar jenis-jenis transaksi tertentu yang
diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari
wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dan wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui,
Koreksi kesalahan vang tidak berulang vang terjadi pada periode ]

baik vang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakul
pembetilan pada akun vang bersangkutan dalam penode ber B pada
akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun ak apatan-LO

atau akun bebar.
Koreksi kesalahan vang tidak berulang vang terjadi

e sebelumnya

dibedakan pada terbit atau belum terbitnyva lap,
Atas laporan keuangan pertode sehclmrmm W lurn diterbitkan, koreks:

kesalahan vang tidak berulang den m ruh: posisi kas, dilakukan
dengan pembetulan pada akun ;. ngl-mt:m baik pada akun

pendapatan-LRA atau akun I:H:‘IQ upun akun pendapatan-LO atau

akun bebhan.
Koreksi kesalahan untuk fa

keuangan periode sebelumnya yang sudsh

diterbitkan, dilakulkan ;
nja vang tidak berulang dan mengakibatkan

ilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan

(o) Atas pengelus

penambahfMy kas,
4
lain-lain-L

[b) Atas aran belanja vang tidak berulang dan mengakibatlkan

pen gan  kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo
ran Lebih,
ra® perolehan aset selain kas vang tidak berulang dan mengakibatkan

penambahan atau pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada

akun kas dan akun asct bersangkutan.

id) Atas beban vang tidek berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan
beban dan mempengaruhi posis) kas serta tidak mempengaruhl secara
matenal pesisi asel selain kas. dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lain-LO.

fe] Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan penambahan

heban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi sccara
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material posisi aset selain kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun

Ekumas
(N Atas penerimaan pendapatan-LRA yvang tidak berulang dan menambah

maupuUn mengurang posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun
kas dan akun Salde Anggaran Lebih.

(g Atas pererimaan pendapatan-LO yang tidak berulang dan menambah
maupun mengurang posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada aloun

tulan

kas dan akun ckuitas.

{h} Atas pencrimasn dan pengeluaran pembiayaan yang tidak ’ an
menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan den hm}k
pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(i) Atas pencatatan kewajiban dan menambah maupun %Amngi posis
kas, dilakukan dengan pémbetulan pada akun #h akun kewajiban

bersanglaitan.

15. Kesalakan berulang dan sistematik adalah @ van vang disebabkan sifat
alamiah {normal] dari jeris-jenis transa tu yvang diperkirakan akan

terjadi secara berulang.

16. Kesalahan berulang dan siste memerlukan koreksi, melainkan

as untuk mengembalikan kelebihan

dicatat parda saat terjadi pe ,
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO

pendapatan dengan men

yvang bersangkutan.

17, Koreksi Rcsa]&hﬂ@trhuhungan dengan perinde sebelumnya terhadap
posisi kas dilfjgorka™alam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas
*

™, serta koreks: kesalahan diungkapkan pada Catatan atas

—

AN KEBIJAKAN AKUNTANSI
a pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas

pelaporan dari waktu ke wakiu untuk mengetahui trend posisi keuangan,

18.

kinerja, dan arus kas. Oleh karena 1tu, kebijakan akuntansi vang digunakan
harus diterapkan secara konsisten pada setiap pericde akuntansi.

19 Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi
sebapai akibat dar perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi,
metode, dan estimasi, merupakan contoh perubaban kebijakan akuntansi,

30, Suaty perubshan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila

penerapan  suatu kebyakan akuntansi Vang berbeda diwajibkan oleh
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peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan vang berlaku,
atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan
informasi mengenar posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang
lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas,

21. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut:

(a} adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejacdian vang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
{bj adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau tsgnsaksi

vang sebelumnya tidak ada atau vang tidak maternial, 2
22 Timbulnya suatu kebjakan untuk merevaluas| aset meru & suatl
perubahan kehijakan akuntansi. Namun demikian, pery * tersebut
harus sesual dengan standar akuntans: terkait vang menerapkan

persyaralan-persyaratan schubungsn dengan revalughl o
23, Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhny mnglkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan 0

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI
24, Agar memperoleh Laporan Keu

g andal, maka estimasi akuntansi
ala penggunaan, tujuan penggunaan

blas vang berubal.

perlu digesuailkan antara lai

asel dan kondisi lingkyngan
bahan estimasi akuntansi disajikan pada

Laporan Uptrﬂﬂirj& periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai
sifat perubahdg. Hﬁ gai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset

tetap hﬂrp@ pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjuinya

25, Pengaruh atau dampy

selama W anfaat aset tetap tersebul,

26. Penge crubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang

OPERASI YANG DIHENTIKAN

27 Apabila suaiu misi atau tupaks sual

oleh peraturan, maka suafi aperasi, kegiatan, program, provek, atau kantor

pkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

u entitas pemerintah daerah dihapuskan

terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
28 Informasi penting dalam operasi vang dihentikan misalnya hakikat operasi,

kematan, program, proyck vang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara

penghentian, pendapatan dari beban tahun bepjalan sampai taryggal
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penghentian apabila dimungkinkan, dampalk sosial atau dampak pelayanan,
pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

<9, Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen vang
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Depgan demikian, operasi vang
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

30. Pendapatan dan beban operasi vang dihentikan pada suatu tahun & rjalan,
diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasiat n
sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas Mgmbuat
rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertaha: @; s.‘ékaligus,
resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-

d1. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

(a) Penghentian  suatu  program, Kkegiatan. SEgINen  secara
evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibai:

publik yang dilayani) yang terus meros

h demand (permintaan
tian kebutuhan lain.
Ib} Fungsi tersebut tetap ada.

[c] Beberapa jenis subkegiatan d gsi pokok dihapus, selebihnya
berjalan seperti biasa. Relokasi program, proyek, kegiatan ke wilavah
lain.

32, Menutup suatu fasilit

@h&mlilimsi amal rendah, menghemat biaya,
mengeangeu operas: te

6’ BUPATI TULUNGAGUNG,

SUNU WIBOWO

menjual sarana operas




LAMFIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR » 6 TAHUN 2023
TANGGAL ¢ 10 MARET 2025

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PENDAHULUAN . \6

TUJUAN

1

: it ; : *
Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan n keuangan
konsclidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangl-:ajikan laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose [ sfatements) demi

meningkatkan kKualitas dan kelengkapan tapr_:-r;su n dimaksud, Dalam
standar ini, vang dimaksud dengan Eap:::mn gan untuk tujusn umam
adalah laporan keuangan vang ditly tuk memenuhi kebutuhan
bersama schagian besar penggun ‘% termasuk lembaga legislanfl

sehagaimana ditetapkan dalam Q peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Laporan I-:euangan Quuan umum dari unit pemerintahan yang

)
ditetapkan aeha pelapﬂran disajikan secara terkonselidasi menurut
kchijakan nnﬁl@rnr_crmmkm'n satu kesatuan entitas.

3. Laporan kionsolidasian pada pemerintah daerah sebagal entitas
pe]a nal-:u;:u laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang
ek tm SKPD dan PPKL,

n ini tdak mengatur:
p-nran keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
(b} Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan as0siast,
i) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint veniure); dan
(d| Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
DEFINISI

= Berikut ini adalah istilzh-istilah vang digunakan dalam kebijakan akuntans:

dengan pengertan:
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PE
f

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan cleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdiri dan sata atau lebih
entlitas akuntanst atalu entitas pelaporan yang menurut Keentuan peraturan
perundang-undangan  wajib  menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan,
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-ak vang
ramn

diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan Enﬂm\

lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntanst laipnya®d dengan

mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajj E%agai satl
enifitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuanpgan konsolidasian adalabh suatu I euangan yang
merupakan gabungan kescluruhan laporan keu itas pelaporan, atau
entitas akuntansi, sehingga tersaj sebagai sa tas tunggal.

Badan La Umum eral 1D ah instansi di lingkungan

pemerintah vang dibentuk untuk megel Qf Y pelavanan kepada masyarakat

berupa penyvediaan barang dan/ a vang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan d kukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip elisiensi dan produley

NYAJIAN LAPO \NGAN KONSOLIDASIAN

. Laporan keugngan Nggnsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Per ? SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Elkuitas, an Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan,

n keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang

: ma dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah

9.

10

komparatif dengan penode sebelumnya,
Pemerintah daecrah menvampaikan laporan keuangan konsolidasian dari
semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatil.

.Dalam kebijakan ini, proses konsolidasi ditkuti dengan eliminasi akun-akun
timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi
dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Reuangan.
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11.Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa uang

persediaan vang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran

sampat dengan akhir periode akuntansi,

ENTITAS PELAPORAN
1 2. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan,
vang umumnyva bercirikan:
{a) Entitas tersebut dibiavai oleh APBN atau dibiavai oleh APBD atau dapat
pemisahan kekayaan dan anggaran,
(b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-u
(¢} Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah
pejabatl negara vang ditunjuk atau vang dipilih oleh r-

ATIEZATAT,

ENTITAS AKUNTANSI
13. Entitas akuntans: menvelen

keuangan schubungan d

ditujukan kepada enti !
14. Laporan keuangan é\imjﬂzm entitas aluntansi terdirl dari Laparan
Realisasi An ar& ‘raca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan #Natan atas Laporan Keuangan.
. Setiap um rintahan vang menerima anggaran belanja atau mengelola
&

o

ntitas akuntansi vang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan

rar
: triu-dii-: menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi
tahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan

enjang kepada unit vang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan

keuangan oleh entitas pelaporan

16, Dengan penetapan menurut peratursn perundang-undangan yang berlaku
cuatu entitas akuntansi tertentu vang dianggap mempunyai pengaruh
signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan scbagai
entitas pelaporan

17.Entitas Akuntansi yvang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah [BLUD

diatur tersendiri dalam kebijakan akuntansi BLUD dan sepanjang BLUD

171



belum menyusun kebijakan akuntansi BLUD maka dapal mempedomani
kebijakan akuntansi ini.

PROSEDUR KONSOLIDASI

18. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara
menggabungkan dan menjumlahkan akun yvang diselenggarakan oleh entitas
pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau vang diselenggarakan oleh
entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan E'IE' Aninasi
aloun timbal balik.

19. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan meabunglan
laporan keuangan seluruh entitas akuntansi vang secar atoris berada
dibawahnya.

(\Cb

PENGUNGEKAPAN

2 2
6 BUPATI TULUNGAGUNG,
Q 2 GAT

SUNU WIBOWO
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LAMPIRAN XXl : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

KEEIJAKAN AKUNTANSI NO.21
PROPERTI INVESTASI

TUJUAN

ki Tujuan kehijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan a tansi
properti  investasi dalam  rangka memenuh! tujuan at T.El:':.
sebagaimana ditctapkan oleh peraturan perundang-undang

2. Perlakuan akuntansi properti investasi melipuri de%'@ Engakua.n.

pengukuran, penvajian, dan pengungkapan proper estasi dalam

laporan keuangan. Q

RUANG LINGKUF
3. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku
a.  aset hiologis vang terkait denga agnJmlLur dan
b, hak penambangan dan I‘EH mbang seperti minyak, gas alam,
g nidak dapat diperbaharul
s pelaporan dan entitas akuntansi dalam

dan sumber dava alam s

4. Hebijakan ini berlalou un

menvusun  laporan an, Entitas pelaporan vaitu Pemerintah

*

Kabupaten Tul LIAL, T A
PPKD di “ERLKV emerintah Kabupaten Tulungagung.

a, digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masvarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa
atau untuk tujuan administralil; atall

b. dijual danfatau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.
Propertl vang digunakan sendiri adalah properti vang dikuasat (oleh pemilik

atau penvewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah,

dimaniaatkan oleh masyvarakat umum, dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa atau untuk tujuan administratil.
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Sews pembiavaan (capital lease) adalah sewa vang mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat vang terkait dengan kepemilikan
asel pendasar.

i Sewa operasi (operating lease) adalah sewa vang tidak mengalihkan secara
substansial saluruh rigiko dan manfaat vang terkait dengan kepemilikan
aset pendasar,

9. Definisi properti investasi berlaku antara lain untuk:

a. tanah vang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan

tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untulydijual
dan/atay diserahkan dalam rangka pelayvanan kepada rnaa_'m\

kepada entitas pemenntah yang lain dalam janghka pﬁﬂdt:': .

b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun i ditentukan

penggunaannyva di  masa depan.  Entitas menentukan

penggunaan tanah sebagai propertl yang digu iri atau akan
dijual dan/atau diserahkan dalam elavanan kepada

masyarakat atau kepada entitas pem$ vang lain dalam jangka

pendek.
¢ bangunan yang dimiliki oleh eng dikuasai oleh éntitas melahu
sewa pembiavaan) dan disey pada pihak lain melalui satu atau

lebih sewa operasi;

d. bangunan yang belu @m‘ vang dikuasai dan/atau dimiliki, tetapi
tersedia untuk di %1 kepada pihak lain melalui satu atau lebih

SEWA opera
ed srasi tidak berlaku antara lain untuk:

2 disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa

10. Delinisi p

b i vang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan
| pendapatan sewa di bawah harga pasar;

Q roperti vang dimiliki untuk tujuan strategis,
d properti vang tidalk ditujukan unmik menghasilkan pendapatan sewa
dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
11. .Jika Pemerintah Kabupaten Tulungagung memilikl aset yang digunakan
(a) sccara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan

nilai dan (b} sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional

Pemerintaly Kabupaten Tulungagung. maka akan diperlakukan sebagai

propert investasi jika masing-masing baglan ascl terschut dapat

dipertanggungjawabkan secard terpisah. Namun, apabila masing-masing

bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah,
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maka aset tersehur dikatakan sehagai properti investasi hanva jika bagian
vang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional Pemernntah
kabupaten Tulungagung.

12, Pada kasus konsclidasi, suatu entitas memiliki properti inveslasi vang
disewalkan kepada dan dimanfaatkan cleh entitas indul (entitas vang
berwenang melakukan konsolidasi) atan entitas anak lainnya [entitas yang
laparannva dikonsolidasi), maka properti investasi tersebut tidak
memenuhi definisi properti investasi dalam laporan Keuangan yang
dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berad®jdalam
satu kesatuan ekonomi. Aset tersebul disapkan sebagai prﬂpﬁ"\ asi

pada entitas akuntansinya pesewa, A
13.  Nilai tercatat (carying amount] adalah nilai buku aset, @ﬂtu_ng dar
-lah dan yang

g felah dan yang

biava perolehan suatu asct setelah dikurangi akum ErYLIELICAN .

14. Biava perolehan adalah jumlah kas atau setara
masih wajib dibayvarkan atau nilal wajar mmie
masih wajib diberikan untuk memperdleh s aset pada saat perolehan

atau konstruksi sampai deng&n aset dalam kondisi dan tempat

vang siap untuk dipergunakan.
15  Metode hiava adalah suatu Ejmntansl vang mencatat nilai
investast berdasarkan bua

6.  Nilai wajar adalah nilﬂﬁ set atau penyelesaian kewajiban antar pihak

vang memahami d , ginan untuk melakukan transaksi wajar.

PENGAKUAN \

17, Suatu ase i1 sebagal properti investasi jika:

a b ungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke

45 di masa yvang akan datang dari aset properti investasi;
iava perolehan atau nilai wajar properti invesiasi dapat diukur

Q engan andal
dimaksudkan untuk menghasilan pendapatan sewa alau untuk
meningkatkan nilai aset atau keduanya;
d. tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan olch
masvarakat umum. dalam produksi atau penvediaan barang atau jasa

ptau untuk tuan admanistranf: dan
tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

L

pelavanan kepada masyarakat,
18, Dokumen penanda propert investasi berupa Kartu ldentitas Barang.
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PENGUKURAN
Pengukuran Saat Pengakuan Awal

19.
20,

B

23

Pada awal perolehannya, properti investasi diukur sebesar biava perolehan.
Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran,
properti investasi tersebut dinkur dengan menggunakan nilai wajar pada

tanggal perolehan.

Biava perolehan properti investasi lidak bertambah atas biaya-biaya
sebagai berikul, antara lain:

a, Biaya perintisan (kecuali biava-biays vang diperlukan untuk membawa
properti investasi ke kondisi sap digunakan);

b, Kerugian operasional vang terjadi  sebelum pmp-crt\ tasi

mencapai tingkat penggunaan vang direncanakan; Q .

¢. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atal sum lain vang
terjach selama masa pembangunan atau [ge gan propert
; .
investasi;

d. Biava dari perawatan schari-hari propert Q
Jika pembayaran atas properti i_n'n.rea sngguhkan, maka biayva
perolehan adalah setars harga mnai bedaan antara jumlah tersebut

dan pembavaran dialu sebagai b a selama periode kredit.

Biava perolehan awal hak ats perti yang dikuasai dengan cara $ewa

dan diklasifikasikan seba investasi vang diperoleh melaiul sewa

pemblayaan, maka LJ? iukur pada jumlah mana Vang lebih rendah
antara nilai wajar rl\ kini dari pembayaran sewa minimum.
Premium vang l-:an untuk sewa diperlakukan scbagai bagian dan

pembayar evga minimum, dan karena itu dimasukkan dalam aya
pl:n}]v& "tetapi dikeluarkan dari liahilitas.
nfas anﬁ dipernleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan

sjar, maka biava perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset

emniliki substansi komersial, atau {b) nilai wajar aset yang diterima

Qﬂ : ciserahkan, Kondisi terscbul berlaku untuk pertukaran yang () tidak

Ll

maupun aset yang diserahlkan tidak dapat ditikur secara andal.

Sunty transaksi perfukaran memiliki substansi komersial jika:

a, konlipurasi (risiko, wakiu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa
atas asct yang diterima berbeda dan konfiguras: arus Kas atau potensi
jasa atas ascl Vang digerahkarn; atau

. milai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruli

transaksi vang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan

oleh

perubahan
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28.

Sk,

o'ks

3.

4.

e selisih antara huruf {a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar
dari aset vang dipertukarkan.

Nilel wajar stuatu aset di mana transaks: pasar vang serupa udak tersedia,
dapat diukur secara andal jika: a) vanabilitas dalam rentang estimasi nilai
wajar vang rasional untuk aset tersebut tidak sigmifikan; atau b
probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara
rasional dan digunakan dalam mengestimasi mila: wagar,

Jika entilas dapal menentulan nilai  wajar secara andal, baik dari aset
vang diterima atau diserahkan, maka nilal wajar dan aset yang dig kan

digunakan untuk mengukur ava perolehan dan aset }'a}\ ma

kecuall jika nilai wajar aset vang diterima lebih jelas. .

alam satu

ku. Properti

Properti mvestasi yang diperoleh dari entitas akuntansi

entitas pelaporan dinilal dengan menggunakan nil

investasi vang diperaleh dari entitas akuntansg m%a di luar entitas

pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilag

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 0
; Properti investasi dinilai denga biaya, wvaitu sebesar nilai
LLaEr

perolehan dikurang akumulasj
Busutkan dengan metode penyusutan

Propertt investas:, kecuali
tansi vang mengatur Aset Tetap.

luasi properti investasi tidak diperkenankan

Penilaian kembali a\
karena kf-hijal@lansj menganut perulaian aset berdasarkan biaya
perolehan sggu h pertukaran.

?apmi investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan

sesual dengan kebijalkan

Revaluasi
pemerifit vang berlaku secara nasional.
8] proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas

prtl  investasi diperoleh akan diakui dalam laporan keuangan periode

0». uasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah

35,

direvaluasi sclurubnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar

berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilal

tercatat propertl mvestasi diakui pada akun ckuitas pada periode
dilakukannva revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai
sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan, Entitas dapal
menyesusikan masa manfaat atas propert investasi yang direvaluasi

herdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebult.
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A6, Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat alibat revaluas:, maka
kenatkan tersebut dhaku sebagal kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika
Jumlah tercatat propertn iInvestas) turun akibat revaluas:, maka penurunan
tersebut diakui sebagal penurunan dalam ekuitas.

37, Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

ALIH GUNA
38. Allh guna ke atau darl properd investasi dilakukan jika, dan hanya jika,
terdapat perubshan pengpunaan vang ditunjukkan dengan:
a. «imulainva penggunaan properti investasi oleh entitas, di
dari properti investasi menjadi aset tetap; *
b. dimulainva pengembangan  propert  investasi Qk dijual,

dialihgunakan dari properti investasi menjadi perse

Jika entitas memutuskan untuk melepas ® Investasi tanpa
dikembangkan, maka entitas tetap mem

properti investasi hingga dihentikan

n properti sebagai
nnya (dihapuskan dari

laporan  posisi keuangan] dan

persediaan,
c. berakhirnva pemakaian as ntitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan, dialihguna ‘ et tetap menjadi properti investasi;

atau
d. dalam hal penge Qﬂ properti investasi sebagaimana dimaksud
pada poin erbah peruntukeannya menjadi sewa operasi, maka
' ul&p sewa operasi ke pihak lain, aset tersebut ditransfer

Ne Tiari persediaan menjadi properti investas,

PELEP

349, wt] Investasi dihentikan pengakuannva pada saat pelepasan atau

QE properti nvestasi tersebul tdak digunakan lagi secara permancn
dan tidak memiliki  manfast ckonomi di masa depan yang dapat
diharaplkan pada saat pelepasannya.

40, Keuntungan atau kernglan vang umbul dari penghentian atau pelepasan

investasi ditentuken dari selisih antara hasil neto dan

tercatat aset, dan selisih tersebut diakui sebagai

propert
pelepasan dan jumilah

surplus/defisit penghentian atau pelepasan dalam periode f(erjadinya

penghentian atau pelepasan tersebut,
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41 Kompensasi dari pibak ketiga wvang diterima schubungan dengan
penurunan nilaj, kehilangan, atau pengembalian properti investas: diakui
sebagal surplus /defisit ketika kompensasi tersebut dialoul sebagai piutang.

PENYAJIAN

42, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lanecar.
43,  Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok asel tetap dan aset
lainnya.

44, Penvajian properti investast adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG * 6
NERACA \

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 O F
{Dalam Rupiah) %
Uraian 2 | & :
ASET E
Aset Tetap
Dana Cadangan @
Aset Lainnya ~ y
Kemitraan dengan Pihak K¢ ] xexx YK
Aset Trdak Berwujud 0 - =E | X5x
Aset Lain-lain XX KXX
Akumulas: @Rs&: Tidak 1 KX WX
Berwujud M& | I (S
Alumul sé}—u isutan Asel Lamnya XXX XX
Kas '@tﬂt&ﬁi Penggunaannya 200t XhE
£ i sier Teeasury Deposit Facilii}' XX MK
% Jumlah Aset Lainnya T XXX
Properti Investasi o 8 i e
Properti Investasi Tanah ] | mxx NHX
Properti Investasi Gedung dan Bangunan NMXK ¥
Konstruksi Dalam Pengerjaan Propert WK XXX
Investass
Akumulasi Penyusulan Properti Investasi | (XXX} |
Jumlah Properti Investasi T XEX XX
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PENGUNGEKAPAN
Hal-hal vang harus diungkapkan oleh entitas berkaitan dengan akun

43.

propert investas: adalah sebagal berikut:

il.

il

dasar penilaian yvang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
|ecerrigtng anourt},

melode penyusutan vang digunakan,

masa manfaat atau tarif penyusutan vang digunakan,

jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penuranan nilai) pada awal dan akhir periode;
rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awaf i
perods, Vang menu njukkan: ?

1} penambahan, pengungkapan terpisah untuk @Jﬁm Yang
dihasilkan dari penggabungan dan penam pengeluaran
setelah perolehan yvang diakui sebagai ase

2) penambahan vang dihasilkan melalui

3| pelepasan;

4 penyusulan 0

5) alih guna ke dan dari pep an propeti vang digunakan

gendir: dan

6] perubaban lain.

apabila entitas mﬂ]rs@ﬁa uasi atas properti investasi, nilai wajar

dari propertii inveNeWFhne menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1} uraian restasi yang dilakukan revaluasi;

untuk menilai kembali properti investasi;
i®ktif penilaian kembali;

Trrealal sebelum revalulasi

2] das
3]
4

lah penvesualan Aatas niial wajar,
nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi,

bila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu
mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
apahila pengklasiftkasian atas properti  investasi sulit dilakukan,
kriterin yang digunakan untuk membedakan propert lnvestasi
dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti vang
dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
metode dan asumsi sipnifikan vang diterapkan dalam menentukan nilai
wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang
mencakup pernyataan apakah penentuan nilal wajar tersebut didukung
olch buktl pasar alau lebih banyak berdasarkan taktor lain (vang harus
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diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan
keterbatasan data pasar vang dapat diperbandingkan;

J. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai
ndependen, sejauhmana kualifikasi profesional vang relevan serta
pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k. jumlah yang diakai dalam Surplus/ Defisit untuk:

1} penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

2] beban operasi langsung [mencakup perbaikan dan pemeliharaan)
yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan
rental sclama periode tersebut;

3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan . BT
vang timbul dari properti investasi vang tid egghasilkan
pendapatan sewa menyewa biasa selama perio ut.

l. kewajiban  kontraktual uniuk membeli, gun  atau
mengembangkan properti investasi atau ﬁcmel.iharaan atau
untuk perbaikan peningkatan:

m. properti investasi yang disewa oleh ergi ‘merintah

SUNU WIBOWO
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